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ABSTRAK

Nama : Henry
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Tanggung Jawab Pengelola Perparkiran Di Indonesia

Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan
Pengadilan dan PERDA No. 5 Tahun 1999

Tesis ini membahas mengenal tanggung jawab pengelola parkir. Hal ini
muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun
kehilangan barang yang berada di dalam kendaraan. Dalam hal ini, konsumen berada
dalam posisi yang lemah. Selain itu, penerapan klausula baku dalam perparkiran juga
semakin memperjelas tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam memberikan
perlindungan kepada konsumen. Pengelola parkir juga masih menggunakan Peraturan
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tameng agar
dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan kajian hukum
normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan
(library research). Penulis berkessmpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan
tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha berusaha untuk menghindar dari
tanggung jawabnya.

KataKunci :
Tanggung jawab, parkir
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ABSTRACT

Name - Henry
Study Program : Master of Notary
Title :Anaysis of Management Responsibility parking in Indonesia

Judging from the Consumer Protection Law: Study Judgments and
PERDA No. 5, 1999

This thesis discusses the responsibilities of managing parking. It arises
because of the loss and / or vehicle damage or loss of goods in the vehicle. In this
case, the consumer isin aweak position. In addition, the application of standard
clause in the parking also further clarify the absence of good faith efforts of the actors
in providing protection to consumers. Managing parking is also still use the regional
regulation Jakarta Capital Special Region No. 5 of 1999 as ashield to avoid
responsibility. This study uses normative legal analysis, while data collection is done
through library research (library research). The author concludes that the business has
not been properly discharge its responsibilities as businesses seek to avoid
responsibility.

Key Words:
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kendaraan tidak akan terlepas dari parkir. Kendaraan digunakan untuk
memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir.
Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus
sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian,
pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Untuk memberikan perlindungan pada konsumen dalam melakukan
kegiatan konsumsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”). UUPK
diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku satu tahun
kemudian.

Salah satu perlindungan yang sudah diberikan UUPK kepada konsumen jasa
parkir adalah perlindungan terhadap klausula baku yang mengalihkan tanggung
jawab pengelola parkir. Saat menggunakan jasa parkir, konsumen akan menerima
karcis parkir. Dalam karcis tersebut biasanya terdapat klausula baku. Klausula
baku itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa pengelola parkir tidak
bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan ataupun
barang yang ada di dalam kendaraan (selanjutnya disebut “kehilangan dan/atau
kerusakan”) yang terjadi pada areal parkir. Dengan berlakunya UUPK, maka
klausula baku di atas tidak dapat diberlakukan lagi. Kalaupun klausula baku
tersebut dicantumkan, maka sesual dengan is Pasal 18 UUPK, klausula baku itu
dinyatakan batal demi hukum. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa UUPK
sudah bisa memberikan perlindungan-perlindungan yang sebelumnya tidak
didapat konsumen.

Perlindungan lain yang diberikan UUPK kepada konsumen adalah
penerapan beban pembuktian terbalik. Penerapan beban pembuktian terbalik
diatur dalam Pasal 22 UUPK. Dengan pembuktian terbalik, pihak yang harus
membuktikan adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dianggap bertanggung jawab
sampa pelaku usaha dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Prinsip
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pertanggungjawaban ini disebut dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung
jawab (presumption of liability).

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian
terbalik sudah memberi perlindungan yang lebih kepada konsumen daripada
prinsip pembuktian yang umumnya digunakan pada bidang hukum lain. Bidang
hukum lain pada umumnya masih menggunakan beban pembuktian biasa. Dalam
beban pembuktian biasa, penggugat harus membuktikan gugatannya. Walaupun
demikian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab masih memungkinkan
pelaku usaha untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan membuktikan
bahwa pel aku usaha tidak melakukan kesalahan.

Pada saat penulis mengunjungi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(selanjutnya disebut “ Y LKI"), penulis membaca sebuah buku yang berisi putusan-
putusan hakim dalam berbagai perkara kehilangan mobil yang terjadi dalam areal
parkir. Dalam putusan-putusan tersebut, penulis melihat semua gugatan yang
digjukan adalah perbuatan melawan hukum dan penggugat harus membuktikan
kesalahan pada pelaku usaha. Ha ini tentu menyulitkan penggugat dan
menguntungkan pelaku usaha karena jika pelaku usaha tidak melakukan
kesalahan, maka pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawab. Bisa sgja pelaku
usahatidak melakukan kesalahan, tetapi memang tingkat keamanan di areal parkir
tersebut sangat rendah sehingga sering terjadi kehilangan.

Perdebatan mengenai tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan
kerusakan kendaraan di tempat parkir menjadi tanda tanya sebagian besar
konsumen, khususnya pemilik kendaraan. Banyak yang menganggap kehilangan
tersebut merupakan tanggung jawab pengelola parkir apabila hubungannya
merupakan penitipan barang, tetapi pengelola parkir menggunakan klausul klasik
yang tertera di karcis parkir yang menyatakan bahwa setigp kerusakan dan
kehilangan di tempat parkir bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Pengelola parkir tetap diberikan kesempatan untuk membela diri dan
melepaskan diri dari tanggung jawab yang tidak seharusnya dibebankan
kepadanya. Dengan demikian, pengelola parkir juga diberikan perlindungan
terhadap konsumen yang beritikad tidak baik karena jika pengelola parkir benar-
benar hati-hati dalam menjalankan usahanya dan mencatat segala kerusakan dan
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keadaan kendaraan termasuk barang yang ada di dalamnya saat memasuki areal
parkir, pengelola parkir dapat membela diri dari tuduhan yang tidak benar.
Pengelola parkir juga diberikan pengecualian-pengecuaian yang dapat
membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab.

Melihat keadaan Indonesia saat ini penulis mengalami sedikit keraguan
mengenai efektifitas hukum perlindungan konsumen dalam pelayanan jasa parkir.
Penulis seringkali mendengar bahwa terdapat banyak pemalsuan surat-surat yang
berharga. Dalam hubungannya dengan jasa pelayanan parkir, ditakutkan
kendaraan dapat dicuri oleh orang yang tidak berhak dan keluar dari tempat parkir
dengan mudah walaupun pengelola parkir sudah memeriksa semua surat-surat
yang ternyata palsu. Kesulitan pengelola parkir dalam pemeriksaan surat adalah
bahwa surat-surat palsu ini sangat sulit untuk dibedakan dengan yang asli. Melihat
sebuah artikel dari Warta Kota tanggal 4 Agustus 2006 yang penulis baca di
YLKI, penulis khawatir polis bekerja sama dengan pencuri untuk melakukan
pencurian yang lebih besar. Polis bisa membuat STNK palsu untuk pencuri,
sehingga STNK palsu tersebut tidak berbeda dengan yang asli dan mengakibatkan
pencurian kendaraan sulit untuk dihindari.*

Kekhawatiran lain dari penulis adalah bahwa pengelola perparkiran sering
berlindung dibalik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran.
Pasal yang dijadikan tameng oleh pengelola perparkiran agar dapat menghindar
dari tanggung jawabnya adalah Pasal 36 ayat (2).

Kekhawatiran penulis tidak selesal sampal di situ sgja. Penulis juga pernah
membaca pada salah satu artikel yang terdapat pada YLKI yang menyatakan ada
laporan yang mengaku terjadi kerusakan pada kendaraan di areal parkir, dan
setelah disdidiki ternyata kerusakan itu telah ada sebelum kendaraan memasuki
areal parkir. Jka pengelola perparkiran telah mengaplikasikan hukum
perlindungan konsumen dalam usahanya, maka untuk menghindari hal-hal seperti
di atas, pengelola parkir harus mencatat keadaan kendaraan yang masuk aredl
parkir secara rinci yang tentunya memakan waktu yang cukup lama sehingga

dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.

! Warta Kota “Polisi Berkomplot Curi Ban Mobil,” Warta Kota, 04 Agustus 2006, hal. 1.

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis
suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Pengelola
Perparkiran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen:

Studi Putusan Pengadilan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, maka
permasalahan yang akan dibahas adalah: Apakah tanggung jawab pengelola
perparkiran berdasarkan putusan pengadilan dan Perda Nomor 5 Tahun 1999 telah
sesuai dengan hukum perlindungan konsumen?

1.3 Tujuan Pendlitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji apakah tanggung
jawvab pengelola perparkiran sudah sgaan dengan hukum perlindungan

konsumen.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.  Kegunaan Teoritis
Hasil pendlitian ini diharapkan dapat digunakan sebagal bahan masukan
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang terkait
dengan bidang perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis
Menambah wawasan pembaca, khususnya di bidang perlindungan
konsumen, serta dapat menjadi salah satu bahan/sumber bacaan bagi

penelitian yang berkaitan.

15 KerangkaKonseptual

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di
mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwva di mana seorang berjanji
kepada orang lain atau kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan
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suatu hal.? Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah K husus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun
1999 tentang Perparkiran (selanjutnya disebut “Perda Parkir’) menyatakan parkir
adal ah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dahulu masih terjadi perdebatan mengenai konstruksi hukum jasa
pelayanan perparkiran, yaitu apakah parkir merupakan sewa tempat atau penitipan
barang. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan sewa-menyewa adalah suatu
perjanjian yang dalam perjanjian tersebut pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak yang lain, selama
suatu waktu tertentu dan dengan harga tertentu yang disanggupi pembayarannya.
Dengan demikian, pihak yang menyewakan hanya berkewajiban memberikan
kenikmatan atas barang yang diperjanjikan. Kehilangan dan/atau kerusakan pada
barang milik penyewa yang tidak diakibatkan barang yang disewa bukan
tanggung jawab pihak yang menyewakan. Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan
penitipan barang terjadi bila seseorang menerima barang dari orang lain, dengan
syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud
asalnya. Dengan demikian, jika parkir merupakan penitipan barang, pengelola
parkir bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan.

Walaupun dalam penitipan barang penerima titipan bertanggung jawab
untuk mengembalikan barang dalam wujud asalnya, penerima titipan dapat
melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Buku |1l KUH Perdata menganut
sistem terbuka. Dengan demikian, dalam parkir, para pihak boleh memperjanjikan
bahwa segala kerusakan dan/atau kehilangan bukan merupakan tanggung jawab
pengelola parkir.

Adapun alasan-alasan yang mendasari pemikiran tersebut adalah dalam
karcis parkir, yang dicatat adalah nomor kendaraan, dan bukan nomor petak
parkir. Setelah memarkir mobil, biasanya penjaga mencatat kerusakan-kerusakan
dan ketidaklengkapan mobil pada saat parkir. Dari uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa yang diperjanjikan adalah mobilnya, bukan tempatnya. Mobil
itu dicatat kerusakan-kerusakan dan ketidaklengkapannya untuk menghindari
pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari pemilik mobil yang mengaku mobil
mengalami  kehilangan dan/atau kerusakan dalam areal parkir yang dapat

2 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.
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mengakibatkan pengelola parkir harus mengganti kerugian akibat kerusakan
maupun kehilangan tersebut.

Ketika memarkir kendaraan, ada kemungkinan kendaraan yang diparkir
mengalami  kehilangan dan/atau kerusakan. Kehilangan dan/atau kerusakan
tersebut bisa diakibatkan oleh kesalahan dari pengelola parkir ataupun bukan
kesalahan dari pengelola parkir.

Dalam ha kesalahan pengelola parkir, kesalahan tersebut bisa merupakan
kesal ahan pengelola parkir sendiri ataupun kesalahan pengelola parkir dan pemilik
kendaraan. Contoh dari kesalahan pengelola parkir adalah pengelola parkir tidak
memeriksa kelengkapan surat kendaraan pada saat kendaraan keluar dari tempat
parkir. Contoh dari kesalahan pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah
pemilik mobil membawa keluar STNK dan kunci mobil, tetapi meninggalkan
karcis parkir dalam kendaraan. Setelah itu terdapat pencurian mobil dengan
mencongkel mobil secara paksa. Ketika sampai pada pos pembayaran, mobil
hanya diperiksa sebatas karcis parkir sgja, dan kondisi mobil yang rusak karena
dicongkel tidak diperiksa.

Daam hal kehilangan dan/atau kerusakan bukan merupakan akibat dari
kesalahan pengelola parkir, kehilangan dan/atau kerusakan tersebut bisa
merupakan akibat dari kesalahan pemilik kendaraan ataupun bukan kesalahan
pemilik kendaraan. Contoh dari kehilangan merupakan akibat dari kesalahan
pemilik adalah pemilik kendaraan meninggalkan karcis parkir, STNK, dan kunci
mobil di dalam mobil kemudian meninggalkan mobilnya tanpa menguncinya
terlebih dahulu. Contoh dari kehilangan bukan merupakan akibat dari kesalahan
pemilik adalah kehilangan kaca spion kendaraan saat tidak ada penjagaan dari
petugas parkir.

Apabila parkir merupakan sewa tempat, maka segala kehilangan ataupun
kerusakan bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir karena pengelola
parkir hanya menyewakan tempat. Waaupun demikian, pengelola parkir tetap
dapat dimintakan ganti kerugian dengan gugatan perbuatan melawan hukum.
Posisi pengelola parkir dalam gugatan tersebut bukan sebagai pelaku usaha parkir,
melainkan sebagai pihak yang berbuat melawan hukum.
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Jka parkir merupakan penitipan barang, maka kerusakan maupun
kehilangan yang merupakan akibat dari kesalahan pengelola parkir sendiri
menjadi tanggung jawab dari pengelola parkir, karena dengan menerima penitipan
kendaraan, pengelola parkir bertanggung jawab atas keadaan kendaraan tersebut
dan harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada penitip dalam wujud
asalnya. Jika kehilangan dan/atau kerusakan diakibatkan oleh kesalahan pengelola
parkir dan kesalahan pemilik kendaraan, penulis berpendapat bahwa seharusnya
kerugian dari pemilik kendaraan ditanggung bersama antara pengelola parkir
dengan pemilik kendaraan. Adapun besar bagian kerugian yang ditanggung
masing-masing pihak ditentukan secara musyawarah antara para pihak atau
ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim dengan melihat beratnya
kesal ahan dari masing-masing pihak.

Pembahasan selanjutnya akan didasarkan pada pertimbangan bahwa parkir
merupakan penitipan barang. Dalam karcis parkir sering ditemui klausula yang
menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau
kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada didalamnya. Pencantuman
klausula ini didukung oleh Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir Nomor 5 Tahun 1999
yang menyatakan bahwa segala kehilangan dan/atau kerusakan bukan tanggung
jawab pengelola parkir. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, klausula
tersebut dilarang dicantumkan dan menurut Pasal 18 ayat (2), klausula baku
tersebut dinyatakan batal demi hukum. Menurut asas yang terdapat dalam hukum
yang menyatakan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan
peraturan yang kedudukannya lebih rendah, peraturan yang digunakan adalah
peraturan dalam UUPK karena undang-undang mempunyai kedudukan yang lebih
tinggi dari Peraturan Daerah. Dengan dinyatakannya klausula baku dalam karcis
parkir, yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas
kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada
didalamnya, batal demi hukum, pengelola parkir tetap harus bertanggung jawab.

Berdasarkan bacaan-bacaan yang tersedia di YLKI yang telah penulis baca,
kasus-kasus mengena kehilangan kendaraan pada areal parkir selau didasari
dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tersebut, penggugat
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yang harus membuktikan kesalahan pengelola parkir. Dengan demikian, pelaku
usaha bertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Daam pertanggungjawaban, dikenal berbagai prinsip. Salah satunya adalah
prinsip strict liability. Menurut prinsip ini, kesalahan bukanlah faktor yang
menentukan apakah seseorang bertanggung jawab.® Seseorang, walaupun tidak
melakukan kesalahan, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
orang lain.

Jika dihubungkan dengan parkir, pengelola parkir tetap bertanggung jawab
atas kehilangan dan/atau kerusakan walaupun pengelola parkir tidak melakukan
kesalahan. Walaupun pengelola parkir tidak perlu melakukan kesalahan untuk
bertanggung jawab, tidak semua kerugian dapat dibebankan kepada pengelola
parkir. Untuk kehilangan dan/atau kerusakan akibat kesalahan pemilik kendaraan,
pengelola parkir tidak perlu bertanggung jawab. Penulis berpendapat demikian
karena kesalahan pemilik kendaraan menunjukkan bahwa pemilik kendaraan
sendiri tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesalahannya dapat
menyulitkan pengelola parkir dan mungkin mengakibatkan kehilangan dan/atau
kerusakan itu tidak dapat dihindari. Selain hal di atas, kesalahan itu bisa sgja
disenggja karena ada itikad tidak baik dari pemilik kendaraan dan mungkin sgja
ada rencana dan kerja sama untuk memperoleh keuntungan dari kehilangan
dan/atau kerusakan tersebut.

Dalam karcis parkir juga sering tertulis himbauan mengenai apa yang harus
dilakukan pemilik kendaraan dari pengelola parkir untuk mencegah kehilangan
dan/atau kerusakan. Kehilangan akibat pemilik kendaraan tidak melaksanakan
himbauan dari pengelola parkir juga bukan merupakan tanggung jawab pengelola
parkir karena jika dikaitkan dengan tanggung jawab produk, dapat diibaratkan
sebagai tindakan menyalahi petunjuk penggunaan yang tertera pada label.

Untuk kerugian yang tidak diakibatkan oleh kesalahan pengelola parkir dan
bukan kesalahan pemilik kendaraan juga, maka pengelola parkir bertanggung
jawab. Inilah salah satu keuntungan yang diberikan prinsip strict liability terhadap
konsumen karena dengan memaksa pelaku untuk bertanggung jawab atas
kerugian yang bukan merupakan kesalahan pelaku usaha, maka pelaku usaha

% Shidarta, op. cit., hal. 63.
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dipaksa lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, misalnya jika
dihubungkan dengan parkir, pengelola parkir akan memperketat penjagaan di
sekitar areal parkir.

Untuk kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola parkir, baik
kesalahan pengelola parkir sendiri, ataupun kesalahan pengelola parkir dan pelaku
usaha, pengelola parkir tentu harus bertanggung jawab karena ada unsur kesalahan
disana. Dalam prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak harus selalu
menanggung semua kerugian konsumen. Pelaku usaha akan diberikan kesempatan
membela diri, misalnya dengan membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan
akibat kesalahan pemilik kendaraan sendiri, maupun kesalahan pengelola parkir

dan pemilik kendaraan.

1.6 Metodologi Penédlitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan
analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis
berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal
yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.” Penelitian hukum merupakan
suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran
tertentu yang ditujukan untuk mempelgari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas masal ah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.®

Daam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif
yuridis. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip
-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan
hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder.®. Bahan-bahan pustaka tersebut terdiri atas:
1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan;

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal. 42.
5 .
Ibid., hal. 43.
® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14
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2. Bahan hukum sekunder berupa makal ah-makalah dan buku-buku;
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Berikut adalah tabel yang beris data yang akan dikumpulkan oleh penulis

beserta bentuk, sumber dan teknik pengumpulannya.

Tabd 1.1
Pengumpulan Data
BENTUK TEKNIK
NAMA DATA DATA SUMBER PENGUMPUL AN
Sewa menyewa Sekunder Buku dan KUH Perdata Kagjian dokumentasi
Penitipan Barang Sekunder Buku dan KUH Perdata Kagjian dokumentasi
Tangg:)r:jgu{(awab Sekunder | Buku, artikel, dankamus | Kgjian dokumentasi

Ada yang berpendapat parkir merupakan sewa tempat, ada juga yang
berpendapat bahwa parkir merupakan penitipan barang. Untuk dapat menentukan
konstruksi hukum jasa pelayanan parkir, penulis merasa perlu menganalisis parkir
dihubungkan dengan sewa tempat dan penitipan barang sehingga penulis merasa
perlu mengumpulkan data mengenai sewa-menyewa dan penitipan barang.
Penulis juga akan mencari bahan primer dari beberapa putusan pengadilan agar
dapat mencari jawaban atas persoalan tanggung jawab pengelola parkir apakah
telah sesual dengan UUPK.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran mengenai isi
tesis. Tesisini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah,
pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai perlindungan konsumen secara umum,
perjanjian parkir, definis parkir, sewa tempat, penitipan barang, klausula
eksonerasi, perbuatan melawan hukum, pendapat-pendapat mengena konstruksi
hukum perjanjian parkir, klasula baku, sewa tempat tidak murni dan tanggung
jawab pengelola parkir.

Bab ketiga akan membahas kasus posisi atas perkara-perkara putusan pengadilan
serta analisis penulis mengenai permasalahan yang ada pada uraian sebelumnya.
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Bab keempat merupakan bab penutup yang akan terdiri dari kesimpulan penelitian
dan saran yang dilakukan oleh penulis.
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BAB 2

ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM JASA PELAYANAN PARKIR

2.1 Perkembangan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Indonesia sebagai negara berkembang, yang industrinya baru mengalami
tahap permulaan, perkembangan hukum perlindungan konsumennya belum
berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena
lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari
perkembangan industri suatu negara, yaitu industrialisasi massal.’

Lambannya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang
yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap
pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang
merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan suatu negara. Akibat dari
perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang, termasuk Indonesia
tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena
tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah
dilakukan sgjak lama, hanya sga kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya
tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk
melindungi  kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan
dikeluarkannya berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut sebenarnya
memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun
dalam konsideran peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk
tujuan perlindungan konsumen.®

Sebelum lahirnya UUPK, upaya perlindungan terhadap konsumen kurang
dirasakan oleh masyarakat karena disamping tersebarnya ketentuan perlindungan

konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dari

" Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 67.
¥ lbid., hal. 67.
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peraturan perundang-undangan tersebut memang belum dirasakan oleh

masyarakat sebagal perlindungan terhadap konsumen, sebagai contoh adalah

dengan dikeluarkannya undang-undang yang memberikan perlindungan
konsumen sgak tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961
tentang Barang, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya.’
Perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan
konsumen dapat pula dilihat pada hasil inventarisas peraturan perundang-
undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-
undang tentang perlindungan konsumen. Hasil inventarisasi tersebut dibagi dalam
delapan bidang, yaitu bidang kesehatan dan obat-obatan, makanan dan minuman,
alat elektronik, kendaraan bermotor, metrologi, industri, pengawasan mutu barang
dan lingkungan hidup. Sebagai perkembangan terakhir dan sangat berarti adalah
dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang merupakan
pengikat dari berbaga ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan
konsumen tersebut. ™

Walaupun telah lahir UUPK yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut,
namun belum mencapa perkembangan sebagaimana di negara mau. Sebagai
contoh, ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami
kerugian hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena
mengonsumsi suatu produk (hanya kerugian karena rusaknya produk) dan tidak
meliputi akibat (kerugian harta benda) yang ditimbulkannya, lebih-lebih pada
keuntungan yang tidak diperoleh (kehilangan kepentingan yang diharapkan)

akibat penggunaan produk. Pembatasan kerugian tersebut diatur dalam Pasal 19

UUPK sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

2. Ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang atau pengembaian barng dan/atau jasa yang sgjenis atau Setara

° Ibid., hal. 68.
19 hid., hal. 69.
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nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan tersebut wajar karena perkembangan industri di Indonesia
juga belum semaju negara-negara Eropa dan Amerika yang sedemikian maju.™*

Pembatasan ganti kerugian yang demikian, berarti bahwa kepentingan
produsen juga mendapat perlindungan dadam UUPK karena tanpa adanya
pembatasan tanggung gugat dalam pemberian ganti kerugian tersebut, dapat
mengakibatkan gulung tikarnya produsen karena beban pembayaran ganti
kerugian yang sangat besar. Hal ini menunjukkan penerapan asas keseimbangan
sebagaimana yang dianut dalam UUPK, sehingga perkembangan hukum
perlindungan konsumen yang tidak sampai menyamai hukum perlindungan
konsumen di negara maju tidak dapat diartikan perkembangan setengah hati,
karena perkembangan tersebut sudah sesual dengan kondis perkembangan
industri di Indonesia. Bahkan ketentuan tentang pembatasan ganti rugi tersebut,
mengandung arti keseimbangan perlindungan antara konsumen dan produsen. Hal
ini menunjukkan fungss hukum sebaga sarana yang menyeimbangkan
kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagaimana yang
dikemukakan oleh Roscoe Pound.*

Walaupun dalam UUPK telah tampak adanya upaya untuk mengembangkan
kedudukan antara konsumen dan produsen, hamun dalam UUPK tersebut masih
terdapat berbaga kekurangan, baik berupa pembatasan ruang gerak produsen
secara berlebihan, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang sulit untuk
diterapkan dengan baik.™

2.2 Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tentang Perlindungan Konsumen,
merupakan perkembangan yang sangat berarti dalam perkembangan hukum

perlindungan konsumen di Indonesia karena merupakan undang-undang yang

1 |bid., hal. 67.
2 |bid., hal. 67.
3 |bid., hal. 67.
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dinantikan sgjak lama. Namun, hal ini bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada
undang-undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen karena dalam
penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercatat dua puluh
(20) undang-undang sebelumnya yang memberikan perlindungan kepada
konsumen.**

Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang
sebelumnya didahului oleh beberapa undang-undang yang materinya melindungi
kepentingan konsumen, berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tersebut bukan sebagai awa perkembangan perlindungan konsumen dan bukan
pula akhir perlindungan konsumen karena dalam undang-undang itu sendiri telah
diamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan dari beberapa pasal undang-
undang tersebut, serta dimungkinkan terbentuknya undang-undang lain yang
memberikan perlindungan kepada konsumen.™

Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang
mendorong dibentuknya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
akan dapat menempatkan posisi konsumen pada posisi yang seharusnya, yaitu
menjadi seimbang, bahkan lebih kuat daripada produsen karena pada dasarnya
sebagai kelompok, konsumen merupakan elemen yang sangat penting dalam
masyarakat, namun pada kenyataannya konsumen selalu cenderung bertindak
sendiri-sendiri.*®

Dengan lahirnya organisasi-organisasi  konsumen atau lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, maka diharapkan Iebih
mempercepat pemberdayaan konsumen karena organisasi-organisasi konsumen
tersebut dapat merupakan organisas pelayanan, organisasi pendidikan, organisasi
penelitian, organisasi pengujian, maupun sebagai organisasi tindakan.*’

Peran-peran organisasi di atas selama ini telah banyak dilakukan oleh
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), namun dengan semakin

terbukanya kemungkinan dibentuknya lembaga perlindungan konsumen swadaya

“ Ibid., hal. 100.

' Ibid., hal. 102.

'® David Schoenfeld and Arthur A. Natelle, The Consumer and His Dollars, Third edition,
(New Y ork: Oceana Publications, Inc., 1975), hal. 1.

Y Ruth Simoons and Vermer, Action for Change, IOCU Regionala Officer for Asiaand
Pacific, tt, hal. 3-4.
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masyarakat tersebut, maka akan lebih mempercepat proses pemberdayaan

konsumen.*®

2.2.1 Hak-hak Konsumen

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapal keseimbangan antara
perlindungan konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan
menegakkan hak-hak konsumen. Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen,
untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di
depan kongres padatangga 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

a  Hak memperoleh keamanan;
b Hak memilih;

c. Hak mendapat informasi;

d.  Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut di atas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak
Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing
pada Pasa 3, 8, 19, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia
(International Organization of Consumers Union) ditambahkan empat hak dasar
konsumen lainnya, yaitu:

a  Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

b Hak untuk memperoleh ganti rugi;

c.  Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

d.  Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.?

Di samping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa juga telah menyepakati lima
hak dasar konsumen sebagai berikut;

a.  Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
b Hak perlindungan kepentingan ekonomi;

c Hak mendapat ganti rugi;

d. Hak atas penerangan;

e Hak untuk didengar.

8 Ahmadi Miru, op. cit., hal. 110.

19 Meriam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut
Perjanjian Baku, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hal. 61.

% C. Tantri D. dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, (Jakarta: Y ayasan Lembaga
Konsumen Indonesia, 1995), hal. 22.
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Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu
empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan
barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan
penyelesaian hukum yang patut.

Dengan demikian, secara keseluruhan pada dasarnya dikenal sepuluh
macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

Hak atas keamanan dan keselamatan;
Hak untuk memperoleh informasi;

Hak untuk memilih;

Hak untuk didengar;

Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

-~ o o 0 T ®

Hak untuk memperoleh ganti rugi;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

> @

Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang
diberikannya;
J. Hak untuk mendapatkan upaya penyel esaian hukum yang patut.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen tersebut, ada satu hak yang tidak terdapat pada sepuluh hak konsumen
yang disebutkan sebelumnya, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif, namun sebaliknya, tidak mencantumkan
secara khusus tentang hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak
memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, namun hak tersebut dapat
dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam undang-undang
tersebut, yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. Sedangkan hak-hak lainnya hanya perumusannya yang lebih
dirinci, namun pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan
sebelumnya.®

2 Ahmadi Miru, op. cit., hal. 111.

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



18

Bagaimanapun rumusan hak-hak konsumen, tapi secara garis besar dapat
dibagi dalam tiga prinsip, yaitu:

a.  Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik
kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

b.  Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar;

c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan
yang dihadapi.

Ketiga hak di atas merupakan himpunan hak-hak konsumen sebagaimana
diatur dalam UUPK, sehingga berbeda dengan asas perlindungan konsumen
dalam Pasal 2 UUPK, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen serta kepastian hukum, namun ketiga hak tersebut sangat
esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum
bagi konsumen di Indonesia.**

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen
yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh
produsen karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi
konsumen dari kerugian.”

Adahak tentu ada kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK
adalah:

1.  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jass;
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4.  Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

2.2.2 Klausul Eksonerasi
Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang

dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri

2 | pid.
3 | bid.
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untuk memenuhi kewagjibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas,
yang terjadi karenaingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.?*

Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul
tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan
daam perjanjian baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat
merugikan konsumen yang umumnya memliki posisi lemah jika dibandingkan
dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan
adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.?

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang,
maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang benar-benar bebas
untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam ha demikian,
pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan
tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku,
sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam
perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi
perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya |ebih kuat.?®

Oleh karena yang merancang format dan isl perjanjian adalah pihak yang
memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut
memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan
kewgjiban-kewagjiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya. Penerapan
klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan
lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal
dengan penyal ahgunaan keadaan.?’

Menurut Meriam Darus Badrulzaman, perjanjian baku dengan klausul
eksoneras yang meniadakan atau membatasi kewagjiban salah satu pihak
(kreditor) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai
berikut:

a.  lsinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya lebih kuat
daripada debitur;

# Meriam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 47.
% Ahmadi Miru, op. cit., hal. 126.

**bid., hal. 126.

" 1bid., hal. 127.
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b.  Debitur samasekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;

c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian
tersebut;

d. Bentuknyatertulis,

e.  Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual .

Pendapat Meriam Darus Badrulzaman di atas memosisikan kreditor selalu
dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataannya, kreditor tidak
selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada kreditor karena dalam kasus
tertentu posisi debitur justru lebih kuat dari kreditor dan justru debiturlah yang
merancang perjanjian baku. Dengan demikian, pendapat di atas tidak selamanya
dapat dibenarkan.?®

Selain itu, salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Meriam
Badrus Badrulzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan is
perjanjian itu, jugatidak dapat dibenarkan karena perjanjian baku pada umumnya
dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang
perjanjian baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, sedangkan
klausul yang pada umumnya tidak dapat ditawar adalah klausul yang merupakan
unsur aksidentalia dalam perjanjian.®

Berdasarkan alasan di atas, maka perjanjian baku yang mengandung klausul
eksonerasi cirinya adalah sebagal berikut:

a.  Padaumumnyaisinya ditetapkan oleh pihak yang posisinyalebih kuat;

b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang
merupakan unsur aksidentaliadari perjanjian;

c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian
tersebut;

d. Bentuknyatertulis,

e.  Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual .**
Oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang

secara teoretis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan

%8 Meriam Darus Badrulzaman, op. cit., hal. 50.
? Ahmadi Miru, op. cit., hal. 127.

% 1bid., hal. 128.

1 Ahmadi Miru, op. cit., hal. 127.
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asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, maka di bawah ini juga

akan dikemukakan berbagal pendapat tentang perjanjian baku.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata yang sangat terkait dengan perjanjian baku adalah kesepakatan mereka
untuk mengikatkan dirinya. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya
merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian, sehingga dengan
adanya kesepakatan dari para pihak mengena suatu hal yang diperjanjikan, maka
para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas
konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan
berkontrak karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan
perjanjian terhadap orang tertentu dengan isi perjanjian yang tertentu pula, sangat
menentukan ada tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut
terhadap orang/isi perjanjian yang dimaksud.*

Oleh karena dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak
serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebas
dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak
daam menegosiasikan klausul perjanjian, maka terdapat berbaga pendapat
mengenal kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian. Adapun pendapat-
pendapat tersebut adalah sebagal berikut:

a.  Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian,
sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian ini adalah seperti pembentuk
undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam
perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian;

b. PFitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa, yang
walaupun secara teoretis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi
ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun
kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan
dengan keinginan hukum;

c.  Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat
bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagal perjanjian, berdasarkan fiksi
adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa

%2 |bid., hal. 129.
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para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima
dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian
tersebut;

d. Asser Rutten mengatakan bahwa setigp orang yang menandatangani
perjanjian, bertanggung gugat padaisi dan apa yang ditandatanganinya. Jika
ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku,
tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda
tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani.
Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya;

e. Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku
mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di
lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.™
Berdasarkan berbagal pendapat di atas, dapat ditarik kessmpulan bahwa

perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang

menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausul yang terdapat dalam
perjanjian baku akan mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak yang
merancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang
timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus
bertanggung gugat berdasarkan klausul perjanjian tersebut, kecuali jika klausul
tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.*

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa perjanjian baku ini sangat
dibutunkan dalam dunia perdagangan yang semakin mau dewasa ini, terutama
karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat
mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan
prinsip bahwa waktu adalah uang.*

2.3 Perjanjian Asurans
Berbeda dengan pengalihan tanggung gugat produsen dalam perjanjian baku
yang mencantumkan klausul eksonerasi, yang beban tanggung gugatnya dialihkan

kepada konsumen, pengalihan tanggung gugat melaui perjanjian asuransi adalah

% Meriam Darus Badrulzaman, op. cit., hal. 52-53.
¥ Ahmadi Miru, op. cit., hal. 131.
* Ibid., hal. 132.
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mengalihkan tanggung gugatnya kepada pihak ketiga dengan sigpa perjanjian
asurans itu diadakan.®

Pengalihan tanggung gugat dari produsen yang dilakukan dengan jalan
melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi (asurador) merupakan
salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh produsen untuk menghindari
kewajiban membayar ganti kerugian kepada konsumen jikaterjadi kerugian akibat
penggunaan produk, namun karena di Indonesia belum ada bentuk asuransi
khusus yang diperuntukkan bagi penggantian kerugian terhadap konsumen maka
perlu dicari bentuk asuransi yang tepat, apakah dengan suatu bentuk perjanjian
baru atau mengikuti salah satu bentuk perjanjian asuransi yang sudah dikenal .*’

Sebagal salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian asuransi secara umum
juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian, kecual
ditentukan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang
merupakan ketentuan khusus yang berlaku tentang perjanjian asuransi. Sebagai
suatu perjanjian, terjadi atau tidaknya perjanjian asuransi tersebut tergantung pada
kehendak sukarela bagi para pihak, atau dengan kata lain, perjanjian asurans juga
tunduk pada asas kebebasan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1
KUH Perdata yang syarat sahnya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.®®

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian di mana pihak penanggung
berjanji kepada pihak tertanggung untuk menerima sejumlah uang premi sebagai
pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena akibat
dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.*

Berdasarkan pengertian di atas, maka ditemukan tiga unsur dalam perjanjian
asuransi, yaitu:
a.  Pihak tertanggung yang berjanji akan membayar uang premi kepada

penanggung;
b.  Pihak yang berjanji membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung;

Cc.  Suatu peristiwayang semula belum tentu akan terjadi.

% |bid., hal. 139.
37 |bid., hal. 140.

3 |bid., hal. 140.
% |bid., hal. 140.
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Ketiga unsur di atas juga terdapat pada asuransi wajib, namun kehendak
untuk melakukan perjanjian asuransi, besarnya premi serta besarnya ganti
kerugian tidak ditentukan oleh para pihak, melainkan ditentukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.*°

2.3.1 Jenis-Jenis Asuransi

Perjanjian asurans yang sudah dikenal sekarang adalah perjanjian asuransi
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu yang
diatur dalam:

1. Buku I, Bab IX, tentang “Asurans Pada Umumnya’ (Pasal 246 sampai

286);

2.  Buku I, Bab X, tentang "Asurans Kebakaran, Bahaya Hasil Panen dan

Asurans Jiwa’ (Pasal 287 sampai Pasal 308);

3. Buku II, Bab IX, tentang “Asuransi terhadap Bahaya Laut” (Pasal 592

sampai 685);

4. Buku Il, Bab X, tentang “Asurans terhadap Bahaya Dalam Pengangkutan

Darat dan Perairan Darat” (Pasal 686 sampal 695).

Sdlain jenisasurans di atas, masih dikenal beberapajenis asurans lain yang
tidak diatur secara khusus dalam KUHD, sehingga dasar hukum asuransi yang
demikian didasarkan pada ketentuan umum mengenal asuransi sebaga mana diatur
dalam Pasal 246 sampai 286 KUHD, serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku
dalam bursa asuransi dan masyarakat pada umumnya. Asuransi jenis ini antara
lain, asuransi terhadap pencurian, kehilangan, keselamatan perusahaan dan
pertanggunggugatan terhadap pihak ketiga**

Di antara beberapa jenis asuransi yang tidak secara khusus diatur dalam
KUHD, yaitu asuransi pertanggunggugatan terhadap pihak ketiga merupakan jenis
asuransi yang penting dalam kaitannya dengan pertanggunggugatan produsen.
Jenis asurans pertanggunggugatan terhadap pihak ketiga ini sangat dibutuhkan

dalam praktik. Asuransi jenisini biasanya hanya disebut asuransi tanggung gugat.

“bid., hal. 141.

“! Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang | ndonesia, Hukum Pertanggungan,
(Jakarta: Djambatan, 1983), hal. 112.
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Asurans pertanggunggugatan ini sangat terkait dengan ketentuan dalam Pasal
1365 KUH Perdata, yang mewagjibkan seseorang yang karena saahnya
(melakukan perbuatan melanggar hukum) mengganti kerugian yang timbul
sebagai akibat dari perbuatannya itu. Kewajiban mengganti kerugian itulah yang

dipertanggungkan/diasuransikan.*

2.3.2 Ganti Kerugian

Apabila diperhatikan tentang jumlah ganti kerugian yang diberikan kepada
tertanggung, maka secara garis besar asuransi dapat dibagi dua yaitu, asurans
kerugian dan asurans sefumlah uang. Perbedaan antara asuransi kerugian dengan
asuransi sgjumlah uang ini terutama didasarkan pada besarnya ganti kerugian
yang diberikan kepada pihak tertanggung manakala terjadi peristiwa yang menjadi
syarat pembayaran terhadap tertanggung.®

Pada asuransi kerugian, ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung
jikaterjadi suatu peristiwa tak tentu jumlahnya adalah disesuaikan dengan jumlah
kerugian yang dialami oleh tertanggung atau berdasarkan persentase tertentu dari
jumlah kerugian yang dialami tertanggung. Hal ini sangat tergantung pada
perjanjian yang dilakukan antara penanggung dengan tertanggung, sedangkan
pada asurans sgfumlah uang, ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung
jika terjadi peristiwa tak tentu (belum tentu terjadi atau belum tentu kapan
terjadinya), jumlahnya adalah sesuai dengan jumiah yang telah disepakati para
pihak pada saat melakukan perjanjian. Asurans sgjumlah uang ini dapat
ditemukan pada perjanjian asurans jiwa, yang mana kematian seseorang
merupakan syarat pembayaran kepada tertanggung. Walaupun kematian ini
merupakan suatu peristiwa yang pasti terjadi, namun tidak diketahui dengan pasti
kapan terjadinya, maka peristiwa kematian juga digolongkan sebagai peristiwatak
tentu.**

Pembagian asuransi atas dua jenis di atas tidak berarti bahwa setiap
perjanjian harus merupakan asuransi kerugian atau asuransi sejumlah uang karena

terdapat pula asuransi tertentu yang merupakan asuransi campuran antara asurans

“21bid., hal. 142.
“ Ahmadi Miru, op. cit., hal. 143.
“1bid., hal. 143.
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kerugian atau asuransi sgumlah uang, sebagaimana yang terjadi pada asuransi
kecelakaan karena akibat yang ditanggung dapat merupakan kerugian materi
maupun kerugian yang berupa matinya atau cacatnya seseorang, sehingga
kerugian materi tunduk pada asuransi kerugian, sedangkan matinya atau cacatnya
seseorang tidak dapat dinilai dengan materi, maka jumlah uang pertanggungannya
ditentukan sejak ditutupnya perjanjian asuransi antara para pihak.*

Oleh karena kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen dapat berupa
kerugian materi maupun kerugian yang berupa kematian atau cacatnya tubuh
konsumen, maka konsumen pun dapat tunduk pada kedua jenis asuransi tersebut,
sehingga untuk menemukan bentuk asuransi yang paling tepat untuk melindungi
konsumen, perlu untuk mengemukakan keduajenis asuransi tersebut.*

Asurans kerugian merupakan suatu jenis asuransi yang dimaksudkan untuk
memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung yang mengalami kerugian
akibat suatu kgadian yang ditanggung oleh penanggung. Pemberian ganti
kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh
tertanggung tersebut. Oleh karena sifatnya yang hanya untuk memulihkan
kerugian tertanggung, maka tertanggung tidak diperkenankan mengambil
keuntungan dari perjanjian asuransi, melainkan hanya terbatas pemulihan terhadap
kerugian yang dialami, apakah untuk keseluruhan kerugian yang dialaminya
ataukah untuk persentase tertentu dari kerugian tersebut, tergantung perjanjian
antara tertanggung dengan penanggung, sedangkan mengena asuransi sejumlah
uang adalah asurans jiwa, yaitu perjanjian untuk mengadakan pembayaran
sgumlah uang dengan menerima premi, dalam hubungan hidup dan wafatnya
seseorang.*’

Asurans jiwayang merupakan asuransi yang berhubungan dengan kematian
seseorang tersebut, berdasarkan Pasal 302 KUHD, terdiri atas duajenis, yaitu:

1. Asurans jiwayang diadakan selama hidup;

2. Asurans jiwa yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu, kecuali
jika orang tersebut meninggal dunia sebelum jangka waktu tersebut
berakhir.

“1bid., hal. 144.
“1bid., hal. 144.
4" 1bid., hal. 144.
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Pembayaran asurans jiwa ini dilakukan sekaligus pada saat orang yang
bersangkutan meninggal dunia atau dengan habisnya jangka waktu yang telah
ditentukan. Pembayaran tersebut dilakukan terhadap ahli waris atau orang lain

yang ditunjuk dalam polis asuransi.®®

2.4 Definisi Parkir

Dalam kamus bahasa inggris, parkir adalah tindakan mengemudikan
kendaraan ke suatu lokasi tempat kendaraan itu bisa ditinggakan untuk
sementara.*® Ada juga yang mengartikan parkir sebagai tindakan memberhentikan
kendaraan dan meninggalkannya tanpa penguasa untuk waktu yang tidak
singkat.®® Dalam Parking Rules and Regulation IV A Universitas Oregon, parkir
didefiniskkan sebagai kendaraan yang berhenti, baik dengan ataupun tanpa
pengemudi, menolak untuk bergerak setelah diminta oleh petugas universitas yang
berhak.

Definisi parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perparkiran.
Menurut Perda Parkir, tepatnya Pasal 1 huruf f, parkir adalah keadaan tidak
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dalam penjelasannya,
dinyatakan yang termasuk dalam parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti
pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak,
serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan
orang dan atau barang. Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut membagi parkir menjadi
dua bentuk, yaitu:

1. Parkir tepi jalan dan lingkungan parkir.
2. Parkir di luar badan jalan yang terdiri atas:

a. Parkir di gedung parkir;

b. Parkir di pelataran parkir.

Perda Parkir hanya menjelaskan mengenai arti parkir dan bentuk dari parkir.
Konstruksi hukum perjanjian parkir, yaitu apakah perjanjian parkir merupakan

sewa tempat atau penitipan barang, tidak diatur sama sekali.

“bid., hal. 145.

9 Wordreference, “Parking”, tersedia di http://www.wordreference.com/definition/parking,
diunduh 05 November 2011.

% Wikipedia, “Parking”, tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/parking diunduh 05
November 2011.
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Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dani Indrawan dan Heisky Bambang,
penulis menemukan dua pendapat mengenal konstruksi hukum parkir. Ada
pendapat yang menyatakan parkir merupakan sewa tempat dan ada juga pendapat
yang menyatakan parkir merupakan penitipan barang. Dalam artikel tersebut,
Dani Indrawan dan Heisky Bambang berpendapat bahwa jika parkir merupakan
sewa tempat, pengelola parkir tetap dapat dituntut jika kerugian konsumen
merupakan akibat kelalaian pengelola parkir.>* Dalam artikel yang sama Dani
Indrawan dan Heisky Bambang juga menyatakan bahwa berdasarkan
yurisprudens tanggal 28 Januari 1987 tentang perkara tanggung jawab yuridis
pengelola parkir kendaraan. Perkaranya, seorang pemilik motor yang kehilangan
motor di kawasan Tlogonirmolo, Kaliurang, menuntut pertanggungjawaban dan
meminta ganti rugi kepada pengelola parkir. Tuntutan tersebut didasarkan pada
bukti karcis parkir yang masih dipegangnya. Oleh karena itu parkir merupakan
perjanjian penitipan barang.>

Untuk dapat menentukan konstruksi hukum jasa pelayanan parkir, penulis

akan membahas mengenai sewatempat dan penitipan barang terlebih dahul u.

2.4.1 Sewa Tempat

Sebelum membahas mengenai sewa tempat, penulis akan terlebih dahulu
membahas mengena unsur-unsur dalam perjanjian. Perjanjian mempunyai tiga
unsur, yaitu unsur essensialia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia®® Unsur
essensialia adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam suatu perjanjian,
unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang tetapi
dapat disingkirkan oleh parapihak.>* Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian
yang tidak diatur undang-undang tetapi ditambahkan oleh para pihak.*®

Sewa tempat adalah sewa-menyewa dengan tempat sebagal objek yang
disewakan. Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu

perjanjian tersebut sah dan mengikat pada saat tercapainya sepakat mengenai

*! Dani Indrawan dan Heisky Bambang S., “Masalah Secure Parking,” Media Indonesia, 24
Maret 2002, n.p.
*2 | bid.
zj J. Satrio, Hukum Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 57.
Ibid.
*|bid.
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unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga®® Peraturan mengenai sewa-
menyewa diatur dalam KUH Perdata. Pasa 1548 KUH Perdata menyatakan
bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang dalam perjanjian tersebut
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu
barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu dan dengan harga
tertentu yang disanggupi pembayarannya.

KUH Perdata juga mengatur mengenai kewajiban pihak yang menyewakan.
Pasal 1550 KUH Perdata menyatakan kewajiban yang menyewakan adal ah:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;

2.  Memelihara barang yang disewakan supaya barang itu dapat dipakai untuk
keperluan yang dimaksudkan;

3.  Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang
disewakan selama berlangsungnya sewa.

Pasal 1551 KUH Perdata menyatakan pihak yang menyewakan wajib
menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan balk dan melakukan
pembetulan-pembetulan terhadap barang yang disewakan yang menjadi
kewgjibannya. Pasal 1552 KUH Perdata menyatakan pihak yang menyewakan
harus menanggung semua cacat pada barang yang disewakan, baik yang diketahui
maupun yang tidak diketahuinya, yang merintangi pemakaian barang tersebut.
Pasa 1554 KUH Perdata menyatakan pihak yang menyewakan tidak
diperkenankan mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan selama
sewa-menyewa berlangsung. Pasal 1561 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa
bisa dibatalkan bila penyewa bila penyewa memaka barang yang disewakan
untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya atau untuk keperluan
sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan.

Selain peraturan-peraturan di atas, ada kewajiban bagi penyewa. Kewajiban
utama penyewa adal ah:

1. Memaka barang yang disewa sebaga bapak rumah yang baik sesuai dengan

tujuannya menurut perjanjian sewanya;

% Subekti, Aneka Perjanjian, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 39-40.
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2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut
perjanjian.”’

Dari kewgjiban-kewgjiban di atas yang diatur KUH Perdata, semuanya
mengatur mengenai barang yang disewakan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa objek dari sewa-menyewa adalah barang yang disewakan. Bagaimana
barang yang disewakan tersebut dipergunakan tidak menjadi masalah asalkan
tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan. Jika dihubungkan
dengan parkir, maka dalan suatu perjanjian parkir yang menjadi objek
perjanjiannya adalah tempat yang disewakan dan bukan kendaraan yang diparkir.
Pengelola parkir hanya berkewajiban menyediakan kenikmatan atas tempat parkir.
Selama sewa tempat berlangsung, pengelola parkir hanya bertanggung jawab atas
keadaan dari tempat parkir tersebut, bukan kendaraan. Dengan demikian, jika
terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di
dalamnya, pengelola parkir tidak bertanggung jawab.

2.4.2 Sewa Menyewa Tidak Murni

Daam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa yang
terdapat dalam Bab VII KUH Perdata tentang Sewa Menyewa tidak semuanya
terpenuhi. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah pemeliharaan oleh
penyewa lahan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata. Hal
ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa-menyewa parkir s pemilik
kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang
disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan s
penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai
atau memelihara lahan parkir dan, konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa
menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas
kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunya hak untuk
menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan
parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap

pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).*®

* | bid.
> David M. L. Tobing, Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir, (Jakarta: Timpani,
2007), hal. 30.
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Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam
perparkiran adalah s penyewa (pemilik mobil) tidak bisa bebas mempergunakan
lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan,
misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir pararel, tidak
boleh parkir serong dan peraturan lain terhadap obyek sewa.>®

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang
terdapat di dalam KUH Perdata di mana si penyewa rumah memiliki kekuasaan
penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata
lan s pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau
menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur s
penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka
apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu
sewa tidak dapat dimintai tanggung jawab kepada pemilik.®

2.4.3 Penitipan Barang

Penitipan barang juga diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1694 KUH Perdata
menyatakan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang
dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan
mengembalikannya dalam wujud asalnya. Berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata
tersebut, maka penitipan adalah suatu perjanjian riil yang berarti penitipan baru
terjadi setelah adanya perbuatan nyata, yaitu diserahkannya barang yang
dititipkan.®* Penyerahan barang seperti yang telah disebut di atas bisa dilakukan
secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan. Hal ini terlihat pada Pasal 1697
KUH Perdata yang menyatakan bahwa penitipan barang baru terjadi setelah
dilakukannya penyerahan barang yang dititipkan, baik secara sungguh-sungguh
maupun dipersangkakan. Pasal 1695 KUH Perdata menyatakan penitipan barang
terbagi menjadi penitipan barang sejati dan sekestrasi. Sekestrasi tidak akan
dibahas karena perdebatan mengenai parkir hanya mengena apakah parkir

merupakan sewa tempat atau penitipan barang dalam arti penitipan barang yang

sejati.

% | bid.
% | bid.
& | bid.
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Pasa 1706 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib
merawat dan memelihara barang yang dititipkan seperti barangnya sendiri. Pasal
1707 KUH Perdata menyatakan Pasal 1706 KUH Perdata harus dilakukan lebih
kerasjika:

1. Peneima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang
titipan;

2. Penerima titipan telah meminta diperjanjikannya upah untuk penitipan
tersebut;

Penitipan sedikit banyak terjadi untuk kepentingan penerimadtitipan;

Penerima titipan telah berjanji akan menanggung segala macam kelaaian.

Pasa 1714 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib
mengembalikan barang yang dititipkan dalam wujud yang sama ketika penerima
titipan menerima barang tersebut. Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa
jika penerima titipan mengetahui bahwa barang titipan adalah barang curian dan
mengetahui siapa pemilik sebenarnya, maka ia harus memberitahukan kepada
pemiliknya bahwa barang miliknya tersebut dititipkan padanya dan
memperingatkan agar pemiliknya meminta kembali barang tersebut dalam suatu
waktu tertentu yang patut. Hal yang dapat membebaskan penerima titipan dari
kewagjibannya untuk bertanggung jawab atas barang titipan adalah Pasal 1708
KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan penerima titipan tidak bertanggung
jawab terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipungkiri atau jika
barangnya tetap akan musnah walaupun berada di tangan orang yang menitipkan.

KUH perdata juga mengatur larangan-larangan bagi penerima titipan. Pasa
1712 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memakai
barang untuk keperluannya sendiri tanpa ijin dari orang yang menitipkan. Pasal
1713 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menyelidiki
wujud barang yang dititipkan jika barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak
tertutup atau dalam sampul yang tersegel. Pasal 1719 KUH Perdata menyatakan
bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang
dititipkan kepada orang lain, kecuali orang tersebut telah ditunjuk oleh pihak yang
menitipkan barang. Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan
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tidak boleh menuntut suatu bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah
pemilik barang tersebuit.

Penitip juga dibebankan tanggung jawab atas barang yang dititipkannya
kepada penerima titipan. Ketentuan Pasal 1715 KUH Perdata menyatakan bahwa
penitip bertanggung jawab atas kemunduran-kemunduran barang titipan yang
menjadi tanggung jawab penitip.

Jika dihubungkan dengan parkir, maka pengelola parkir wajib merawat dan
memelihara barang yang dititipkan seperti barangnya sendiri dan wajib
mengembalikannya dalam wujud yang sama ketika menerima barang titipan
tersebut. Selain itu, parkir adalah sebuah usaha komersil yang terbuka untuk
umum dan ada tarifnya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1707 KUH Perdata
yaitu penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang titipan
dan meminta suatu upah. Dengan demikian, jika parkir adalah penitipan barang,
maka pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kerusakan maupun kehilangan
atas kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya. Y ang menjadi pengecualian
adal ah peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkirkan.

Buku 11l KUH Perdata menganut sistem terbuka sehingga dalam perjanjian
penitipan barang diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima titipan
tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan maupun kerusakan pada barang
titipan. Pengelola parkir seringkali menggunakan klausula baku untuk
mengalihkan tanggung jawabnya sehingga pengelola parkir tidak perlu
bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan ataupun
barang yang ada di dalamnya. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya UUPK, maka
klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dasar hukum dari batalnya
klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab tersebut adalah Pasal 18 UUPK
yang menyatakan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab
dinyatakan batal demi hukum.

Selain klausula baku di atas, pengelola parkir didukung Pasal 36 ayat (2) Perda
Parkir yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya
kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya
kendaraan selama berada di petak parkir. Seperti klausula baku, dengan
dikeluarkannya UUPK, maka ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir juga tidak
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dapat diberlakukan. Alasan ketentuan Perda Parkir tidak dapat diberlakukan
adalah Pasa 19 UUPK yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2.5 Perbuatan Melawan Hukum

Jikamelihat pada keadaan tempat parkir yang lazim ditemukan, terlepas dari
parkir merupakan sewa tempat ataupun penitipan barang, terhadap kehilangan
maupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya dapat
dimintakan ganti kerugian. Hanya sgja tidak semua kehilangan ataupun kerusakan
tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.

Jika parkir adalah sewa tempat, dapat dilakukan penuntutan terhadap
kehilangan dan/atau kerusakan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dalam
hal ini, pengelola parkir dituntut dengan perbuatan melawan hukum sebagai pihak
yang seharusnya dapat mencegah terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan.
Pengelola parkir tidak dapat dituntut dalam kedudukan sebagai pelaku usaha yang
lala dalam melaksanakan kegiatan usahanya karena kehilangan dan/atau
kerusakan bukan tanggung jawab pihak yang menyewakan. Ada tiga kategori
perbuatan melawan hukum, yaitu:

1.  Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kelaaian;
3. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.®

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun
unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:
1.  Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam arti aktif (berbuat

sesuatu) dan pasif (tidak berbuat sesuatu).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Unsur melawan hukum meliputi:

a.  Meanggar undang-undang yang berlaku;

b. Melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;

% Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2002), hal. 3.
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c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

d. Bertentangan dengan kesusilaan;

e. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk
memperhatikan kepentingan orang lain.

Ada kesalahan dari pelaku

Y urisprudens menyatakan unsur kesalahan pelaku merupakan syarat Pasal

1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dapat diberlakukan.

Dengan demikian, tanggung jawab tanpa kesal ahan tidak termasuk tanggung

jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan memenuhi

unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur:

a. Adakesenggaan, atau

b. Adakelaaian, dan

c. Tidak adaaasan pembenar atau alasan pemaaf.®®

Ada tiga aliran mengenai perlu tidaknya unsur kesalahan di samping unsur

melawan hukum. Aliran tersebut adal ah:

1) Aliran yang menyatakan cukup unsur melawan hukum sgja;

2) Aliran yang menyatakan cukup unsur kesalahan saja;

3) Aliran yang menyatakan diperlukan unsur melawan hukum dan unsur
kesal ahan.

Adakerugian

Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum mengenal kerugian

material dan immaterial.

Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Ada duateori untuk hubungan kausal yaitu teori faktual dan teori penyebab

kira-kira atau proximate cause. Teori faktua hanya melihat hubungan

kausal secara faktual. Proximate cause menganut konsep sebab kira-kira.®*

Daam hubungannya dengan parkir adalah dalam sebuah area parkir

biasanya ada penjaga-penjaga. Selain itu ada pos-pos parkir yang harus dilalui

kendaraan yang akan keluar dari tempat parkir untuk melakukan pembayaran. Jika

ada kerusakan maupun kehilangan pada kendaraan ataupun barang yang ada di

dalamnya, konsumen bisa menuntut pengelola parkir dengan alasan perbuatan

8 |bid., hal. 10-14.
® |bid., hal. 15.
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melawan hukum. Penuntut harus bisa membuktikan adanya kesalahan pada
penjaga-penjaga tersebut. Kesalahan itu bisa sga tidak berbuat sesuatu yang
seharusnya diperbuat, misalnya adalah jika ada kendaraan yang keluar tapi tidak
memiliki Kkarcis, seharusnya penjaga pos mencurigai kendaraan tersebut dan
memeriksanya. Bisa juga dalam hal ada seseorang yang membuka kendaraan
dengan cara merusak. Penjaga di sekitar areal parkir seharusnya memeriksa orang
dan kendaraan tersebut.®

Satu ha yang perlu diperhatikan jika parkir merupakan penitipan barang
adalah gugatan dapat didasarkan pada wanprestasi atau cidera janji karena
pengelola parkir gagal memenuhi janjinya untuk mengembalikan kendaraan
dalam wujud ketika kendaraan itu dititipkan padanya. Dalam praktek, tuntutan
yang dilakukan penggugat untuk kasus kehilangan di areal parkir adalah
berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan membuktikan kesalahan dari
tergugat. Gugatan perbuatan melawan hukum juga bisa dilakukan karena ada
kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi. Dengan demikian, walaupun ada

hubungan kontrak, tetap dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum.®®

2.6 Pendapat-Pendapat Mengenai Konstruks Hukum Jasa Pelayanan

Parkir

Inosentius Samsul berpendapat bahwa parkir adalah penitipan barang. Hal
ini tercermin dari dukungannya terhadap putusan pengadilan yang memenangkan
konsumen dalam kasus perparkiran.®’ la juga menyatakan bahwa klausula baku
boleh sgja dibuat, tetapi substansinya tidak boleh mengalihkan tanggung jawab
dari pelaku usaha ke konsumen.® Dari kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa
Inosentius Samsul berpendapat bahwa pelaku usaha, dalam hal ini pengelola
parkir, bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan sehingga dapat disimpulkan
bahwa Inosentius Samsul berpendapat bahwa parkir adalah penitipan barang.

% |bid., hal. 16.

% |bid., hal. 16.

®" Hukum Online, “Akademisi: Putusan tentang Parkir Perkuat Ajaran Baru K ebebasan
Berkontrak”, tersediadi http://hukumonline.com/detail.asp?id=14549& cl=berita, diunduh 11
November 2011.

% |bid.
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Pendapat bahwa parkir merupakan penitipan barang juga didukung oleh
David M. L. Tobing. Bukti bahwa David M. L. Tobing berpendapat bahwa parkir
merupakan penitipan barang adalah David M. L. Tobing mengajukan gugatan
mengenai Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir yang menurut David M. L. Tobing
bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.%*® Gugatan David M. L. Tobing tersebut
menunjukkan bahwa David M. L. Tobing merasa Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir
mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini berarti David M. L. Tobing
berpendapat bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kehilangan maupun
kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada didalamnya sehingga dapat
dismpulkan bahwa David M. L. Tobing berpendapat bahwa parkir merupakan
penitipan barang.”

Pada saat penulis mengunjungi YLKI, penulis menemukan kumpulan
keputusan pengadilan terhadap perkars-perkara parkir. Dalam kasus-kasus
tersebut, gugatan yang digukan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan
hukum. Dalam gugatan tersebut, penggugat membuktikan adanya kesalahan
pengelola parkir yang mengakibatkan kerugian pada penggugat. Dalam kumpulan
keputusan pengadilan yang dibaca penulis, semua perkara dimenangkan oleh
penggugat. Jika merujuk pada pendapat Dani Indrawan dan Heisky Bambang, bisa
sga parkir merupakan sewa tempat. Pengelola parkir bertanggung jawab atas
kesalahannya yang mengakibatkan kerugian, akan tetapi keputusan-keputusan
tersebut juga membatalkan klausula baku dalam karcis parkir yang menyatakan
bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun
kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang terdapat di dalamnya dengan
alasan klausula tersebut mengalihkan tanggung jawab tergugat. Dari keputusan-
keputusan tersebut dapat disimpulkan para hakim berpendapat bahwa seharusnya

tergugat bertanggung jawab yang berarti parkir merupakan penitipan barang.

% Hukum online, “Kapan Perda tentang Perparkiran DK | Jakarta Direvisi?”, tersedia di
http:// http://hukumonline.com/detail .asp?id=15726& cl=Berita, diunduh 11 November 2011.
" David M. L. Tobing, op. cit, hal. 24.
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2.7 Klausula Baku Dalam Karcis Parkir
2.7.1 Keabsahan Klausul Baku Ditinjau Dari Perda DKI Nomor 5 Tahun
1999

Ketentuan umum mengenai perparkiran di Jakarta diatur melalui Peraturan
Daerah sehingga sebelum menganalisa Pasal 36 dan pasa lainnya dalam Perda
DKI Nomor 5 Tahun 1999 akan dibahas terlebih dahulu beberapa Perda terdahulu
mengenai perparkiran, yaitu:

a.  PerdaDKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Perparkiran

Perda ini merupakan salah satu wacana hukum yang pernah berlaku dan

dipergunakan dalam mengatur ketentuan perparkiran di DKI Jakarta. Dalam

Perda ini, tidak ada satupun pasal yang memberikan jaminan dan

perlindungan hukum bagi pengguna jasa perparkiran. Yang ada hanyalah

pengaturan secara administrasi antara pihak penyewa lokas area perparkiran
dengan pihak Pemerintah Daerah sebagal pemilik area perparkiran atau
dengan kata lain Perda tersebut hanya mewakili kepentingan antara pemilik
dengan pengelolajasa perparkiran.

b. PerdaDKI Nomor 7 Tahun 1987

Dari pertimbangan hukum perubahan pertama Perda Nomor 3 Tahun 1979

sdah satu hargpannya adalah dapat menambah pendapatan Pemerintah

Daerah DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya Perda inipun hanya

mengatur mengenai kepentingan pihak pemilik dan pihak pengelola yang

antaralain peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah.”

Setelah kedua Perda tersebut maka barulah berlaku Perda DKI Nomor 5
Tahun 1999 tentang Perparkiran. Bila dilihat dari pertimbangan hukum Perda
tersebut maka pertimbangan ditetapkannya Perda tersebut adalah dalam rangka
pengelolaan perparkiran secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu dasar hukum penerbitan
Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Jalan Raya, Bab |11 bagian keempat mengenai Fasilitas Parkir Untuk Umum Pasal
11 ayat (1) yang menyatakan untuk menunjang keamanan, ketertiban dan

" |bid., hal. 44.
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kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk
umum.”?

Daam Pasal 1 huruf s Perda Nomor 5 Tahun 1999 juga disebutkan
pengertian dan adanya biaya jasa parkir yang dipungut oleh pengelola jasa parkir
kepada pengguna jasa parkir yang dapat dianggap sebaga kewajibannya.
Sedangkan kewgjiban pihak pengelola jasa parkir kepada masyarakat pengguna
jasa parkir tidak tercantum dalam Perda tersebut.”

Ha yang paing krusiad dalam Perda Parkir tersebut adalah adanya
perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi
kehilangan mobil dan atau barang-barang yang ada didalam mobil. Pencantuman
perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tersebut dalam Pasal 36 ayat 2, yang
menyatakan atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di
dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir
merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.”

Pasal tersebut merugikan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa
apalagi jika diteliti lebih lanjut ayat 2 pasal 36 tersebut yang dijadikan “benteng”
oleh Pengelola Parkir bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 yang menyatakan
pengelola dan penyelenggara perparkiran, wajib memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada pemaka tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan,
kelancaran lalu lintas serta kel estarian lingkungan. ™
Serta penjelasan pasal 36 ayat 3 yang berbunyi :

“ Penyelenggara Perparkiran bukan berarti terlepas tanggung jawabnya,

yaitu memelihara keamanan di seluruh lokas tempat parkir yang

diselenggarakannya, sebagai upaya pencegahan atas kehilangan dan
kerusakan “

Dari is pasa 36 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta No. 5 tahun 1999 serta penjelasannya terlihat jelas adanya kontradiksi
serta pertentangan pengertian antara ayat 1, 2 dan 3 yang satu sama lain tidak
saling mendukung. Dari kenyataan ini walaupun Perda tersebut merupakan hukum

positif bagi usaha perparkiran namun tidak memenuhi unsur-unsur sahnya

2 |bid., hal. 45.
| bid.
" |bid., hal. 46.
5 | bid.
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perjanjian dan tidak memenuhi asas keseimbangan dan kesetaraan dalam

berkontrak sehingga keberlakuannyapun harus dikoreks khususnya mengenai

klausula tentang pengalihan tanggung jawab (pasal 36 ayat 2) harus dihilangkan.”
Sebenarnya tidak semua isi Perda No. 5 tahun 1999 cacat secara hukum,
terutama jika diparalelkan dengan Undang-Undang Perlindunga Konsumen.

Beberapa poin bahkan bernilai positif terhadap perlindungan jasa konsumen

parkir, misalnya:

1. Pengelola dan penyelenggara perparkiran wajib memberikan pelayanan
sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban,
keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan (Pasal 36 ayat
1). Artinya, jika kendaraan konsumen hilang dan atau rusak, berarti
pengelola perkir telah gagal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
dan menjaga keamanan lokasi parkir;

2. Penyelanggara perparkiran dapat melakukan kerjasama dengan lembaga
asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan , dengan besarnya
premi asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah (Pasal 36 ayat
3). Jika ini dilakukan, tentu sgja pihak pengelola parkir tidak perlu repot-
repot untuk mengganti rugi, juka kendaraan konsumen rusak/hilang.”
Mantan ketua tim perumus Perda No. 5 Tahun 1999, Aliwongso Sinaga

meminta supaya pihak-pihak terkait dalam perparkiran membaca penjabaran pasa

36 ayat (3) Perda No. 5 tahun 1999, bunyinya:

“ Penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerjasama dengan lembaga

asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan akibat

kebakaran, dengan besarnya premi asuransi disetujui gubernur”

Ini  berarti penyelenggara perparkiran bukan berarti terlepas dari
tanggungjawab memelihara keamanan di sebuah lokasi tempat parkir yang

diselenggarakannya sebagai upaya pencegahan atas kehilangan dan kerusakan.”

% |bid., hal. 46.
| bid.
™ |bid., hal. 47.
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2.7.2 Perjanjian Baku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai oerjanjian
baku, baru terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang
perlindungan Konsumen yaitu dalam pasal 1 ayat 10 di mana Klausula baku
didefinisikan sebagal

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan

dan detetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan

wajib dipenuhi oleh konsumen” .

Perjanjian baku sangat penting diatur dalam sebuah undang-undang karena
dalam transaksi perdagangan baik barang maupun jasa, perjanjian baku harus
memenuhi prinsip kesetaraan para pihak untuk mengeliminir dominasi salah satu
pihak dalam menentukan isi perjanjian baku, sehingga jika timbul kerugian yang
diakibatkan kelalaian atau ketidak hati-hatian para pihak harus dapat dimintakan
pertanggungjawabannya kepada pihak yang salah dengan menerapkan sanks yang
adil menurut hukum.”

Daan Resolus Perserikatan Bangss-Bangsa No0.39/248 tentang
perlindungan konsumen perjanjian baku dinamakan one side standard contract di
mana pengaturannya terdapat dalam bagian ke |11 Panduan huruf B butir 19 yang
menyatakan Konsumen harus dilindungi dari berbaga macam kontrak yang
curang seperti layaknya kontrak standar yang telah disiapkan oleh salah satu
pihak, tidak termasuk hak-hak istimewa dalam kontrak dan persyaratan kredit
yang curang oleh penjual .*°

Di negeri Belanda pengaturan mengenai Perjanjian Baku sudah dimuat
dalam Undang-Undang Hukum Perdata yang baru. Hal Perjanjian Baku diatur
dalam pasal 6.5.2 dan 6.5.1.3 Isinya:

1. Bidang-Bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku
ditentukan dengan peraturan;

" |bid., hal. 48.
8 |bid.
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2. Perjanjian Baku dapat ditetapkan, diubah, dicabut jika disetujui oleh
Menteri Kehakiman, melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara
menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan undang-undang;

3. Penetapan, perubahan dan pencabutan perjanjian baku hanya
mempunyai kekuatan setelah ada persetujuan rgja dan keputusan rga
mengenai hal itu, diletakkan dalam berita negara;

4. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui
atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima
perjanjian baku jika mengetahui isinya®

Di Indonesia, sgjak tanggal 20 April 2000 telah resmi berlaku Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peran Pemerintah

dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta komponen-komponen bangsa yang

lain sangat penting dalam melahirkan Undang-Undang tersebut.®
Sejak mulai berlaku sampai dengan saat ini Undang-Undang Perlindungan

Konsumen masih menjadi “pelengkap undang-undang sgja’ dan belum terlihat

jelas ketgjamannya dalam melindungin konsumen. Dalam masalah perparkiran

Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum bisa berbuat banyak bahkan

nyaris tumpul karena baik pemerintah maupun instansi yang terkait tidak dapat

melaksanakan undang-undang tersebut mulai dari penerapannya sampa dengan
penggenaan sanksi bagi yang melanggar.®

Didadlam pasa 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen jelas
dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.

Ayat 1 : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila
a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

Ayat 2 : Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

8 |bid., hal. 48.
8 |bid., hal. 49.
8 |bid.
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Ayat 3 : Setigp klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Ayat 4 . Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan
dengan Undang-undang ini.

Penjelasan pasal 18 ayat 1 di atas mencantumkan “Larangan ini
dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku
usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” %

Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar
pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip
K ebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang
telah diuraikan di atas.®

Pasal 18 ayat 3 telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku
yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang
memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum.®®

Dari ayat 3 ini sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan
lagi (seperti penjelasan angka 1 di atas) terhadap klausula baku pengalihan
tanggungjawab tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus
dihapuskan dari setigp dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha. Konsumen dalam hal pengguna jasa parkir tidak perlu ragu lagi
untuk melakukan tuntutan ganti ragi karena klausula baku tentang pengalihan
tanggung jawab yang dijadikan “benteng” oleh pengelola parkir telah batal demi
hukum.®’

Walaupun sudah dengan tegas dinyatakan batal demi hukum dan pengelola
parkir harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-
undang ini namun pengel ola parkir tetap saja mencantumkan klausula tersebut dan

tidak mengadakan penyesuaian.®®

8 |bid., hal. 50.
& |bid.
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Hampir semua pengelola parkir terutama pengelola parkir swasta yang
hampir menguasal seluruh saran perparkiran di gedung-gedung di Jakarta masih
mencantumkan klausula tersebut. Sebenarnya Pemerintah dan Instansi terkait
dalam hal ini juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjatuhkan
sanksi terhadap pengelola parkir yang masih mencantumkan klausula baku karena
daam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas diatur mengena sanksi
pidana yaitu dalam pasal 62 ayat;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 2.000.000.000,- (duamiliar rupiah)”

Dari ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas behwa atas dimuatnya
klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir semenjak
berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pengelola Parkir harus
dihukum mengingat telah dengan sengga melanggar Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, dan Pengelola Parkir tidak dapat lagi berlindung
dibawah “benteng”’ Peraturan daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Mengingat
Peraturan Daerah kedudukannya jauh dibawah undang-undang.®

Menurut Direktur Perlindungan Konsumen Srie Agustina, sampai saat ini
pengelola jasa parkir pada umumnya masih mencantumkan klausula baku yang
merugikan konsumen pada tiketnya khususnya mengenai pengalihan
tanggungjawab. Klausula baku tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) a
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan bahwa dalam
manawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan pelaku
usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
dan atau perjanjian yang isinya menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku
usaha.*

8 |bid., hal. 51.
% | bid.
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Y ang dimaksud pengalihan tanggung jawab adalah bilamana pada klausula
baku menyatakan pelaku usaha tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu atas
barang atau jasa yang sebenarnya merupakan tanggung jawabnya ™

Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal
18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanks perdata
maupun pidana. Disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku
yang memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
Pernyataan batal demi hukum harus digjukan melalui gugatan ke Pengadilan
Negeri oleh konsumen yang dirugikan.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyianya:

a.  Pengelola jasa perparkiran tidak mencantumkan klausula baku pada tiket
parkir yang menyatakan pengalihan tanggungjawabnya;

b.  Mencantumkan dengan jelas, tarif parkir padaloket parkir;

c. Segera Menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-

Undang Perlindungan K onsumen.*®

Sebagai salah satu aternatif untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari
konsumen jasa parkir, pengelola jasa parkir dapat melakukan kerjasama dengan
perusahaan jasa asuransi perparkiran.!

Selain sudah dilarang dan sudah dinyatakan batal demi hukum oleh
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan dan larangan terhadap
perjanjian baku di Indonesia juga dilakukan oleh Pengadilan melalui putusan
Hakim. Peran hakim sangat penting untuk menilai asas kebebasan berkontrak
dalam perjanjian baku serta konsekuensi yang timbul %

Peran hakim diperlukan dalam mengusahakan suatu penilaian terhadap
klausula-klausula yang telah dimasukkan dalam kontrak, sehingga tidak
bertentangan dengan prinsip fakta dan perlindungan konsumen.*

Di Amerika Serikat sampai dengan sekitar tahun 1960, seperti juga di

negara-negara lainnya uang berlaku sistem hukum Commom Law, pengadilan-

% |bid., hal. 52.
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pengadilan di sana tetap berpegang teguh pada prinsip Caveat Emptor (Let the
buyer beware), yang berati pembelilah yang harus berhati-hati, sedangkan
formulir biasanya dibuat oleh pihak penjual. Dalam hal ini pihak pembeli oleh
hukum dimintakan untuk bersikap hati-hati untuk dirinya sendiri. Ini berarti pihak
penanda tangan kontrak oleh hukum dibebankan kewajiban membaca (duty to
read) kontrak yang bersangkutan. Manakala dia gaga melakukan tugas membaca
tersebut, maka resiko mesti ditanggung. Kontrak baru bisa dibatalkan jika terjadi
Fraud atau misrepresentation.”’

Namun demikian, sgjak lebih kurang tahun 1960, pengadilan di Amerika
Serikat mulai waspada dengan eksistensi kontrak baku yang semakin gencar
berlakunya. Untuk mengatasi adanya kontrak baku yang berat sebelah, mulailah di
sana dikembangkan “doktrin ketidakadilan: (Unconscionability) yang melarang
kontrak yang isinya sangat tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan
bagi salah satu pihak. Oleh pengadilan di Amerika Serikat, kontrak yang demikian
dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Di Amerika Serikat, di samping
dibatalkannya kontrak baru (yang berat sebelah) atau klausula-klausula di
dalamnya berdasarkan doktrin “ketidakadilan” tersebut, bahkan kontrak baku atau
klausul a-klausulanya seperti itu dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan-ketentuan
khusus tentang kontrak baku.

Di Inggris, penanggulangan masalah kontraktual dilakukan melalui putusan-
putusan hakim dan ketentuan peundang-undangan. Bahkan Law Commission
dadam saran mereka untuk peninjauan masalah standard form contract
mengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menguji
syarat-syarat baku tersebut, antaralain:

a.  Kemampuan daya saing (bargaining power) para pihak;

b.  Apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat harga yang
lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi dalam kontrak pembeliannya;

c. Apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian tanggung jawab,
disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang
mel akukannya.*®

7 |bid., hal. 53.
% |bid., hal. 54.
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Faktor-faktor tersebut di atas, perlu dipertimbangkan untuk menentukan
apakah syarat-syarat kepatutan (reasonableness requirement) memang telah
dipenuhi atau tidak, sehingga syarat-syarat baku tertentu dapat berlaku atau harus
dibatalkan.”

Bahwa Pengadilan diberikan wewenang untuk mengawasi berlakunya
klausul-klausul pengecuaian ini dan terkadang bisa menetapkan sendiri apakah
ini adalah “fair and reasonable”. Dengan perkataan lain apakah berlaku atau
tidaknya klausul pengecualian (exclusion clause) ini bergantung sama sekali atas
apa yang ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk memakai
atau menolak exclusion clause ini, sepanjang dipandang “ fair and reasonable”
dalam keadaan bersangkutan.'®

Dalam menangani perkara yang menyangkut perjanjian baku, hakim dapat
melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan apakah perjanjian baku itu
merupakan bagian dari perjanjian. Pengadilan akan meminta kepada pihak yang
menyandarkan diri pada perjanjian baku berisi pengalihan tanggungjawab supaya
membuktikan bahwa pihak lain itu menyetujui pada atau sebelum waktu
dicapainya persetujuan itu. Jika tidak demikian, perjanjian baku itu akan
membentuk bagian dari perjanjian.’™

2.8 Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Perparkiran

Dalam praktik, jika pembuatan jasa perparkiran tidak untuk digunakan
sendiri, maka umumnya jasa tersebut adalah dibuat dalam rangka hubungan
bisnisnya dengan konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha akan
memanfaatkan jasa tersebut untuk kepentingan menyediakan jasa kepada
pelanggannya. Meskipun jika jasa tersebut tidak dibuatnya sendiri, namun dalam
hubungannya dengan konsumen, bukan berarti ia dapat melepas tanggung
jawvabnya dan/atau mengalihkan tanggung jawabnya terhadap jasa yang
disediakannya. Terlepas apakah ada perjanjian untuk secara bersama-sama

menanggung resiko antara mitra pebisnis, tetap sga pelaku usaha harus

% | bid.
100 | g,
101 | bid.
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bertanggung jawab terlebih dahulu selaku pihak yang berhubungan langsung
dengan konsumen.

Oleh karena itu, dalam kelazimannya, sebaiknya pelaku usaha perparkiran
tidak lupa untuk mengasuransikan jasa yang diberikan terlebih dahulu sebelum
memutuskan untuk berhubungan dengan konsumen. Berupaya sebaik mungkin
untuk meminimalkan segala resiko adalah kata kunci pertanggungjawaban pelaku
usaha perparkiran kepada konsumen.

Selain tanggung jawab kepada konsumen, pelaku usaha perparkiran juga
bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang berlaku dalam jasa perparkiran
dan/atau terhadap penerapan peraturan pemerintah sebagai patokan melakukan

upaya yang terbaik dan menjaga mutu penyelenggaraan jasanya.

2.9 Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Produk tidak hanya menyangkut barang, tetapi produk juga meliputi jasa. Hal
ini tercermin pada tulisan Inosentius Samsul yang menyatakan bahwa UUPK
mengakui dua bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab profesional, yang
berkaitan dengan jasa dan tanggung jawab produk yang berkaitan dengan
barang.'® Selain itu, salah satu sub-bab dalam tulisannya berjudul “Produk dalam
Arti Luas; Termasuk Barang Bergerak, Barang Tidak Berwujud dan Jasa’.'®
Selain pernyataan oleh Inosentius Samsul, ada juga pernyataan dari N. H. T.
Siahaan yang menyatakan bahwa istilah tanggung jawab produk memiliki arti
tanggung jawab atas satu barang atau jasa yang diproduksi.'® Oleh karena jasa
termasuk dalam produk dalam arti luas, penulis akan menulis teori-teori mengenal
tanggung jawab produk.

Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk (product liability) adalah
tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran,
yang menimbulkan atau menyebabkan keerugian karena cacat yang melekat pada
produk tersebut.’® Tanggung jawab produk dapat bersifat kontraktual atau

192 | nosentius Samsul, op. cit., hal. 240-241.
1931 bid., hal. 170.

04N, H. T. Siahaan, op. cit., hal. 144.

1% Shidarta, op. cit., hal. 65.
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berdasarkan undang-undang, tetapi penekanannya ada pada yang berdasarkan
undang-undang.*®

Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilandaskan pada tiga teori,
yaitu pelanggaran jaminan (breach of warranty), kelalaian (negligence), dan

tanggung jawab mutlak (strict product liability).**’

. Daam tanggung jawab
produk, kerugian yang diderita baik oleh pemaka produk yang cacat maupun
bukan pemakai yang turut menjadi korban merupakan tanggung jawab pembuat
produk.’® Pihak yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam tanggung
jawab produk adalah siapa sgja yang terlibat dalam rantai distribusi suatu produk,
termasuk juga pihak yang merakit ataupun memasang suatu produk.'® Seseorang
yang membetulkan suatu produk juga bisa dimintakan pertanggung-jawaban.**°

Pada umumnya, tujuan dari tanggung jawab adalah untuk meningkatkan
keamanan produk, menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat dan
menyediakan sarana ganti rugi bagi produk cacat tersebut dan korban akibat
penggunaan produk cacat tersebut.**

Beberapa pakar berpendapat bahwa tanggung jawab produk telah diatur
daam UUPK, yaitu pada Pasal 7 sampai Pasa 18 UUPK yang intinya adalah
pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan,
ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi

barang atau jasa yang dihasilkannya.**?

Ketentuan yang lebih tegas dimuat dalam
Pasa 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung
jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsums barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

1% | pid.

197 Butler, Wooten & Fryhover, LLP, “Products Liability”, tersedia di
http://www.butlerwooten.com/CM/FSD P/Practi ceCenter/Personal -1njury/Products-L iability.asp,
diunduh 12 November 2011.

108 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 174.

199 Monsees, Miller, Mayer, Presley & Amick, “Products Liability Information Page”,
tersedia di http://www.mmmpal aw.com/CM/FSD P/Practical Page/Personal -1 njury/Products-
Liability.asp, diunduh 12 November 2011.

10 Rutgers, “Product Liability Law”, tersediadi http:/sls.rutgers.edu/products.htm, diunduh
13 November 2011.

11 Az, Nasution, op. cit., hal. 175.

Y12 N, H. T. Siahaan, op. cit., hal. 145.
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N. H. T. Siahaan berkesimpulan UUPK telah menganut prinsip strict
liability.™* Inosentius berpendapat, Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga
lalai /bersalah karena berangkat dari asumsi bahwa bila produsen tidak melakukan
kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian.'** Pasa 23 UUPK
memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab daam UUPK adaah prinsip
selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.**

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban.
Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1.  hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

4.  hak untuk rehabilitasi nama baik apabilaterbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Sedangkan kewagjiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adal ah:

1.  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2.  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

4.  menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduks dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku;

"3 pid., hal. 169.
14 nosentius Samsul, op. cit., hal. 144.
"5 1bid., hal. 145-146.
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memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garans atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.
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BAB 3
ANALISISTERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGELOLA
PARKIR

3.1 Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Putusan Pengadilan
3.1.1 Kasus PT. Asurans Takaful Umum Melawan PT. Securindo Pactama

Indonesia

Bahwa perkara yang akan penulis jadikan bahan analisis adalah kasus yang

terjadi antara PT. Asurans Takaful Umum melawan PT. Securindo Pactama

Indonesia. Tentang duduk perkaranya, bahwa penggugat dengan surat

gugatannya telah mengemukakan sebagai berikut:

1

Bahwa penggugat adalah sebuah perusahaan asuransi di mana telah
diasuransikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser VXR, buatan tahun
2000, dengan nomor polisi B 8840 ME, atas nama tertanggung Mori Hanéfi;
Bahwa mobil dengan nomor polisi B 8840 ME pada tanggal 30 Januari
2002, pukul 12.26 WIB telah diparkirkan oleh Marwan Saridjo di area
parkir dadam kawasan Glodok Plaza, yang dikelola tergugat dan telah
menerimakartu parkir dari petugas parkir;

Bahwa sewaktu Marwan Saridjo hendak pulang dan hendak mengendaral
mobilnya, ternyata mobil telah hilang dari area parkir yang dikelola oleh
tergugat;

Bahwa atas hilangnya mobil dengan nomor polis B 8840 ME tersebut,
Marwan Saridjo telah melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya
secara bersama-sama melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut
kepada Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat;

Bahwa dalam pemeriksaan dihadapan petugas Polsek Metro Taman Sari,
petugas parkir yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui
bahwa ia telah lala dalam menjaankan tugasnya yaitu mengijinkan
kendaraan keluar dari area parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih
dahulu, padahal karcis parkir tersebut masih berada di tangan Marwan
Saridjo;
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Bahwa atas kehilangan tersebut, pemilik mobil, Mori Hanafi telah
mengajukan klaim kerugian kepada penggugat dan atas klaim tersebut
penggugat pada tanggal 08 April 2003 telah membayar sebesar Rp.
582.300.000 (lima ratus delapan puluh duajutatiga ratus ribu rupiah);
Bahwa setelah dibayarnya klam pembayaran kerugian atas hilangnya
kendaraan dengan nomor polisi B 8840 ME tersebut yang diparkir di areal
parkir tergugat, serta dijaga oleh para petugas tergugat, maka hak-hak Mori
Hanafi sebagai pihak yang telah menerima klaim asurans diaihkan
(subrogasi) kepada penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284
KUHD yang menyatakan penanggung yang telah membayar kerugian
barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya
dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian
itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setigp perbuatan yang
mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketigaitu;

Bahwa karena kelalaian dari petugas parkir yang bekerja sebaga karyawan
tergugat, maka tergugat tidak dapat melepas tanggung jawab secara hukum
dan wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum. Hal ini sesual
dengan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata;
Bahwa tergugat melalui kuasa hukumnya menolak kompensasi penggantian
atas hilangnya mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 8840 ME tersebut
karena tergugat hanya sebagal pengelola jasa perparkiran yang bertugas
sebagal pengelola parkir sgja dan bukan penjamin yang bersandarkan pada
Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran
yang menyatakan atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang
berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak
parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir;

Bahwa alasan tergugat tidak benar karena ketentuan yang tercantum
didalam Peraturan Daerah tidak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal
1366 KUH Perdata dan 1367 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan hak subrogas tersebut penggugat telah mengajukan
tuntutan penggantian kepada tergugat, namun sampai perkara ini digjukan

ke persidangan, tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar
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ganti rugi kepada penggugat atas kelalaian yang dilakukannya dan dengan
berbagai alasan berusaha mengelak dari tanggung jawab;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan
hukum dan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum
yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan tergugat yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya
mobil nomor polisi B 8840 ME adalah merupakan suatu perbuatan melawan
hukum sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata
jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Pengasuransian
dan telah menimbulkan kerugian materiil pada penggugat sebesar Rp.
582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
ditambah bunga bank sebesar 2 % (dua persen) per bulan;

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewgjiban tergugat
kepada penggugat sebagaimana di maksud butir ke 12 di atas, cukup
beralasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan
terhadap harta kekayaan tergugat agar tergugat tidak mengalihkan hak atas
harta kekayaannya kepada pihak lain dan atau untuk menjamin pelaksanaan
putusan pengadilan di kemudian hari berupa sebidang tanah dan bangunan
kantor milik tergugat berikut segala sesuatunya yang melekat;

Bahwa sanksi hukum perdata yang ditentukan didalam Pasal 1365, Pasal
1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata perlu dijatunkan kepada tergugat agar
pengawasan terhadap kinerja pegawainya ditingkatkan sehingga petugas
parkir tersebut tidak akan melakukan kelalaian yang mengakibatkan
terjadinya kerugian pada pihak lain;

Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkuat menurut
ketentuan Pasal 180 HR karenanya layak dan pantas bila putusan dalam
perkaran ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding

maupun kasasi.
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Setelah penulis menguraikan duduk perkara dari kasus tersebut, maka

penulis akan melihat pandangan hakim dalam kasus ini, sebagaimana akan

diuraikan di bawah ini:

1

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka dalam
perkara ini, pengecualian terhadap tanggung jawab atas hilangnya
kendaraan, sebagaimana yang tercantum dalam karcis parkir maupun dalam
Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran harus
dikesampingkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 dan 1367 alinea ke 3 KUH
Perdata , maka tergugat harus bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan
tersebut;

Bahwa mengena tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga
2% per bulan terhitung sgjak didaftarkannya gugatan ini, oleh karena tidak
terdapat alasan yang cukup, maka tuntutab tersebut harus ditolak;

Bahwa mengena tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas kantor milik
tergugat yang terletak di komplek Mangga Dua Mas Nomor 11-12 Blok A,
oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang,
maka ditolak;

Bahwa ternyata gugatan penggugat yang menyatakan tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum beralasan menurut hukum karena
harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang dilakukan oelh
pegawainya yang menyebabkan hilangnya kendaraan, maka harus
dikabulkan;

Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) tidak mempunya landasan hukum yang kuat, sehingga harus
ditolak;

Bahwa tergugat dibebankan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.
582.300.000,- (limaratus delapan puluh dua jutatiga ratus ribu rupiah).
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Bahwa daam amar putusannya, maelis hakim menghukum pihak yang

kalah, yakni tergugat untuk membayar biaya perkara dan putusannya adalah

sebagal berikut:

1.  Menolak ekseps tergugat untuk seluruhnya:;

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

3. Menyatakan tergugat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh karyawannya

4. Menyatakan tergugat bertanggung jawab atas kendaraan yang hilang di areal
parkir yang dikelola tergugat;

5.  Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat ganti rugi berupa
uang tunai sebesar Rp. 582.300.000 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga
ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya;

Sedangkan dalam rekonvensi:
Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3.1.2 Kasus PT Asurans Allianz Utama Indonesia Meawan PT Wisma

Bumiputera

Pada kasus yang kedua, penulis akan menjelaskan tentang duduk

permasalahan yang terjadi antara PT. Asurans Allianz Utama Indonesia melawan

PT. Wisma Bumiputera sebagaimana akan dijabarkan di bawah ini:

1

Bahwa penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak pada
bidang asuransi, di antaranya untuk kendaraan bermotor;

Bahwa penggugat memberikan jasa atau penutupan asurans terhadap
kendaraan bermotor milik PT. Sukabumu Trading Coy, suatu perseroan
terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Bumiputera
Lantai 8. J. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, sesuai dengan
kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan PT. Sukabumi sebagaimana
ternyata dalam Polis Nomor JK60001899000100 tertangga 24 April 2000
dengan periode asuransi tanggal 31 Maret 2000;
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Bahwa PT. Sukabumi adalah salah satu konsumen atau pengguna jasa
perparkiran di  Wisma Bumiputera, yang dikelola oleh tergugat,
sebagaimana ternyata pada Car Parking License Agreement antara PT.
Wisma Bumiputera dengan PT. Sukabumi tertanggal 19 Februari 1986;
Bahwa tergugat selaku pihak yang mengelola jasa perparkiran pada Wisma
Bumiputera termasuk sebagal pelaku usaha atau pemberi jasa sebagaimana
di maksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa pada tanggal 1 September 2000, sekitar pukul 10.00 WIB di areal
parkir Wisma Bumiputera telah terjadi pencurian atas kendaraan milik PT.

Sukabumi dengan spesifikas sebagai berikut:

Merek Kendaraan : Toyota Corona 2.0

Tahun Pembuatan 1994

Warna : Hitam

No. Pol. Kendaraan  : B 1409 ZK

No. Rangka : MHF53STK 10901810S
Atas Nama : PT. Sukabumi Trading Coy
No. Mesin : 351766543

Yang diparkir di areal parkir Wisma Bumiputera di mana kunci kendaraan
dan karcis parkir pada saat itu masih ada pada PT. Sukabumi. Hal ini sesuai
dengan karcis parkir yang menjadi barang bukti pencurian kendaraan.
Pencurian tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang, sebagaimana
ternyata pada Laporan Polisi No. Pol.733/K/IX/2000/BUDI tertanggal 01
September 2000 yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Setiabudi, Jakarta
Selatan, untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai
P3;

Bahwa berkenaan dengan kehilangan kendaraan di maksud, berdasarkan
Pasal 4 huruf h UUPK, sehingga PT. Sukabumi selaku konsumen berhak
untuk meminta kompensasi atas kehilangan kendaraan di maksud kepada
PT. Bumiputera selaku pelaku usaha;

Bahwa PT. Sukabumi telah menggjukan klaim ganti kerugian kepada

penggugat sesuai dengan polis asuransi, sebagaiman permohonan yang
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digjukannya melalui pengisian Formulir Klaim Kendaraan Bermotor yang
diterima penggugat pada tanggal 04 September 2000;
Bahwa penggugat, berdasarkan polis asuransi telah melakukan pembayaran
terhadap kerugian yang timbul atau diderita oleh PT. Sukabumi sebesar Rp.
109.800.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana
ternyata pada Payment order penggugat melalui Deutsche Bank Jakarta
tangga 11 November 2000 atau disebut nilai klaim;
Bahwa sesuai dengan ketentuan umum mengenai subrogasi yang diatur
dalam Pasal 1400 jo Pasal 1401 KUH Perdata dan secara khusus juga telah
diatur dalam poin 4 sektor 5. General Condition Policy of Motor Vehicle
Indonesia. Dengan demikian, terhitung segjak tanggal dilakukannya
pembayaran klam oleh penggugat kepada PT. Sukabumi, sesuai jumlah
kerugian yang diderita oleh PT. Sukabumi, maka sgak saat itu demi hukum
dan berdasarkan kesepakatan antara PT. Sukabumi dan penggugat telah
terjadi peralihan hak untuk meminta, menuntut dan/atau mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kehilangan kendaraan
yang dimiliki PT. Sukabumi kepada penggugat;
Bahwa penggugat selanjutnya berhak untuk meminta, menuntut
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kehilangan kendaraan
yang semuladimiliki PT. Sukabumi kepada tergugat;
Bahwa penggugat, selain klaim kehilangan kendaraan yang telah digjukan
PT. Sukabumi kepada tergugat melalui suratnya No. 104/STC/X/2000
tertanggal 31 Oktober 2000 telah memberitahukan kepada tergugat untuk
melakukan pembayaran kembali atas pembayaran ganti rugi yang telah
dilakukan penggugat kepada PT. Sukabumi dengan mengirimkan:
a Somas | melaui surat No. Ref.103/PHS/X11/2000 tangga 11
Desember 2000;
b. Somasi Il melaui surat No. Ref.110/PHS/X11/2000 tanggal 19
Desember 2000;
c. Somas Il melalui surat No. Ref.008/PHS/1/2001 tanggal 17 Januari
2001.
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Y ang pada prinsipnya penggugat meminta kepada tergugat untuk segera
membayar kerugian sehubungan dengan kehilangan kendaraan;
Bahwa tergugat telah menanggapi somasi | dan Il penggugat dengan
suratnya masing-masing:
a. No. 034/WB-GM/XI1/00 tanggal 12 Desember 2000 untuk menanggapi
teguran penggugat;
b. No. 00L/WB-GM/I1/01 tanggal 02 Januari 2001 untuk menanggapi
teguran penggugat.
Yang mana tanggapan tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak
memiliki kewagjiban kepada penggugat untuk membayar kerugian
sehubungan dengan kehilangan kendaraan;
Bahwa tindakan tergugat untuk tidak membayar ganti kerugian kepada
penggugat adalah jelas melanggar hak-hak penggugat, yang dalam hal ini
sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK dan merupakan pelanggaran terhadap
kewajiban tergugat sebagaiman di maksud pada Pasal 7 huruf adan f UUPK
dan juga pelanggaran terhadap pertanggungjawaban tergugat sesuai dengan
Pasal 19 ayat (2) UUPK, sehingga berakibat penggugat menderita kerugian.
Oleh karena itu, wajar apabila penggugat menuntut tergugat untuk segera
membayar kerugian sehubungan dengan penyelesaian permasaahan ini
yang diderita penggugat sejak tanggal pembayaran kerugian oleh penggugat
kepada PT. Sukabumi sampa dengan tanggal dikabulkannya tuntutan
penggugat oleh majelis hakim.
Atas kerugian-kerugian tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 4 UUPK,
penggugat berhak untuk meminta kepada tergugat untuk membayar
kerugian sehubungan dengan hilangnya kendaraan ditambah dengan biaya-
biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian permasaahan ini,
sebagai berikut:
a.  Penggantian nilai klaim yang telah dibayar ditambah dengan biaya jasa
hukum, dengan rincian:
Nilai Klaim : Rp. 109.800.000,-
Biaya Jasa Hukum : Rp. 83.470.000,-
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Berjumlah Rp. 193.270.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah);

Bunga atas nilai klaim sgjak tanggal didaftarkannya gugatan ini (sgjak
tangga 10 November 2000 sampai dengan tanggal 30 Januari 2001)
atas seluruh nila klaim, yang mana bunga dihitung untuk 1 tahun
sebesar 14% (empat belas persen), yaitu dengan perhitungan:

Bunga : Rp. 193.270.000,- x 14% x 81 hari
360
= Rp. 6.088.005,- (enam juta delapan puluh delapan ribu

lima rupiah).

Sehingga total keseluruhan nilai kerugian yang diderita penggugat
adalah sebesar Rp. 199.358.005,- (seratus sembilan puluh sembilan juta
tigaratus lima puluh delapan ribu lima rupiah);

14. Bahwa agar tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti. Mohon

agar tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) per hari, setigp ia lala memenuhi isi putusan terhitung segak
putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Setelah menjelaskan mengenai duduk perkaranya, maka penulis akan

mengemukakan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkaraini:

1

Bahwa karena dalam karcis parkir tersebut terdapat klausula tentang siapa
yang bertanggung jawab, bila ada kendaraan hilang, maka seharusnya PT.
Sukabumi lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraannya dan memasang
alat pengamanan tambahan karena sudah menyadari apabila hilang, maka
harus ditanggung oleh pemiliknya;

Bahwa tergugat tidaklah termasuk dalam pengertian orang ketiga yang
mengakibatkan kerugian karena hilangnya kendaraan tersebut, walaupun
hilangya di lahan parkir milik tergugat, namun yang dapat dituntut hanyalah
tanggung jawab moral;

Bahwa karena tergugat tidak termasuk dalam pengertian orang ketiga yang

mengakibatkan kerugian atas hilangnya kendaraan tersebut, maka
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penggugat sebagal penanggung yang telah membayar kerugian barang yang
dipertanggungkan, tidak dapat menggantikan kedudukan tertanggung
menurut ketentuan Pasal 284 KUHD;

Bahwa PT. Wisma Bumiputera, bidang usahanya adalah pembangunan dan
penyewaan gedung perkantoran dan tidak disebut adanya pengusahaan jasa
perparkiran karena sudah wagjar bahwa penyewaan ruangan untuk kantor
suda tentu disertai dengan penyediaan tempat untuk parkir kendaraan, sebab
tanpa menyediakan lahan untuk parkir kendaraan, tentu usaha penyewaan
ruangan kantor tersebut tidak akan laku. Uang sewa yang dipungut dapat
dipaka untuk pemeliharaan lahan parkir;

Bahwa berdasarkan pertimbangan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak
terdapat peralihan hak yang dilakukan PT. Sukabumi terhadap penggugat
untuk menuntut ganti rugi kepada tergugat baik berdasarkan ketentuan Pasal
1400, 1401 KUH Perdata maupun Pasal 284 KUHD;

Bahwa tentang adanya Declaration of Subrogation karena terbukti tidak ada
subrogasi, maka pernyataan tersebut juga tidak sah dan mengikat;

Bahwa mengena eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur
dan salah aamat, megelis hakim berpendapat setelah diteliti secara
mendalam terhadap surat gugatan penggugat, ternyata tidak ada hal-hal
yang bersifat obscuur libel karena baik posita maupun petitumnya cukup
jelas dan tidak ada yang kabur, kecuali sedikit salah tulis pada halaman 8,
namun hal ini tidaklah prinsipiil yang dapat mengakibatkan gugatan kabur
dan salah alamat.

Setelah menguraikan pertimbangan hakim mengenai duduk perkaranya,

maka penulis akan mengemukakan mengenai putusan yang dijatuhkan, baik

dalam eksepsi, provisi maupun pokok perkara:

1

2
3.
4

Menolak ekseps yang digjukan oleh tergugat;

Menolak provisi yang digjukan oleh penggugat untuk seluruhnya;

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum penggugat untuk membayar biay perkara ini, yang ditaksir
sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).
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3.1.3 KasusNy. T. Imelda Wijaya Melawan PT Anugrah BinaKarya

Pada kasus yang ketiga, penulis menjabarkan duduk perkara awa mula

kasusini, sebagai berikut:

1

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003, penggugat selaku konsumen telah
memarkirkan kendaraan miliknyab berupa mobil Isuzu Panther Tahun 2000
warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 8328 TH di areal parkir yang
dikelola oleh tergugat selaku pelaku usaha yang terletak di pasar mandiri,
mal kelapa gading, Jakarta Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan karcis
parkir atas mobil penggugat dengan tanggal masuk 13 Juli 2002 jam 07.41
WIB. Penggugat juga meninggalkan kendaraan dalam keadaan baik dan
terkunci;

Bahwa setelah kembali berbelanja, penggugat mendapati kendaraannya
telah hilang karenanya penggugat segera melaporkan hal tersebut kepada
tergugat, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
9/LK/KOM/V11/2002 tanggal 13 Juli 2002. Ternyata mobil milik penggugat
telah dibawa pergi keluar dari area parkir oleh orang lain tanpa
menggunakan karcis parkir, melainkan dengan kartu tanda penduduk atas
nama saudara Gunawan. Hal tersebut merupakan kesalahan tergugat selaku
pengelola parkir karena karcis parkir merupakan satu-satunya akses yang
sah untuk masuk dan keluar kendaraan dari areal parkir yang dikelola oleh
tergugat. Lebih lanjut, bahwa karcis parkir masih berada pada penggugat.
Sehingga, jelas dan nyata perbuatan tergugat yang mengijinkan orang lain
membawa kendaraan tersebut keluar dari areal parkir tanpa karcis parkir
merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa tergugat telah melanggar hak penggugat selaku konsumen
sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 huruf adan d UUPK;

Perbuatan tergugat yang mengijinkan pihak lain yang bukan pemegang
karcis parkir membawa pergi kendaraan penggugat mengakibatkan kerugian
bagi penggugat, selain hilangnya kendaraan, kendaraan tersebut digunakan
penggugat sebagai sarana transportasi untuk menjalankan usahanya. Oleh

karenanya penggugat menuntut penggantian atas kehilangan kendaraannya
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tersebut, namun tergugat tidak melakukan penggantian kerugian yang

diderita penggugat. Walaupun menurut UUPK diatur bahwa penggantian

kerugian merupakan tanggung jawab tergugat selaku pelaku usaha
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999;

Bahwa klausula baku yang dicantumkan oleh tergugat dalam karcis parkir

yang menyatakan tergugat tidak bertanggung jawab atas kehilangan

kendaraan jelas merupakan tindakan yang mengalihkan tanggung jawab
tergugat, yaitu memberikan ganti rugi kepada penggugat. Sebagai mana telah

diatur dadam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Sehingga sudah sepatutnya klausula baku dalam karcis parkir tersebut harus

dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat

(1) huruf aUUPK;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat tersebut, penggugat telah

mengalami  kerugian baik materiill maupun imateriil sgumlah Rp.

725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian

sebagai berikut:

a.  Kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther LS 25
tahun 2000 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 8528 TH atas
nama penggugat sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima
jutarupiah);

b. Biayatransportas yang dikeluarkan oleh penggugat selama kehilangan
mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
perincian sebagai berikut:

Ongkos taks terhitung sgjak tanggal 13 Juli 2002 hingga 19 Juli 2002
sgiumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah)

Biaya sewa mobil berikut supir sgjak tangga 20 Juli 2002 hingga 20
Oktober 2002:

90 hari x Rp. 500.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah)
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c. Kerugian akibat kehilangan barang-barang dan dokumen-dokumen
yang berada didalam mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh jutarupiah);

d. Kerugian berupa kehilangan dan terganggunya konsentrasi serta
kegiatan bisnis penggugat yang apabila disamakan dengan nilai uang
adalah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar

mel etakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat, yaitu:

a.  Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta isinya
yang terletak di Jalan Pluit Timur Blok L No. 4, Jakarta Utara;

b. Hartakekayaan tergugat yang akan dirinci kemudian.

Bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim agar putusan dapat

dilaksanakan terlebih dahulu, msekipun ada upaya hukum banding, kasasi

atau upaya hukum lainnya.

Setelah membahas mengenai duduk perkara antara kedua belah pihak, maka

hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas perkaraini, antaralain:

1

Bahwa pemahaman melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata , tidak
sga perbuatannya yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga
perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat terhadap benda orang lain;

Bahwa petugas parkir telah memberikan ijin kepada orang lain untuk
membawa keluar mobil milik penggugat hanya dengan menggunakan Kartu
Tanda Penduduk, seharusnya petugas parkir harus meminta karcis parkir
atau melihat STNK dan mencocokannya, sehingga telah memenuhi unsur
adanya perbuatan dan kelalaian;

Bahwa secara nyata, penggugat telah kehilangan sebuah mobil, sehingga
mengalami kerugian dan itu akibat dari kelalaian petugas parkir, dengan
demikian kedua unsur terakhir inipun terpenuhi;

Bahwa karena seluruh unsur telah terpenuhi yang dilakukan oleh petugas
parkir, maka menurut ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, tergugat harus
bertanggung jawab dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan
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hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK dengan demikian
gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa karena tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan
hukum, maka menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tergugat wajib
membayar ganti rugi;

Bahwa menurut saksi-saksi yang digjukan tergugat, di mana penggugat telah
menerima asuransi ganti kerugian sebesar Rp. 120.600.000,- (seratus dua
puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia;

Bahwa dengan diterimanya ganti rugi tersebut, segala hak yang diperoleh
terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut selanjutnya
menjadi hak milik PT. Asuransi Central Asia, dengan demikian penggugat
tidak berhak lagi menuntut ganti rugi atas mobil tersebut kepada tergugat;
Bahwa terhadap kerugian atas biaya transportasi yang dikeluarkan
penggugat selama tiga bulan menurut majelis hakim adalah lazim untuk
sewa sgjenis mobil Panther milik penggugat adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
per bulan sehingga ganti rugi terhadap biaya transportasi selama tiga bulan
adalah Rp. 18.000.000,-;

Bahwa terhadap kerugian immaterial senila Rp. 500.000.000,- oleh karena
digukan tidak secara terperinci, maka harus dinyatakan tidak dapat
diterima;

Bahwa terhadap kehilangan barang milik penggugat, majelis hakim hanya
akan mengabulkan ganti rugi atas data-data yang redlistis, yaitu dompet,
besertaisinya US $ 800, 2 KTP, 2 kartu kredit BCA, 2 kartu kredit Lippo,
mesin namorrator PC, dongkrak buaya, kunci-kunci, SIM A, SIM C untuk
dua orang yang berjumlah Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh
ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat kepada
penggugat adalah sebesar Rp. 26.150.000,- gugatan hanya dikabulkan
sebagian;

Bahwa karena bukti-bukti yang digjukan penggugat belum memenuhi Pasal
180 HIR, maka putusan serta mertatidak dapat dikabulkan;

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



66

13. Bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya
perkara akan dibebankan kepada tergugat sebagai pihak yang kalah.

Setelah melakukan pertimbangan hukum atas perkara yang terjadi, maka
majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2.  Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan klausula baku yang digunakan oleh tergugat untuk menghindar
dari tanggung jawabnya adalah batal demi hukum;

4.  Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita
penggugat sebesar Rp. 26.150.000,- ( dua puluh enam juta seratus lima
puluh ribu rupiah);

5.  Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,-
(duaratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

3.2 Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan PERDA No. 5 Tahun

1999

Tanggung jawab pengelola parkir diatur dalam Pasa 36, namun ada
kontradiksi yang muncul karena antara ayat yang satu dengan yang lain terdapat
kontradiksi. Pada ayat (1), pengelola dan penyelenggara perparkiran, wajib
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemaka tempat parkir dan
menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan.
Namun pada ayat 2 yang terjadi adalah tidak sinkron dengan ayat 1 karena ayat
(2) menyatakan bahwa segala kehilangan kendaraan dan atau barang-barang yang
ada didalam kendaraan maupun kerusakan yang terjadi pada kendaraan bukan
merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Padahal pada ayat (3) yang menyatakan bahwa pengelola parkir dapat
melakukan kerja sama dengan lembaga asuransi atas risiko kehilangan dan
kerusakan kendaraan akibat kebakaran, dengan besarnya premi asurans yang
disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah. Menurut penulis antara ayat (1) hingga
ayat (3) terjadi kontradiksi karena pada ayat (1), pelaku usaha perparkiran
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diwagjibkan untuk menjamin keamanan kendaraan yang diparkir pada areal parkir,
namun pada ayat (2) yang seharusnya mendukung ayat (1) pertama malah
melempar tanggung jawabnya kepada konsumen.

Pada ayat (3), pengelola parkir sudah dianjurkan untuk melakukan kerja
sama dengan lembaga asuransi, kerja sama ini di maksudkan agar setiap risiko
yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga konsumen tidak dirugikan.

Selain itu, Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir juga bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi, yakni UUPK. Oleh karena itu sudah seharusnya Perda
Parkir ini dicabut karena selama ini dijadikan argumen oleh pengelola parkir
untuk melempar tanggung jawabnya.

3.3 Analisis Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir

Setelah membaca ketiga putusan pengadilan, penulis berpendapat bahwa
putusan pengadilan tersebut belum cukup untuk mengatas masalah yang ada
karena pada Putusan Nomor. 34/Pdt. G/2001/PN. Jak-Sel antara PT. Asuransi
Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera, penggugat dinyatakan
kalah oleh pengadilan karena menurut pandangan hakim tidak ada hubungan
hukum antara penggugat dan tergugat, walau penggugat telah menggunakan asas
subrogasi. Penggugat menggantikan kedudukan dari konsumen yang kehilangan
kendaraannya untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada pengelola parkir
dan ini telah sesuai dengan Pasal 284 KUHD, namun pengadilan memutuskan
bahwa tergugat lepas dari tanggung jawabnya karena tidak memiliki hubungan
hukum dengan tergugat. Tergugat hanya dibebankan tanggung jawab moral
seperti harus meningkatkan keamanan pada areal parkir. Pada kasus ini perjanjian
sewa menyewa Yyang terjadi sehingga pengelola parkir menolak untuk
bertanggung jawab karena ia hanya menyewakan lahan parkir sga.

Dalam putusan Nomor. 421/PDT.G/2003/PN.JKT.PST telah terjadi
pemberlakuan terhadap asas subrogasi. Dalam gugatan ini yang berperkara adalah
PT. Asuransi Takaful Umum selaku penggugat melawan PT. Securindo Pactama
Indonesia selaku tergugat. Penulis berpendapat bahwa putusan hakim pada kasus
ini telah mengakui hak subrogasi, sehingga pengelola parkir tetap harus
mengganti kerugian kepada penggugat. Tergugat sendiri menggunakan Pasal 36
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ayat (2) Perda Parkir sebagai tameng terhadap kerugian yang dialami konsumen.
Penulis berpendapat sudah sepatutnya Pasal 36 ayat (2) ini dicabut, selain karena
bertentangan dengan UUPK yang posisinya lebih tinggi juga mengakibatkan
pel aku usaha dapat lepas dari tanggung jawabnya.

Bahwa pada putusan Nomor 16/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut ada hal menarik
karena hakim menyatakan batal demi hukum klausula baku. Dalam putusan
pengadilan, penulis tidak menemukan pertimbangan yang diambil dalam
memutuskan batalnya klausula baku tersebut. Pelaku usaha tidak dapat lagi
berlindung dibalik klausula baku yang isinya sangat merugikan konsumen karena
pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas segala kehilangan maupun
kerusakan yang dialami konsumen. Klausula baku sendiri menurut penulis sangat
dibutuhkan karena lebih efisien dan praktis, sehingga klausula baku ini hanya
dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Walau klausula baku dirancang oleh
pelaku usaha, namun isinya harus jelas dan tidak boleh merugikan konsumen.
Dalam kasus ini pelaku usaha mengajukan pembelaan bahwa konsumen yang
parkir didalam areal parkirnya berarti telah menyetujui secara diam-diam karena
konsumen tidak melakukan protes pada saat masuk ke areal parkir. Menurut
penulis hal ini tidak dapat dibenarkan karena konsumen dalam posis sulit bila
tidak parkir di areal parkir tersebut yang tempat tujuannya berada di dekat ared
parkir. Jadi mau tidak mau konsumen harus parkir di areal parkir yang dikelola
oleh konsumen.

Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, maka penulis membuat
tabel mengenal perkara yang penulis jadikan bahan kajian:
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Tabel mengenai Pembahasan Perkara Perparkiran

Para Pihak Konstruksi Pemberian Ganti Putusannya
Parkir Rugi
PT. Asurans Allianz | sewa tidak ada menolak
Utama Indonesia menyewa pembayaran ganti gugatan
melawan PT. Wisma kerugian penggugat
Bumiputera untuk
seluruhnya
PT. Asuransi Takaful | penitipan membayar ganti Mengabulkan
Umum melawan PT. | barang kerugian sebesar gugatan
Securindo Pactama Rp. 582.300.000,- penggugat
Indonesia untuk sebagian
Ny. T. Imelda penitipan membayar kerugian | Mengabulkan
Wijayamelawan PT. | barang materiil sebesar Rp. | gugatan
Anugrah Binakarya 26.150.000,- penggugat
untuk sebagian

Penulis akan menganalisis antara hubungan konstruksi parkir sewa
menyewa dengan tanggung jawab pengelola parkir, seperti yang terdapat pada
perkara PT. Asurans Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera.

Salah satu hal yang dijadikan pembelaan pendapat bahwa parkir adalah
penitipan barang adalah bahwa pada sewa tempat seharusnya terdapat kebebasan
dalam menggunakan tempat yang ada asalkan tidak bertentangan dengan hukum.
Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam
hubungannya dengan parkir adalah tidak terdapat kebebasan mengenai bagaimana
tempat itu ingin dipakai oleh penyewa tempat. Bolehkan seseorang menyewa
petak parkir mobil untuk diparkir motor? Jika parkir adalah sewa tempat, maka
seharusnya diperbolehkan jika ada enam orang yang ingin memarkir enam sepeda
motornya di sebuah petak parkir mobil. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut
tidak boleh dilakukan.

Memang dalam hukum perdata dikenal asas kebebasan berkontrak. Sesuai
dengan asas kebebasan berkontrak, maka pihak dalam perjanjian bebas
menentukan isi dari kontrak sehingga dalam perjanjian sewa-menyewa bisa
diberikan batasan-batasan. Batasan-batasan ini biasanya dibuat bukan karena
ingin mengekang penggunaan manfaat dari barang yang disewa tersebut,
melainkan karena ingin mencegah dampak-dampak dari dilanggarnya batasan-
batasan yang telah dibuat tersebut. Dengan demikian, dalam parkir boleh sga
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diperjanjikan bahwa sewa tempat tersebut hanya untuk mobil. Penyewa harus
menaatinya karena merupakan salah satu kewagjiban utama penyewa adalah
memakal barang yang disewa sesua dengan tujuannya menurut perjanjian
sewanya.**® Dasar dilarangnya bisa dikatakan untuk ketertiban dan keseragaman.
Penyeragaman juga sering dilakukan dalam tempat-tempat lain, misalnya pusat
perbelanjaan. Barang jenis tertentu dijual dalam bagian tertentu dari pusat
perbelanjaan tersebut. Dengan demikian, penyewa kios hanya diperbolehkan
menyewa kios untuk memperdagangkan barang tertentu sgja karena peraturan
tersebut umum ditemukan dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, alasan
tidak ada kebebasan dalam menggunakan tempat yang disewa tidak dapat
dijadikan dasar untuk menyatakan parkir bukan merupakan sewa tempat.

Walaupun tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan parkir
bukan sewa tempat, pembatasan penggunaan tempat yang umum ditemukan
daam sewa-menyewa ini juga tidak bisa dijadikan dasar untuk mendukung
pernyataan parkir merupakan sewa tempat. Untuk parkir pararel, kendaraan yang
diparkir tersebut transmisi kendaraannya harus dalam keadaan netral dan tidak
boleh menggunakan rem tangannya. Hal ini dilakukan agar kendaraan dapat
didorong sehingga tidak mengganggu kendaraan lain. Jika parkir adaah sewa
tempat, seharusnya pengelola parkir mendesain tempat parkir tersebut sedemikian
rupa sehingga parkir pararel tidak mengganggu kendaraan lain. Kalaupun
kendaraan yang diparkir pararel mengganggu kendaraan lain, maka sesuai dengan
Pasal 1552 KUH Perdata, seharusnya pengelola parkir yang bertanggung jawab
atas gangguan akibat kesalahan pada desain areal parkir dan bukan penyewa
tempat. Dengan demikian, kendaraan yang diparkir pararel tidak boleh didorong
karena bagaimanapun juga tempat tersebut telah disewa.

Daam perjanjian sewa tempat, yang menjadi objek perjanjiannya adalah
tempatnya. Dalam perjanjian sewa rumah misalnya, yang menjadi penting untuk
dirinci adalah letak rumah, keadaan rumah, dan ukuran rumah yang menjadi objek
dari penyewaan tempat itu. Jika parkir adalah sewa tempat, seharusnya
dicantumkan letak parkir yang disewa. Pada kenyataannya, petak parkir yang
disewa tidak dicantumkan dalam karcis parkir. Setelah mengambil karcis parkir,

18 Subekti, op. cit., hal. 43.
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pengemudi masih harus mencari petak kosong yang dapat digunakan untuk
memarkir kendaraannya. Mengenal hal ini, bisa dikatakan bahwa kendaraan bebas
diparkir di petak mana sgja yang tersedia dalam areal parkir. Akan tetapi, pada
kenyataannya pengemudi terkadang harus memarkir kendaraannya di tempat yang
ditunjuk petugas parkir.\

Pada perkara PT. Sukabumi, petak parkir yang disewa diberikan tanda
bahwa petak ini tidak dapat digunakan oleh kendaraan lain. Jadi petak parkir ini
hanya dapat digunakan oleh kendaraan yang telah terdaftar. Biasanya petak parkir
tersebut sudah diberi tanda nomor polisi kendaraan tertentu. Oleh karena itu,
kendaraan lain tidak dapat parkir di petak parkir tersebut.

Dalam parkir, yang menjadi objek perjanjiannya adalah kendaraan yang
diparkir. Hal ini dapat dilihat dari hal yang dicantumkan dalam karcis parkir, yaitu
nomor kendaraan, bukan petak parkirnya. Setelah kendaraan selesai diparkir,
keadaan kendaraan tersebut dicatat oleh petugas parkir. Jika parkir merupakan
sewa tempat, seharusnya yang dicatat adalah keadaan dari petak parkir yang
digunakan karena objek dari perjanjiannya adalah petak parkir tersebut. Dari
uraian di atas dapat dissmpulkan bahwa objek dari perjanjian tersebut bukanlah
tempatnya, melainkan kendaraannya.

Pada beberapa tempat parkir juga disediakan pilihan untuk berlangganan.
Parkir berlangganan menetapkan tarif yang dihitung berdasarkan jumlah bulan.
Pihak yang telah berlangganan bebas memarkir kendaraan yang telah didaftarkan
untuk waktu yang tidak terbatas selama bulan yang sudah dibayar. Dari uraian di
atas dapat dilihat bahwa dalam parkir berlangganan ini, hal yang didaftarkan
sebagai pelanggan adalah kendaraan yang didaftarkan pihak yang berlangganan,
bukan orang yang berlangganan. Jika orang yang berlangganan tersebut membawa
kendaraan lain dari yang terdaftar ke dalam areal parkir, maka orang tersebut
harus membayar parkir secara biasa. Jika parkir adalah sewa tempat, seharusnya
orang yang telah berlangganan secara bulanan tersebut bebas membawa
kendaraan apa sgja ke dalam areal parkir tersebut. Seharusnya ia juga bebas
memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggunakan tempat yang telah
disewa
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Selain itu, di beberapa tempat sering terdapat parkir for ladies only. Sesuai
dengan arti katanya, tempat parkir ini disediakan khusus untuk wanita. Tempat
parkir ini menyediakan beberapa petak parkir untuk digunakan oleh pengemudi
wanita. Tempat parkir menuntut tarif yang sama kepada pengendara mobil
tersebut. Jika parkir adalah sewa tempat, seharusnya parkir yang seperti itu
dikenakan tarif sewa lebih maha karena parkir tidak membedakan jenis gender.
Kenyataannya parkir itu tetap dikenakan tarif yang sama dengan parkir yang
umum.

Perbedaan tarif parkir mobil dan sepeda motor juga tidak sesuai dengan
penentuan harga berdasarkan sewa tempat. Dalam menentukan harga sewa suatu
tempat, hal yang menjadi pertimbangan adalah ukuran, letak, dan fasilitas tempat
tersebut. Ukuran tempat yang diperlukan untuk memarkir sepeda motor jauh lebih
kecil dari mobil. Dilihat dari bagaimana rapatnya sepeda motor yang ditempatkan
dalam petak parkir, ukuran tempat yang dibutuhkan untuk satu motor paling besar
adalah 1/8 ukuran tempat untuk mobil (hanya berdasarkan perkiraan penulis).
Letak tempat parkir sepeda motor terhadap gedung tujuan pada umumnya lebih
jauh dari tempat parkir mobil terhadap gedung tujuan. Dilihat dari fasilitasnya,
tempat parkir mobil memiliki fasilitas yang lebih baik. Tempat parkir mobil harus
mempunyai jalan yang lebih besar dari tempat parkir sepeda motor. Pada tempat
parkir mobil terdapat sensor untuk menghitung mobil yang melintasi sensor dan
sensor yang terdapat pada petak parkir sehingga terdapat perkiraan tempat parkir
yang tersedia. Jika melihat dari ukuran, letak, dan fasilitas, seharusnyatarif parkir
sepeda motor tidak sampai separuh dari tarif mobil. Pada kenyataannya, tarif
parkir sepeda motor adalah separuh dari tarif parkir mobil, yaitu Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) setiap jam.

Pasal 1554 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang menyewakan tidak
diperkenankan mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan selama
sewa-menyewa berlangsung. Dalam parkir, pengemudi memilih petak parkir,
kemudian memarkir mobilnya. Setelah itu, karena kurangnya tempat, ada
beberapa mobil lain yang memarkir secara pararel dan menghalangi mobil yang
telah diparkir terlebih dahulu tersebut sehingga mobil yang sudah diparkir terlebih
dahulu tersebut tidak dapat keluar. Penulis berpendapat bahwa sistem penataan
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dari tempat parkir telah berubah. Walaupun pada dasarnya tetap sama, tetapi
terdapat penghalang yang tadinyatidak ada. Mobil yang diparkir secara pararel itu
sendiri tentunya akan didorong-dorong untuk membuat mobil lain bisa keluar
sehingga mobil yang didorong tersebut akan berubah letaknya. Hal ini tentu
menyalahi peraturan tentang sewa-menyewa sehingga parkir tidak dapat disebut
sebagal sewa tempat.

Pasal 1551 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang menyewakan harus
melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakannya yang
menjadi kewagjibannya. Pada beberapa areal parkir, sebagian jalanan di dalam
areal parkir sudah rusak. Walaupun terdapat kerusakan, pihak pengelola parkir
tidak melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut. Memang
kerusakan tersebut tidak menghalangi pemakaian areal parkir tersebut, akan tetapi
kerusakan tersebut mengurangi kenyamanan dalam pemakaian areal parkir.

Pada karcis parkir biasanya dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa
pengelola parkir bebas dari tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan.
Jika parkir adalah sewa tempat, untuk apa dicantumkan klausula tersebut? Pada
sewa tempat memang tidak ada tanggung jawab atas barang yang ada pada tempat
tersebut. Pada kasus kehilangan kendaraan yang dialami PT Sukabumi, memang
terjadi hubungan sewa menyewa karena penyewaan terhadap ruangan perkantoran
jugatermasuk penyewaan terhadap lahan parkir sehinggalahan parkir hanya dapat
digunakan oleh pegawai PT Sukabumi. Hal ini dapat terlihat dari lahan parkir
hanya dapat digunakan oleh kendaraan dengan nomor polis yang telah terdaftar
sehingga jika kendaraan lain tidak dapat memarkir kendaraannya di lahan parkir
jika belum terdaftar. Klausula seperti itu tidak diperlukan jika parkir adalah sewa
tempat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sewagjarnya disimpulkan
bahwa PT Wisma Bumiputera tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan
yang dialami PT Sukabumi karena hubungan hukum yang terjadi adalah sewa
menyewa. Meskipun tidak bertanggung jawab, namun sebenarnya sewa menyewa
yang terjadi bukanlah sewa menyewa yang murni. Sewa menyewa tidak murni ini
muncul karena pengguna parkir tidak menguasai secara penuh lahan parkir yang

disewanya karena setelah memarkirkan kendaraannya, pengguna parkir akan
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langsung meninggalkan tempat parkir tanpa merawat atau memelihara tempat
parkir tersebut. Selain itu, hubungan yang terjadi tidak hanya mengena sewa
menyewa sgja, melainkan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan
konsumen. Sehingga Pasal 18 UUPK seharusnya tetap diberlakukan karena
UUPK mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Perda Parkir.

Selain masalah klausula baku, penulis juga akan membahas mengenai tidak
konsistennya putusan hakim mengenai masalah ganti rugi. Pada perkara PT.
Asurans Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera tidak ada
pemberian ganti rugi yang disebabkan hubungan sewa menyewa antara konsumen
dengan pelaku usaha. Sedangkan terdapat perbedaan yang cukup tgam pada
perkara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Asuransi Pactama Indonesia
dan perkara Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina Karya yaitu dalam
pemberian ganti rugi pada perkara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT.
Asurans Pactama Indonesia, tergugat harus membayar ganti rugi kepada
penggugat secara penuh. Namun pada perkara Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT.
Anugrah Bina Karya, penggugat hanya mendapat ganti kerugian terhadap barang-
barang yang hilang didaam kendaraan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi
putusan hakim karena menurut penulis, hilangnya barang-barang didalam
kendaraan sulit dibuktikan karena pada saat memarkirkan kendaraan, petugas
parkir tidak memeriksa isi kendaraan. Sehingga cukup sulit membuktikan
keberadaan barang-barang yang terdapat didalam kendaraan.

Berikutnya penulis akan membahas mengena penitipan barang
dihubungkan dengan tanggung jawab pengelola parkir.

Pada perkara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Securindo Pactama
Indonesia dan Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina Karya dalam
kedua perkara ini, penulis akan menguraikan hubungan antara penitipan barang
dengan tanggung jawab pengelola parkir.

Definisi penitipan barang menyatakan bahwa barang yang dititipkan akan
dikembalikan seperti semula. Pada parkir, pada saat mengambil karcis, terdapat
kamera yang merekam kendaraan yang masuk dan mengasosiasikannya dengan
karcis parkir. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tindakan merekam kendaraan

tersebut adalah kendaraan yang masuk harus sama dengan kendaraan yang keluar.
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Hali ini sesua dengan penitipan barang yang mengharuskan barang yang
dititipkan dikembalikan seperti semula. Kesimpulan kendaraan akan dikembalikan
sesuai dengan keadaan semula diperkuat lagi dengan tindakan petugas parkir yang
mencatat keadaan kendaraan yang telah diparkir. Konsumen akan menyangka
bahwa pencatatan dilakukan untuk mengetahui detail keadaan kendaraan sehingga
pada saat konsumen mengeluarkan kendaraan tersebut, konsumen yang merasa
tidak puas dengan keadaan kendaraannya dapat mencocokkannya dengan catatan
keadaan kendaraan pada saat diparkir.

Daam membahas peraturan-peraturan mengenai penitipan barang, penulis
akan membahas peraturan mengenal sifat perjanjian penitipan barang terlebih
dahulu. Berbeda dengan perjanjian sewa-menyewa yang bersifat konsensual,
penitipan barang bersifat riil."*" Sifat riil penitipan barang ini diatur Pasal 1697
KUH Perdata yang menyatakan penitipan barang baru terjadi setelah adanya
penyerahan barang secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan. Dalam
parkir, pada saat mengambil karcis, terdapat kamera yang merekam kendaraan
yang masuk dan terkadang ada juga kamera yang merekam pengemudi dari mobil
yang masuk tersebut. Dari tindakan di atas, konsumen akan merasa bahwa ada
pengawasan terhadap kendaraannya. Di dalam areal parkir, terdapat para petugas
parkir yang mengawasl kendaraan. Dari hal di atas, maka dapat dipersangkakan
bahwa konsumen telah menyerahkan kendaraannya kepada pengelola parkir.
Dengan demikian sifat riil dari penitipan barang sudah dipenuhi, yaitu secara
dipersangkakan.

Daam ared parkir, ada beberapa kendaraan yang harus memarkir
kendaraannya secara pararel. Kendaraan yang diparkir secara pararel ini tidak
boleh menggunakan rem tangan. Selain itu, transmisi kendaraan tersebut harus
dalam keadaan netral. Hal ini dilakukan supaya kendaraan tersebut dapat didorong
sehingga tidak mengganggu keluar masuknya kendaraan lain. Tindakan
mendorong kendaraan yang diparkir secara pararel juga menunjukkan adanya
penyerahan barang kepada pengelola parkir.

Pasa 1706 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib

merawat dan memelihara barang yang dititipkan seperti milik sendiri. Pada areal

17 |bid., hal. 107.
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parkir, petugas parkir akan membantu memarkir kendaraan dan mengawas agar
kendaraan tidak saling menyerempet. Petugas parkir dapat dikatakan merawat dan
memelihara seperti milik sendiri. Dalam hal terdapat kendaraan yang
menyerempet kendaraan lain, pengemudi kendaraan yang menyerempet itu akan
diminta untuk bertanggung jawab oleh petugas parkir. Hal ini menunjukkan
bahwa petugas parkir memperlakukan kendaraan seperti milik sendiri, karena jika
ia tidak memperlakukan kendaraan seperti milik sendiri, ia tentunya tidak akan
memperdulikan kejadian tersebut.

Bahwa petugas parkir secure parking telah lala dalam menjalankan
tugasnya karena ia tidak memperlakukan kendaraan seperti milik sendiri. Hal ini
dapat dilihat dari bahwa ia tidak memeriksa karcis parkir sebelum mengijinkan
kendaraan tersebut keluar dari area parkir. Sudah jelas dalam hal ini, petugas
parkir secure parking tidak menjaankan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata.

Pasal 1712 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh
memakal barang untuk keperluannya sendiri tanpa ijin dari orang yang
menitipkan. Larangan ini dipatuhi dalam parkir. Untuk valet parking sekalipun,
petugas yang dititipkan kendaraan hanya memarkirkan kendaraan tersebut dan
tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan diri sendiri.

Pasal 1719 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak
diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang lain,
kecuali orang tersebut telah ditunjuk oleh pihak yang menitipkan barang. Pada
parkir, petugas parkir akan memeriksa karcis parkir kendaraan yang akan keluar.
Jika karcis parkir sesuai dengan kendaraan, maka petugas akan mengijinkan
pengemudi mengeluarkan kendaraan tersebut dari areal parkir. Jika karcis parkir
tidak sesuai dengan kendaraan atau jika pengemudi tidak dapat menunjukkan
karcis parkir, maka petugas parkir akan melakukan pemeriksaan kelengkapan
surat kendaraan. Hal ini sesuai dengan larangan di atas. Pemegang karcis parkir
dapat disamakan sebagai orang yang telah ditunjuk oleh pihak yang menitipkan
barang.

Dalam ha ini, pengelola parkir secure parking tidak menjalankan
kewajibannya dengan baik. Hal ini terlihat ketika petugas parkir tidak memeriksa

karcis parkir kendaraan yang akan meninggalkan areal parkir. Jika tidak memiliki
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karcis parkir, sudah sepatutnya kendaraan tersebut tidak diperboleh keluar dari
areal parkir. Sehingga dalam hal ini, pengelola parkir melanggar ketentuan Pasal
1719 KUH Perdata.

Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh
menuntut suatu bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang
tersebut. Sewaktu masuk areal parkir tidak pernah ada pemeriksaan terhadap bukti
bahwa kendaraan adalah milik pengemudi. Pemeriksaan hanya dilakukan jika
pengemudi tidak dapat menunjukkan karcis parkir saat keluar dari areal parkir.
Jika dilihat dari keadaan hilangnya tanda bukti yang menunjukkan bahwa
seseorang berhak untuk mengambil barang yang dititipkan tersebut, maka sudah
sepantasnya dicari pemilik sebenarnya dari barang tersebut atau orang yang telah
menerima kuasa atas barang tersebut untuk menjaga keamanan atas barang
tersebut dan mencegah terjadinya pencurian kendaraan. Selain itu, yang diminta
untuk dibuktikan adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), jadi pengelola
parkir tidak menuntut bukti kepemilikan atas kendaraan, hanya bukti bahwa
pengemudi adalah orang yang menguasai kendaraan tersebut. Ha ini
menunjukkan dipatuhinya Pasal 1720 KUH Perdata

Pasal 1720 KUH Perdata juga mendukung tindakan penunjukkan surat
kendaraan untuk mengambil barang yang telah dititipkan. Pasal tersebut juga
menyatakan bahwa jika penerima titipan mengetahui bahwa barang titipan adalah
barang curian dan mengetahui sigpa pemilik sebenarnya, maka ia harus
memberitahukan kepada pemiliknya bahwa barang miliknya tersebut dititipkan
padanya dan memperingatkan pemiliknya agar meminta kembali barang tersebut
dalam suatu waktu tertentu yang patut. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa
pemilik sebenarnya dari suatu barang yang dititipkan dapat mengambil barang
tersebut. Seseorang dapat membuktikan kepemilikan atas kendaraan ataupun
kuasa atas suatu kendaraan dengan memperlihatkan surat kelengkapan kendaraan.
Daam parkir, jika seseorang tidak dapat menunjukkan karcis parkir saat
mengeluarkan kendaraan tersebut, orang tersebut tetap dapat mengeluarkan
kendaraan tersebut jika dapat menunjukkan STNK kendaraan.

Selain itu, pengelola parkir tidak dapat menggunakan Pasal 36 ayat 2 Perda
Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tameng untuk melempar tanggung jawabnya karena
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dalam konstruksi hukum penitipan barang, pengelola parkir harus bertanggung
jawab atas keamanan kendaraan dari kehilangan maupun kerusakan selama berada
di areal parkir. Selain itu, Pasal 36 ayat 2 Perda Parkir juga bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi, yakni UUPK. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan
Pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK. Sehingga sudah sepantasnya bila Pasal 36 ayat 2
Perda Parkir dicabut karena selain bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi juga merugikan kepentingan konsumen.

Larangan lain diatur dalam Pasal 1713 KUH Perdata, yaitu penerima titipan
tidak boleh menyelidiki wujud barang yang dititipkan jika barang tersebut
dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau dalam sampul yang tersegel. Dalam
parkir, sebelum memasuki areal parkir, dilakukan pemeriksaan mobil. Mobil
harus dibuka untuk diperiksa. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan
keselamatan dari konsumen. Jika melihat keadaan tersebut, bisa dikatakan
seharusnya dan sepantasnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini juga tidak
sepenuhnya melanggar ketentuan tersebut karena pemeriksaan yang dilakukan
hanyalah dengan menggunakan detektor logam. Pemeriksaan tidak dilakukan
untuk mengetahui wujud dari barang-barang yang ada dalam kendaraan secara
mendetail, melainkan hanya memeriksa keberadaan barang-barang yang dapat
membahayakan.

Bahwa dalam perkara Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina
Pratama, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan penggugat, yaitu
tergugat harus mengganti kerugian akibat kehilangan barang-barang yang terdapat
didalam kendaraan. Hal ini merupakan suatu terobosan karena dalam Pasal 1713
KUH Perdata, penerima titipan tidak boleh menyelidiki barang yang dititipkan
bila barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau disegel. Hal ini
tentunya menyulitkan pengelola parkir karena berarti tidak hanya harus
bertanggung jawab atas kendaraannya sgja, tetapi juga barang-barang yang
terdapat didalamnya.

Ketentuan Pasal 1715 KUH Perdata menyatakan bahwa penitip bertanggung
jawab atas kemunduran-kemunduran barang titipan yang menjadi tanggung jawab
penitip. Dalam parkir yang menginapkan mobil seperti lazim ditemukan di

bandara, pengemudi bertanggung jawab atas kemunduran kendaraannya. Contoh
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yang dapat diambil adalah aki kendaraan yang tidak kuat untuk menghidupkan
kendaraan karena kendaraan tersebut sudah berhari-hari tidak dinyalakan.
Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kemunduran tersebut.
Mempertimbangkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepantasnya
disimpulkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir merupakan penitipan barang
karena memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan mengena penitipan
barang. Memang lazimnya penitipan barang diserahkan kepada pihak yang
menerima titipan, lalu penerima titipan tersebut yang akan mengurus barang
tersebut seperti layaknya valet parking. Parkir mengharuskan pengemudi
memarkir sendiri kendaraannya. Keadaan seperti ini sebetulnya sudah lazim
dalam perdagangan saat ini. Penulis mengambil contoh jual beli. Ada toko yang
melayani pembeli dengan menanyakan barang apa yang ingin dibeli konsumen,
kemudian mencari barang tersebut untuk konsumen. Ada juga toko yang
membiarkan konsumen mencari sendiri barang yang ingin dibelinya, kemudian
konsumen menyerahkan barang tersebut kepada penjual untuk dihitung harganya.
Parkir yang bukan valet parking juga bisa disamakan, yaitu pengemudi mencari
sendiri tempat parkir yang diinginkannya, kemudian memarkir kendaraannya.
Jadi, penulis berkesimpulan bahwa parkir adalah penitipan barang self service.
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis berkesimpulan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pengelola
parkir tidak bertanggung jawab terhadap konsumen atas pelayanan yang
diberikannya. Hal ini terlihat dari putusan-putusan yang ada, bahwa pelaku usaha
berusaha mengelak dari tanggung jawabnya bila terjadi kehilangan maupun
kerusakan pada kendaraan milik konsumen yang diparkir dalam areal parkir yang
dikelola oleh pengelola parkir. Sehingga menurut penulis, pengelola parkir belum
menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUPK karena tidak memenuhi
hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Penulis juga berkesimpulan berdasarkan analisis terhadap Perda Parkir
bahwa selama ini pengelola parkir berusaha menghindar dari tanggung jawabnya
dengan cara menjadikan Perda Parkir terutama Pasal 36 ayat 2 sebagai tameng
untuk melempar tanggung jawabnya. Selain itu, sudah sepantasnya bila kendaraan
yang hilang diganti secara penuh, tidak lagi hanya mengganti sebagian.
Konsistensi dari putusan hakim juga sangat diperlukan agar dapat memberi
jaminan terhadap perlindungan hak-hak konsumen yang dirugikan.

4.2 Saran

Penulis menyarankan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Perparkiran, terutama Pasal 36 ayat (2) ini dicabut karena bertentangan dengan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan yang lebih tinggi dan
jugatelah menciderai hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi

Daam ha klausula baku, penulis menyarankan agar setiap bentuk
pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir agar dihilangkan karena klausula
baku tersebut menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus bertanggung
jawab untuk kesalahan maupun kelalaian yang tidak dilakukannya.
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Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan di-
lakukan tepat pada walktu pembayaran.
dan secara khusus %telah diatur pula dan sebagaimana ter
nyata pada point 4 Seation V. General Condition Policy-
of Motor Vehicle Indonecsia yang telah diss=nakati oleh -
Sukabuui d..a Pengpugat yiing meaga tur bahwa

"4. Subropations

The Jompany is hereby exnressly and without ne -
ceszity of formality or transfef subrogated to -
al1 2%aims which insured during the currency of-

th'= insurance Ty acquire agalnst third parties
in ciase of theft or loss or damage to the motor-
vehizle up to the amount of comrens2tion pavable

oy bthe comriny.
N ndmission, offer pronise or rayrent shall be-
mirds by insured without “he written consent of -
tiia company which if it wishes may in the name -
9% the insured undertuk: the defence and the set
tlement of any claim to compensasgion or in the -
insured's name for ity own benefit may institute
a claim for compensation.
In the settlement of dany claim the insured must-
give all such informetion and assistance 23 the-
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dengan demikian, terhitung sejak tanggal dilakukannya -
pembayaran klaim oleh Penggugat kepada Sukabumi, sesuai
jumlah kerugian yang diderita oleh Sukabumi, maka sejak
saat itu demi huicum dan berdasarkar Xesepakatan antara-
Sukabumi dan Penzgupget, telah %erjadi peralihan atau —-
perpindahan hak untuk maminta, menuntut dan/atiu menda-
patkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergrantian atas
kehilangin xendaraan yans semula dimiliki oleh Sulkabumi

kepada Pengzgugat.

Bahwa Pensrzapat selanjutnya berhak untuk meminta, menun

tut dan/atau mendapatxan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian atas kehilangan kendaraan yang semula dimi-

liki oleh Sukabumi kepada Tergugat.

Bahwa Penpaugat, selain klaim kehilangan kendaraan ¥ang
telah diajukan oleh Sukabumi kepada Tergugat melalui su

ratnya No.104/S1C/X/200 tertanggal 31 Oktober 2000 (un=

tuk selanjiutnya dalam nroses berperkara dapat disebut '
sebagai 7). telah merberitahukan dan/atau mengingatkan
kepada Tergugat untuk melakukan nembayaran kembali atas
rembayari). eanti rugl yong t2lah dilakukan Pengpurat --
kepida Su'cibumi sahubunin dengan kehilangan kendaraan,

lengan peecsirimikan ot
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11.

1@y

=

a. teguran/somasi I {pertami) melalui surat No.Ref. -
103/F1is/XI1/ 2000 taaggal 11 Desember 2000 (untuk sa
lanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut se=
bagai P8) ;

b. teguran/somasi II (cedua) melalui surat No.Ref.110/
PHS /21 1,/2000 tangral 19 Desember 2000 (untuk selan-
Jutnys dalam PTros#s bherperkara dapat dissbut seba -
gai P%) : dan

(8]

tegurﬂn/qgmaai ITY {ketiga) melalui gurat iio.Ref., -
/P 3/1/2001 tangral 17 Januari 2001 (untuk se -
lanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut ge-
bagai P10) ;

Yang pada nrinsipnya Penggugat meminta Kerada Tergugat

untuk segera mempertanggung Juwabkan atay membayar ke-

rugian sehubungan dengan kehilangar kendaraan.

Bahwa Terjzugat telah menanggapi Somasi I (pertama) dan

II (kedua) Pengpugat sebagaimana dimaksug rada butir -

10 diatas dengan suratnya mmsing-masing :

a. No. O34/WB_GM/XII/NO tanggal 12 Desember 2000, yang
menangaapi teguran,/somasi I Penggugat (untul selan-

Jutnya da’lam proses berperkara dapat disebut seba -
&ai P?11) ; dan

b. Mo. OU1/W3-Gla/I/01 tinggal 2 Januari 2001, yang me-
nangenr. teguran/scmnsi IT Fengaugat (untuk selan -
Jutriva dalsun progns berperkara laput disebut seba -
aai Prig) oo

yarg mana tanggapan Tergugat rada Prinsipnya menyata -
tan banwa Tergugat tidak dapat dan/atau tidak memililci

kewajiban kepada Pengpugat untule membayar kerugian i

Penggugat dan/atau mituli melalkukan pPembayaran kembali-
atas pembayaran kerugian yang t2lan dilakukan Penggu -
fat kepada Sukabumi sehubungan jengan kehilangan kenda
I'aan.

Sedangkan sampai dengan tangral dibuatnya gugatan ini-
Tergugat belum menangrani Somasi I1T (ketiga) Penggu -
g2%, yang mana Somasi III (ketiga) dimaiksud telah dite
rima oleh Tergugat, sesuai dengan Tanda Terima tertang
gal 17 Junuari 2001 (untuk selanjutnya dalan proses —--
berperkaxu davat disebut sebagai P13).

Bahwa tibkdukua ataun tangrapan Tergugat untuk tidak men
bayar renggantl  <eruginn kepada Periggugat S2bagaimana-
dima<sad diatig adalan jelas melanggar halk-hal Penggu-
gat, yang nand hal ini sesuad dengsn huruf' h Pasal 4 -

UUPK (sebivaimana talar Aiuraikan sebelumnya) dan meru -

valein malandgaran torhadap kewajiban Tergugat sebagai-

R w1 nebmssiir e A4 : e HH4s a Jjuncto-
naloen g e ;ﬁr}é‘ﬁgrg%ar'h.égung:}éwég_{_fH}anw,’-f}ﬁun%‘m



huruf f Fasal 7 UJUPK yang mengatur banwa :

"a. Beritikad baik dalum melaxukan Xegiatan usahanya".

"f. Membarikan kompensusi, ganti rugi dan/atau neng -
fantian atas kerugian akibat 'éngpunaan, pemakmi-
an, dan pemanfaatan barang dan/atay jagda yang di-
perdagangkan. " -

dan/atau Pelanggaran terhadap periangungjawaban Tergu;

gat sesuai dengan ayat 1 duncto 2 Pasgal 1¢ UUPK, yang
mengatur bahwa

"{1) Pelawu usaha bertunggung jawibd memberikan ganti-
rigl atas kerusalcur bencemaruan dan/atan kerugian
korisumen akibat nengkonsumsi barang dan/atau ja-
s& yang dihasilkan atau diperdagangiany" ¥

"(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da
pat berupa pengembhalian uang atau penggantian ba
rans dan/atau Jasa yang sejenis atau setara ni -
lainys, atau perawatan kesehatan dan/atau nembe-
riar santunan yang sesuai dengan ke=:entuan ner -
undang-undangan yang barlakuy."

sehingpr hoerakibat Perprugat manderita ¥srugian., Oleh
karera itu adalan wajar apavila Penggugat menuntut —-
Tergugal, iintuk segera membayar kerugian sehubungan dd
nean kehilangan kendaraan varg dimaksud dan ditambah-

biaya-bizya yang timbul sehubungan ddngan renyelasaian’

permasalahan ini yang diderita Penggupat sejak tang -
gal pembayaran kerugian oleh Pengpugat kepada Sukabu-
mi sampai dengan tanggal dikabulkannya atau dipenuhi-
nya tuntutan Penggugat oleh Hakim Majelis.

Atas kerugian-kerugian tersebut diatas, sesuai dengan
pasal 4 UUPK, Pengpugat berhalc untuk meminta kepada -
Tergurat untuk membayvar kerugian sehubungan dengan ke
hilanpan kendaraan dimaksud ditamhah den&an biaya—big
ya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian nermasa
lahan ini, sebagai herikut :

a. penggantian sejmamlan Nilai Klaim yarg telan dibayar
kan kewada Sukabumi ditambah dengan biaya-biava —-
vang Limbul sehubunazan dengan pembayatan klaim di-
malsud, termasuk tetupi tidak terbatas pada biaya
jasa hrukum (pengacara). dengan rincian : .

- Nilai <laim : Rp.109.800.000,00
Biaya Jasa Hukum : Rp. 83.470.000,00

atan berjumlah p.193.270.000,00 (seratus sembi-
lan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu -
rupiah) ; dan ditambah

- bunga atas nilai {lain sekurangnya sejak tanggal

pemovayaran klaim setidakny Baﬂﬁﬁ&l fipman tang -
gal didaf%@?ﬁﬂﬁ%%&n%ﬁﬂaﬁghﬁ?g% yai%u sejak

i

-



13.

tangral 10 Novemher 2000 sampai dengan tanggal -
30 Junuari 2001)'atas seluruh Nilai Klaim, yang-
mané bunge dihitung untuk 1(satu) tahun sebesar-

14% (empat belas persen), yaitu dengan perhitu -
ngan i

bunga : Rp.193.279,000,00 x 14% x 81 hari
360

= Rp.6.C+42.005,00

atau terbilang sebisar enam juta deldapan puluh -
d:zlaran ribu lima rupiah.

szhingga total keseluruhan nilai Xerugian yang -
diderita Penggugat adalah sebesar Rp.10¢.358,005
(seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus

v

lima pualuh delapin ribu lima rupiah).

Bahwa agar Tergupgat mau melaksanalkan putusan per
kara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum mem-
bayar uing paksa kepada Penggugat sebesar —-—————
Rp.1.000.000,~ (satu juta rupiah) sehari, setiap
ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak U
tusan diucapkan sampai dilaksanalkan.

Dokods A 00-B BROQY 17848

Bahwit karena Penggugat chawatir Tergugat tidak —-
akan dapat memenuhi kewajibannya sehubungan de -
ngan gupatan ini, maka Penggugat mohon agar dile
takkar Sita Jaminan ternadap tanah beserta ba —-
ngunan milik Terguszat yang tarletak di Jalan Jen
derral Sudirman Kav.?E.‘Jakarta 12910 atau dike -
nal dengan ¥isma Bumiputera.

Banwi Penggugat jusa mohon putusan ini dapat di-
jalangan/dilaksana<in terlebih dahulu (uit voer-
baar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau -
pun «da upaya Banding, Kasasi dan/atau upaya-upa
ya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-al:isan tersebut diatas, Penggu -

gat mohon kepada Penpgidilan Negeri Jakarta Selatan-

berkenan untuk memutusikan

DALAN FOKOK PLERXARA

Mengabulkan pugatan Penggugat seluruhnya.

Meryveatukan Terpgugat telah meliakukan pelanggaran
—erhadiap hak-hak Peaggugat dan melakukan pelang
raran terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat sen

diri,  Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012



3. Menvatukan sah dan berharga semua alat bukti —-
yanm diajukan Penggugat dalam perkara ini.

4. Menyatairan sah menurut hukum peralihan atau per
pindanan hak (subrogasi) yarng dilakukan oleh -—
Sukaoumi ternadap Penpgugat untuk meminta, me -
nuntut dan/atau mendapatkan kompensasi, ganti -
rugi dan/atiu penggantian atas kehilangan kenda
raan.

5. Meoghukum Tergugat untul membayar kerugian yang
diderita Penggugat seluruhnya Rp.1992,358.005,00
(¢eratus sembilan puluh sembialn juta tiga ra -
tus lima puluh delapan ribu lima rupiah).

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada -
Penprugat sebesar Rp.1.000.030,- (satu juta ru-
piah) setiap harinya, apabila ia lalai memenuhi,
isi putusan, terhitung sejak putusan diucapnkan-
hingega dilaksanakan.

T. Menghukum Tergugat membayar biaya-tiaya yang --
timbul dalam perkara ini.

DALAM PRUVISI

1. Menyaviikan sah darn berharga sita jaminan dalam-
perwam ind. )

2. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dija
lanxan walau ada verzet, banding atau kasasi ——
dari Tergugat.

Dalam peradilan yangz bail, mohon putusan yang se -
adil-adilnya (ex a=2quo et 20no).

lenimbang, bahwa pada hari sidang pertama, kedua -
helanh niha’r telah datanpg menghadip dipersicangan, kemu-
Aian diusauaxan mendamaikan para pikak, namun tidak ber
hasil, szhingga pemeriksaan dalam perkara ini dilanjut-
kan dengan nzmbacakar surat gugatan yang kemudian isi -
nya ta2tap dipertanankan oleh Fenggugat ;

Meaimbang, bahwa t:rhadan gugatan tersebut, Tergu-
gat telah mengajukan jawaban yang peada pokoknya mengemu
kakan sebagdi berikut
I. DaLAm isiswpPsl

1. Penswugat tidak mencnuhi persyaratan hukum (tidak
berwenang) untuk menggugat. ; _
Bahwa tidak adanyva hubungan hukum yang jelas anta
ra nikak Penggugat dangan nihak Tergugat didalam-
kasus a-quo.

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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Olen karenanvi azas subrogasi yang dipahami oleh
Pewrgugat s=bugsi dasar gugatan adalah tidak te-
rat, sehingea gupitan ini tidak dilendasi alasan
huwum vane sugt atbau s tidak-tidaknya tidak sesu
al Zengan macsud ketentuan Urdang-Urdang vang -:
2idulilkan cler Perggusat. Oleh karenanya guga -
tar yeng demikisn haruslah ditolak a<ay setidak-
Glduknya dinyatekar tidac dapat diterima (NO).

Gugatan Obscuur Libel.

Kepiatan bisnis Asuransi Penggugat yang didalil-
can mengalami kerupian sama sekali tidak ada hu-
oungannya denpsr. nihak Tergupat, pugatan tevha -
dap Tergugnt sanga* tidak masuk akal dergan ala-
san yang dicari-cari.

7leh karenanya pugatan ini menjadi sarngat kabur-
/tidak jelas point-point dalam fugatanhya pun ti
dak ferstruktur dergan baik dan jelas, oleh kare
nanva atas gugatar yang sedemikian kabur sudah —
gevitjarnya bila gupatan a-quo dinyatakan tidak -
dapit diterima (N.O.).

II. DALAN POKOK PrRKARA

1.

4‘

Meriyatukan bahwa antara Penggugat dengan Tergu-
gat tidak mempumyai hubungar hukum apapun dian-
tara keduanya.

Merolak gugatan Fenggugat seluruhnya.

Merighukum Pengaugat untuk membayar biaya perka-
ra yans timbul.

S2lebinnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbanu, bahwa at:is juwoban tersebut, Pensggugat

meniznagani ya denaar rer ik yang nzda pokoknya mergemiy

Feankinn

DAL,

sehasnd teribut

St 4543 .

T. Penggupat nemiliki dosar hulium yang sangat jelag -
dan Terpupat adala nihak yang paling bertanggung -
Javab abas kerupgian yang timbul.

2. Bahwa Pengsupat sebapgai pensranti hak dari Sukabumi

(selaku konsumen atat pengguna jasa) memiliki hak -
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untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau -
venggzantian dari Tergugat (selaku pelaku usaha), --
hal ini sesuai dengan :

i. Pasal 1 ayat 3 Undang-indang Perlindungan Konsu-
men No.3 tahun 1999, (UUPK).

ii. Pasal 1 ayat 5 UUPK.
iii. Pamal 1 ayat 2 (UPK.

maks herdasarkan ke tentuan—-xeterntuar UUPK tersebut—
diaten

1. Tergugat adalan termasuk sebagai pelaku usaha se

bagaimena dinaksud pada pasal 1 ayat 3. ”

ii. Pergelola perparkiran oleh Tergugat di areal —~—
pargir Wisma Bumiputera adalah termasuk jasa se
bagaimana dimalksud pada pasal 1 ayat 5, dan

iii. Penggugat (yang menggantikan hak dan/atau kedu
dukan hukum Sukabumi) adalah termasuk sebagai-
konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ——-
ayat 2. :

Bahwa gugatan Pengsugat tidak kabur dan Tergugat ku

rang memahami hukum.

Bahwa Penggugat sepenuhnya mempunyai hak untuk men-

dapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti-

an dari Tergugat.

DALAM FOxV4 PERKARA

1.

Tergugat adalah pelaku usaha yang berusaha untuk mern
cari pembenaran untuk:-tidak melakukan penggantian -
kerugian.

Tuntutan ganti rugi Penggugat sesuai prosedur dan -
sangat bLerdasar hukum ;
funtutan uang raksa atau dwangsom harus dinyatukan—

diterima karena tidak bertentangan dengan hukum —-—-—
varg bherlaku.

Merimbanrg, bahwa atas rerlik tersebut Tergugat me

nanggarinya dengar duvl ik, namun kdarena isinya pada po
kokrya sama atau serupu dengan jawaban pertamanya, ma-
ka kiranya tidak perlu lagi dikutip disini.

Nenimbang, «.csccccaaas
Analisis.tanggupgjawab..., Henry, FHUI, 2012




s A0 =

Merimrv:rg, bahwa urtuk merguatian gugatannya, Peng
gugat telahr mengajukar. surat-surat bukti yang telah me-
menuhi syarc’ sahnya sstazai alat bukti yang meliputi -
P-1 s8/d ¥-20, keecuali P-6, P-7, P=12, P-13, P-14, pP-15,
dan P-19 yirg belum ada aslinys atanu aslinya ada vada -
pihax Tereupat, berupa

4

t. Fotovory Poliecy of listor Velidele Indonesia, (tanda -
Pa1)

2. Fotocony Lar Parkinez Licerae Agreement between PT. -
wismu Humiputera and NV, Sulkabumi Trading Coy, 19 --
Februari 1986, (tanda P-2) s

3. Fotocopy UU No.8 tahun 199¢ tentang Perlindungan Kon
sumen, (tanda P-3) ;

4. Fotocopy KUH Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, --
dalam hal ini pasal 244, (tunda P-4) ;

5. Fotocopy KUH Perda+a, dalam hal ini pasal 1400 dan -
pasial 1401 ke-1, (tanda P-5) b

6. Fotocony Laporan Polisi Sektor Setiabudi Jakarta Se-
latan, tangeal 01 Sevtemrber 2000, (tanda P-6)

i E

7. Fptoconyv surat dari FT. Sukabumi Trading Coy kepada-
PT. Wisma Bumiputera, tanggal 31 Oktober 2000, (tan-
da P-7)

8. Fotocopy surat dari PT.Sukabumi Trading Coy tentang-
Declaration of Subrogation to PT.Asuransi Allianz —-

Utama Indonesia, 31 Oktober 2000, (tanda P-8) ;
9. Fotocopy Payment Order, (tanda P-Q) :

10. Fotocopy Formulir Klaim Kendaraan Bermotor, targgal-
4 September 2000, (tanda P-10) ;

11. Potocory Paksimili dari }P.Asurensi Allianz Utama In
donesia kepada PT.¥isma Bumiputera, targpal 22 Sep -
tember 20C0, (tanda P-11) ;

12, Motacory =avat dari FUr.Wisma Bumiputera kepada PT.
Acurany i btlilanz Utara Indonesiaz, tanggal 29 Sevtem-—
ner @007, aal @ Xlainr kehilangan kendaraan, (tanda -
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13. Fotocopy surat dari rrillanggodo, Faullussy & Saragih
kepada PI.Wisma Bumiputera, tanggal 11 Desember 2000
(tanda P-13) ;

14. Fotocopy surat dari Frihanggodo, Eaullussy & Saragih
kepada Pl.Wisma Bumiputera, tangpral 19 Desember 2000
(tanda F-14) ;

15. Fotocopy surat dari Frihanggodo, Haullussy & Saragih
kepada P71.Wisma Buminutera, tangral 17 Januari 2001-
(tanda P-15) ;

16. Fotocory surat tanda terima, tanggal 17 Januvari 2001
(tanda F-16) ;

17 Fotocoﬁr surat dari Fl.Yisma Sumitputera kKepada Pri -
hanggodo, Hawllussy & Saragih, tarpeal 12 Desember -
2000, (tanda P-17) ;

18. Fotocopy surat dari Pl.Wisma Bumiputera kepada Pri -
hanggodo, Huullussy & naragih, tangegal 2 Januari —--—-
2001, (%anda P-18) ;

19. Fotocopy Tanda Parkir (sebalik) PT.Wisma Bumiputera-

(tanda P-19) ;

20. Fotocopy Policy Schedule, targgal 24 April 2000, —--
(tanda P-20) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis, un

tuk menguatkan gugatannya tula, Penggugat telah mengaju—

kan 2(dua) orang saksi yeng kesemuanyvea memberikan ketera
negan dibawah sumpah dan pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : ROBYA TATA

Bahwa saksi hekerja di Pl.Sukabumi sejak 6 tahun yang lﬁ;

lu dibagian umum sebagai Kepala Seksi H

- Bahwa saksi tahu antara Pl.Sukabumi dengan FT.Wisma Bu
miputera ada hubungan hukum yaitu P1.Sukabumi menyewa-—
ruang kantor pada PT.Wisma Bumioutera yang terletak di

Jaler. Sudirman launtzi, & ;

- Bahw:i g2 nenyewa ruaangen kamtor tersebut ada perjan-
jianrya yurnw# biasarya 2 tahun diverbaharui, terakhir -
tahur, 154 0/104649, jadi. sehenar:ya diperbaharui tahun —-
198¢ s/% &iG1 3

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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Bahwa disamping itu PT.Sukabumi Juga menysawa tempat --
rarkir pada PT.Wisma Bumiputera, nampn perjanjiannya -
bagaimana, saksi tidak tahu ;

Bahwa setahu saksi PT.yisma Bumiputera bidang usahanya
adalah p=augalola gedung untuk kantor-kantar 3

Bahwa usaha parkir Yang diadakan PY.Wisma Bumiputera -
terhadap PT.3ukabumi adalah menyertai usaha sewa ruang
kantor, yung ditetapkan rer 3 bular sekali setor, teta
pi berapa besarnva, saxsi tidak tabu ; -

Bahwa apabhila ada crndaruan hilang ditempst parkir —--

rane termedia, setahu saksi iitangesung oleh penyewa ; .

Bahwa getanu saksgi rerianjian sewa lahan rarkir antare
PT.¥isma sumiputera denpan FU.Sukabumi terakhir diada-
kan tahun 1986 s/d 155 dan hanya sekali itu saja di -
buat ;

Bahwa saksi tahu ada kandarann milik PT.Sukabumi hilang
ditempat parkir tersebut yaitu sebuah sedan Corona pa-

da tanggal 1 September 2000, dan hal ini sudah dilapor

kan ke Polisi ; ’

Bahwa mobil yang hilang tersebut oleh PT.Sukabumi su - -
dah diasuransikan kerida PT.Asuransi Allianz Utama In-
donesia dan sudah diajukan klaim serta sudah dibavar -
oleh PT.Asuransi Allinnz Utama Indcnesia, namun berapa
besarnys saksi tidak tahu ;

Bahwa setx#hu saksi PT.Sukabumi Juga mengajukan klaim -
kepada PT."isma Bumiputera pada tarngral 30 Oktober 2000
tetapi hariva berupa himbauan ;

Bahwa kenapa PT.Sukabumi tidak segera mengajukan klddm
kepada Pt.Wisma Bumiputera segera setelah terjadi kehi
langan mobil tersebut, saksi .tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu apalmn antara PT.YWisma Bumipute
ra dengan Pl.Asuransi Allianz ada hubungan hukum H

Bahwa setiup parkir di areal parkir PT.Wisma Bumioute-
ra, selalu davat tanda parkir dan kalau kendaraan kelu
ar harus renyerahkan tanda parkir tersebut kepada petu
gas, sedarskan kendaraan yang hilang tersebut dapat ke

luar farmpi menyerahlar ftanda parkir ;
Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012



Saksi-2 : HARYONO :

- Bahwa siksi bekerja di PT.Sukabumi bagian umum sejalk -
14 tahun ya-e lalu ;

- Bahwa benar ''.Sukabumi nenyewa ruang kantor di PT.Wig
ma Bumiputs rn lantai 8, dan ada verjanjian tertulis da

ri tahun 1¢o6 5/d 1989 dan setelah ity saksi tidak ta-
hu

— Bahwa PT.Su<abumi juga renyewa .ahan untuk parkir dari
PT.Wisma Bumiputera dan adapula rerganjiannya tetari -
saksi tidaic tahu sejak kararn, dun sampai sekareng ma -
sih menyewz, tetapi besarnya saltsi tidak tahu ; v

- Bahwa PT.Suc<abumi pernun kehilangan mobil sedan nada -
tanggal 1 Santember 2000 di lehin parkir vang disewa -
dari PT.Wicma Bumiputera, dan menurut nerwardlan varg-
bertangpuns jawab adalah renyew: 3

- Bahwa PT.5ukabumi pernah renuntut ganti rugi pada PT.
Wisma Blmirutera atas kehilangar mobil tersebut nada -
tanggirl 31 Ugtober 2C0OC, ramun <~endara tidak dilakukan-—
segera sel:iah kehilangur tersedut, saksi tidak tahu -
tetapl sec.ra lisan sudal. diberitahukan H

- Bahwa Pu.ooiabuwed acs avbungan aukum dengan FT.iAsuran-
81 Alliunz vazbtu mobil yung hilang tersebut diasuransi
kan pada Fl.Asuransi Allianz, namun klaim Yang cdiajukan
sudah dibayar oleh Pl.asuransi Allianz sekitar bulan —
Nopember 2000 ;

- Bahwa apakal antara PT7.wWisma Bumiputera dengan PT.Asu-
ransi Allianz ada hubungan hukum, saksi tidak tahu :

- Bahwa-setian kendareaan yoarg diparkir dilahan parkir -—-
PT.Wisma Bumiputera diberi tanda parkir, dan waktu ken
daraan tersebut hilang, tanda parkir masih ada pada e
milik mobil ;

Menimbury, oahwa untul menguatkar bartatannya, Ter-
gugat telah me2ngajukan bucti-bukti tertulis yang memenu-
hi syarat sannya sebagni alet bukti di Pengacdilan yar.g -
meliputi -7 s/d T-5, kecuili T-4 dan T-5 yarg aslinva -
ada puada "Lbew ketiga, bermpa @

1. Fotoceny <oritugan (e tusd Bidang Koordirasi Penanaman—:
ltod <) oL@ Ta/ 0/ PU1GG sangeal 2 September 1Q¢0, ten
faar v vt Anklisis tahggungjawab:.., Hehryl FHUE 2012



2. Fotocopy Lease Apreement, March, 1, 19¢C, between PT.
Wisma Bumiputera and FT.Sukabumi Trading Coy, (tanda-
-2) ;

3. Fotocopy Kartu Parkir, (tanda T=3)

4. Fotocopv Surat dari FTl.oiiismn Bumiputera kepada P'l.Biin-
kabumi, tanggal 31 hare< 2001, Hal : Tagihan Jasa Pe-
rawatan Area, (tanda T-4) ;

5. Fotocopy uilyet Giro sirk Niage dari Fl.Sukabumi Tra-
ding Coy, (tanda P-%) ;

&. Fotocopy Jar Parking i.icence Agreement between PT.Wis
ma sfumioutera and NV.sulkabumi Trading Coy, 19 Februa-
ry 1936, (tanda T-6) ;

Menimbang, bahwa seranjutaya untuk memrersingkat —-
uraian rutisan ini dailturiuk pada nal-hal sehagaimansi ter
cantun daln bverita acaru sidang yane diangan tersimpul
dalam puturanr ini H

Menimu ng, buhwe padi akhirnya setelah mengajukan —
kesimnulan, kedua belah rihak tidak mengajiukan sesuatu -
lapgi dan mehon patusan.

TENTANG Fur'LIMBANGAN HUKULEY a

DALAM BXSEPST -

Meriimbang, bahwa dal:iumn jaﬁaban te rhadap gugatan --
Penpgugat, Terpugat talak nengajukan eksepsi yang nada-
pokoknya mengemukakan hal -hal sebagaimana telah dikemu-
kakan diatas tentang durfuk nerkaranyi.

Fenimbong, kahwii meranal skseosi pada butir-1 yang
antara lain mengemukakan hahwa Vengmumint tidax memenuhi
persyaratan hukum (tida< bhe ewenang) untux mengpugat, dan
tidal adanyi hubungan hakum yansg, jelas antara pintal —-—-
Penzgugat dongan pihak Tnrgugat didalam kasus a-ano, Ma
Jelis Halkim herpendapat bahwa didalam svatu negara au -
kkum, seseoring atau suati pihak berhak atau berwenang -

untu< menggngat pihak lain apabrla dirasa pihak lain --
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tersebut mesitkuakan «atan tidak melakulkan su4a tiy

yang dinngean neruwgikan saaty
atau tidak ddanya
untuk iy

nerbuatan
prhak terlepas dari ada -
hubungan hukun diantara :izre

harus dapat thibuktilan dengan
tineraidangan Pangadilan ;

ka yang -

ukti-Hukti ——-
yang galy

1

Menimboapg, bahwa fadangkan menesenai A788 sunrogasi
vang dinar:.-

>leh Penpaupat sebapgai

Jelis Hevicir oerpendapat wahwa tenat
azas aubrogng

dasar Fuaatan, Ma-

At tidak tepatnya

1 tersebut Al teranican vE ceantung nada pem—
buktian nanti dipersidangan, dam ha) inl sudan menyang-—
kut atan menasukl materi pokok Perkara viang glkan dapat-
ditentuican nanti berdasarkan buikti-buicti vang zda, se -
dangxan vare boleh dikenmukakan dalam

sunia eksersi ada-
lah hal-hal yang tidak te:rma

suk dalam poliok PR r<ara
Menimvang, bahwa selanjutnya me

ngenai eksensgi yang
mengenulkale: n

bahwa gugutan.obmcuur libel,
berpendapat, bahwa seteldan ditae
hadap

hajelis Hakim
Titi secara mendalam ter—

ternyata tidak ada hal -
hal vang barzifnt ohscuur libal,

sirat sumatan Pengﬁugat,

karens baik nosita mau
Junoretitwenrn owloup Jelns dan tidak ada

cuali s:3ikit ymlan bulis pada nalaman g,

Najelis Huwim 4wl

ang kabhur ke--
yang

namun menurat
iny tidaklah baraifas Prinsipiil

vang
danat meEryriticl b tlean

zaburnya gueatan (obscuur libel), -
karena menmiz

W vada halaman 1 dimarea aueatan tarsabut -

apada Xe tua Peargadilan Negeri Jukartu Sela -
buxan Perigadilan Negari Tangerang
ta petitunnya nun tidalk

ditujuikcan o
tan, + dan posita ser-
menyinggung ke jadian Qi Tange

rang
Menimbiang, bahwa

verdasarkan pertimbangan—pertimbﬁ
ngan sebag-imans

dikemukakan diataas, maka eksepsi dari-
Tergupat xarena tiduk baralasan hukun

ditolak ;

azxan dinyatilan -

DALAM FOKUK PuRiKaiRa

Ferim.: ra, bahwa mitosud dan tu, uan gupatan FPenggu-

setagaimana diuraikan diqatas 3

gat adslal

Merde ving, bahwa dari puRztan Penssugit dan jawab-

meniawah st Mang e o b denpan Terpugat serta bukti -
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bukti yanrg diajukan olen wmadua telah pihak, maka Majelis
Hakim dapat menyimpulkan »ahwa hal-h:al yang menjadi no-
kok sengket:. antara ksdua belah pihalt tersebut adalah -
bahwa Penggugat mendalilkan tentang adanya peralihan --
atau perpindahan hak (subrogasi, yangs dilakukan oleh -~
PT.Sukabumi terhadap Pengswugat untuk menuntut atau mnen-
dapatkan kompensasi beruni ganti rugi atas Xehilangan -
kendaraan bermotor (mohil) milik PT.Sulkabumi di lahan -
parkir milik atau yang dikelola oleh Terzupat, sedang -
kan Tergurat mendalilkan bahwa tidak adanya hubungan hu
kum antara Penggugat denpgan Terguagat, sehingsa Pensau -
pat tidak memounvai hak untuk menuntat/mendanatkan =an-
ti rugi ates hilangnya kendaraan bermotor milik PT.Suka
bumi tersedbub ; |

Menimbangz, bahwa t2rhadap pokok sengketa diatus --
yang juga nerupakan inti dari petitum gugatan butir-2 -
dan butir-+4, hajelis Hakim akun mempertimbzngkan seba -
gai verikut dibawah ini ;

weninvung, banwa rakah Terguaet telah melakukan -
pelanggaran terhadap hal-hak Penggupat dan melakukan pe
lanpgaran teraadap kewijiban-<ewajiban Terpugat sendiri
majelis Hiltim akun mempertimbairgkan sebagai bsrikut di-

bawan ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dijelasxan-—
apakah adn hak Penggugat terhadap Tergugat, dan avakah-
ada nuli kewaijiban Tersusat yang dilanggar gendiri oleh

Terpugat i

Menimbang, bahwa daxri fakta-fakta vang terjadi di-
persidangan baik yang borasal dari bukti-bukti tertulis
maupun saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa semula --
PT.Sukitoumi telah menyewia ruangan kantor dari Tergugat-
yang terletaic di Jalan Sudirman lantai 8 sebapaimana —-
vang diternpgxan oleh g kei-saksi yang diajukan oleh —-
Penpggugat it Hobya [Mtue dan Haryono dan sesuai nula-
dengan bu«ni -2, kemudian antara kedua belah pihak ter
sebut juga terdapat parjanjian sewa lahan untuk parkir-
mobil 4i luahan parkir milik Tergugset yang menyertail se-
wa ruang ‘antor tersebut sebagnimana diterangkan oleh -
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<edun orans guksi tersahbut dan juga sesuai dengan buk-
ti-bukti P-2 yang sama dengan T-6, dan selanjutnya ter
jadilah kehilangan mobhil sedan Toyota Corona B-140¢-2ZK
milik PY.Sukabumi di lahan parkir yang disewa dari Terxr
gugat padn tanggal 1 Sepzember 2000, (bukti T-6) ;

L]

Mernimbang, bahwa dart perjanjian sewa lahan narkir
antara FT.Sukabumi denguan Terpgugat tertanFfeal 1¢ Febru
ari 1%tL (buxti P-2 dan 1-6) dan dari ke terangan kedua
orang saksi tersebut dapiitlah diketahui bahwa apabila-

"

ada kendar:an yang hilana ditanggunz oleh penyewa, di-
samping itu PT.Sukabumi sampai saat ini masih membayar

sewa lahan rarkir pada Tergugat setiap 3 bulan sexkali.

Menimbang, bahwa sementara itu PT.Sukabumi telah-
mengasuransikan sebuah mobil Toyota Cotona yang hilang
tersebut pada Penggugat (bukti P-1 dan P-20) dan dari-
klaim vang dilakukan PT.Sukabuni pada Penggugat (bukti
P-10), Penrmugat telah riembayar kxlaim tersebut pada --
PT.Sukabumi (bukti P-¢)

-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas-
lah bahwa terdapat hubungan hukum yang jelas antara —-
PT.Sukaburm i dengan Tergugat dan PT.5ukabumi dengan ——-
Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutiya asakan ada hubungan-
hukwnr antia st Vengeaugat dlenganh lergugat dan avabila ada

gampil 3e Jsauh mandt hubunsan ha'aum tersebut

Fanimbanz, bahwa wermadian Penggugat mendalitkan —
adanya subrogasi yang dilakulkan oleh PT.Sukabumi terha
dap Penﬁnuaat.nntuk mazuntut ganti rupgl atas kehilang-
an mobil Toyota Corona tersebut diatas dilahan narkir-
milik Tergsugat ;

Menimhbhang, bahwa yang dimalksud dengan subrogasi -
menurut Pasal 1400 KU VYerdata (bukti P-5) menyatakan-—
subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh-
seorang pPlhak ketiga, yung membayar kepada si berpiu -
tang 1tu terjadi baik aengan perse tujuan maupun demi -
Undang-widang. Sedangian Pasal 14017 KUH Perdata menya-

takan banwe pengpantiar ini terjad:i dengan nersetujuan

s s s oa
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DE I N i apabnla gl berpiutang dengan menerima -
nembayaien it dari seorang pihal tetipga, menetapkan—
bahwa orazg wni akon menggantikan aak-haknya, gugatan
gugatunniin, niak-nak istimewanya dan hinotik-hinotik -
vang dinunyeinya terhadao si verutiang. Subroesasi ini-
harus dincatalcan dengun tegas dan dilakukan terat na-
da waktu pembayaran }

Menimbang, bahwa apabila dicermati secarsa sexsa-
ma ketentuan pasal 1400 dan 1401 ayat 1 KUH Perdata -
tersebut, terdapat katu-kata "berpiutang" dan "ber —-
utang" pada kedua pasal tersebut, sehingga subrogasi-
yang dimaksud oleh kedua pasal tersebut mengatur me -
ngenai adanya hutang piutang, nal ini lebin jelas da-
pat dilihat pada bagian yang diatur oleh ksduza nazal-
tersebut saitu bagian desatu dari Bab Keemnat tentang
pembayain, misalnya nasal pertamanya yakni pasal ——-—-
1382 KUY Pardata yang mengatur tentang si berutang —-—
dan si berniutang, demikian pula pada pasal-pasal se-

lanjutny= dari Bagian <{esatu Bab Keempat tersebut ;

Merimoang, bahwi dari faksa-fakta yang terjadi -
di persiiangan :il: gugzatan, Jawar menjawab, pembukti
an mavaus vesaksian, tidaklah ada hubungaen utang npiu-
tang bai«< antara PTL.Sukabdburi dengan Tergugat, PT.Suka
bumi dengan Penzgupat., maupin Tergugat dengan Penggu-
gat

Menimbung, bahwa cdisamning itu Penggugat: juga --
mendasar<an dulilnya puda pasal 284 KUH Dagang (bukti
P-4) yvang berounyi sebagsal berikut : Seorang penang -
gung yang telan membaynr kerugian sesuatu barang yang
dipertanspungkan, mengpantikan si tertanggung dalam -
segala hax yang diperolehnya terhadap orang-orang ke-
tiga berhubung densan ﬁénerbitan kerugian tersebut, -
dan g1 fertangpung i tu adalah bertangsunse jawab untuk
setiz) nerbuatan yane dapat merugikan halc si penang -

gung tarnadap orang-orang ketiga i1tu

Mer.imbang, bahwi ninsal 284 KUH Dagang tersebut -
masuk daiam Bab Xessmoilan tentang Asuransi atau Per-
tanggungin seumumnya , vang menganiung pengertian seba

gai berikut
Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012



= Penenszgung yang telab membayar kerugian barang yang
dipertangrngkan

- Mengganvikan si tertanggung dalam segala hak yang -

dipernlehnya terhadin orang-orang ketipa ;

Nenimbang, baaw. dalam hubungan ini PT.Sukabumi-
gsebagei tertanggung telah mengasuransikan sebuah mo -
bil sedan Tcyota Corcna B-1409-2K kepada Penanggung -
atan Penggupat (bukti-bukti F-1 dan P-20) dan karena-
mobil tarsgebut telah hilang (bukti P-6), malka tertang
gung mengiajukan klaim xepgda Penanggung/Pengsugat —--
(bukti-bukti P-7 dan F-10) dan Penanggung (Penggugat)
telal membayar nilai pertangungan kepada'tertanggung—
(bukti P-g) ;

Menimbang, bahwa Jari beberapa pengertian yang -
tertuang cdalam pasal 294 KUH Dagang tersebut, apakah-
Pengguga - sebagai penanggung yang telah membavar keru
gian bariing yang dipertanggungkan secara serta merta-
menggantikan si tertanggung (PT.Sukabumi) dalam sega-
la hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga-
itu, menurut Majelis Hakim masih harus diliha+t dari -
siapa orang ketiga yang mengakibatkan kerugian itu —-—
yang dalam pasal 284 KUH Dagang tertulis "orang-orang
ke tiga berhubung dengan penerbitan kerugian tarsebut".

Menimbang, bahwi apaksh Tergugat termasuk dalam-
pengertisn "orang-orang ketiga yang mengakibatkan/me-
nerbitkan kerugian tersebut"; Majnlis Hakim berpenda-
pat sebawsi berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lari bukti-dukti P-2 (T-6) dan-
P--1y (0-1, yakni Cur Purking Licencd Agreement bet --
ween Fr.wisma sumiputera and NV. ukabumi Trading Coy
tertanggal 1% Februari 1936. dan f£artu Parkir (seba -
lik), terduﬁat kKlausul yang nada nokoknya menyatakan—
bahwa gesaula kerusakian atau kehilungan Yendaraan sela

ma perkir menjadi tanggung jawab nemilik sendiri ;

Meriinbang, bahwa kemudian bagaimana dengan keten
tuan yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1)a UU No.8
tahun 19¢¢ tentang Ferlindungan Konsumen (Bukti P-3)-

48 e
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vang meryatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan -
barang ¢an/atau jasa vang ditujukan untuk dipesrdagang
kan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku-
pada setiiap dokumen dan/dtau perjanjian apabila menya .
takan pengalihan tangpung jawad pelaku usaha '

Merimuang, bahwa dalam nenjelasan pasal 13 ayat-
(1)a Ul So.: tahun 19.¢ tersebut dinyatakan bahwa la-
rangarn nil Jdimaksudkan untule menempatkan <edudukan —-—
konsume i 8 tara dengan pelaltu usaha berdasarkan nrin-

fgin ge2ecasan berkontrak ;

Merimbdang, bahwa dari penjelasan pasal tersebut-
nvatalah bahwa dasar vang ingin dikedepankan asgar ke-
duduxar: konsumen setara dengan pelaxu usana adalah —-

azas kebhabasan berkontrak ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (T-6) menurut Majelis
Hakim adalah merupakan pencerminan dari azas kebebasg-
an berkongrak karena telah memenuhi syarat-syarat un-
tuk sahnya persetujuan sebagaimara diatur dalam pasal
1320 KUH Perdata terutuama ayarat kesepakatan dari me-
reka yiung mengikatkan diri, dan disamping itu persetu
juar. tergebut tidak mengandung paksaan (dwans), kese-
satar/xeihilafan (dwaling) maupun penipuan (bedrog),.
serta merurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata semua-
nersetujuen yang divuat secars sah berluaku sebagai --
Undang-ancang bagi rereka vang membuatnva ;

Merimbang, bahwie dengan demikian persetnivan ——-
Piir purkire kendarvsaan stertanggal 19 Yebruari 1486 —--
(bukty F-2 dan 1-5) vang telah datanda tangani oleh -
ruare o hile vaqp membuatnya tersabut (PrT.Wisma Bumipu-
tera dan NV/PT.Sukabumi Trading Coy) serta Kartu Par-
kir (baksi P-19 dan 1'-3), tidaklah bertentangan dengan
keteritaoun pasal 13 ayat (1)a UU No.B tahun 1¢4%, apa-
lagi persetujuar tersebut, dibuat sebelum Undang-undang
Ferlindungan Konsur:n tersebut lahir, dan sampail seka
riaANg, meaurut Keterangan saksi-saisi RKobya Tata dan --
ety eno, PUL.Sukabuni masih te tap membavar sewa parkir

tiap 3 bulan xepada Torgugat dan setiap parkir tetap-
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disertai dengan kartu parkir, sehingga davat diarti -
kan bahra PT.Sukabumi baik secara terang-terangan mau
pun diar-diam masih tetap melaksanakan dan mentaati -
persatuiuan parkir tarzedbuw walauoun mungkin masa ber
lakunys sudan halis

Fienirhang, bahwa karena dalar rersetujuan rarkir
din kartu parkir terseout tazrdapat klausula tentang -
siapt. yans Lertansgung jaweb apabila ada kendaraan --
yiing hilang, dan nal ini telukr pula dilawzarakan dan-
ditaati olen I'.Sukabuni, maka mestinya Fl.Sukahumi -
lebih berhati-hati dalam memarkir “endaraannya dan --
mengidakan tindaken untisipasi, misalnya menasang --
alarm dan atau tambahar kunci stir, karena sudah me -
nyadari bahwa apabila sampai hilang, ditangeung pemi-
lik sendiri ;

Menimbang, bahwa cleh karena hal-hal tersebut -
maka Tergugat tidaklah termasuk dalam pengertian orang
ketipga vang mengakibatkan/mencrbitkan kerugiar karena
hilangrya mobil Toyota Corona tersebut walavpun hi —-
langnya dilahan parkir milik Tergugat, namun apabila-
dituntut tenggung jawab terhadap Tergugat, paling —-—-
paling sdalah tanggung jawad moral dan Tergugat harus
memperketat sistem pengawasan terhadap mobil-mobil —-
yang diparkir ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidaklan terma-
suk dalam pengertian orang ketiga yang mengakibatkan-
/menerbitkan kerugian karena hilangnya mobil tersebut
maka Pensgugat sebvarai penangrung varg telah membayar
kerugian barang yang dipertanggungkan, tidaklah dapat
menggantikan kedudukan tertanggung (PT.Sukabumi) menu
rut ketentuan pasal i34 KUH Dagang tersebut diatas ;

Mnniwhﬁrg, bzhwi. tentanpg adanya klaim kehilangan
kendara:r duri PL.Sukabumi kepada Tergugat tertanggel
3t Oatoesr SUN0 (bukti P=7), menurut Majelis Hakim —-
ha: ol Justru ma2ouniuckan bahwa PTfSukabumi menyada-—
T oniown darinyalan yao g bertangguang jawab terhadap -
kehilarn ssmn cendaraan tersebut dezuai dengan perjarji-
an diatas, karena Klaim terscbut tidak dilakuken sege

re setelan wendar-an hilang, dan baru dilaxukan ---—-—-
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setelah + 2 bulan kendaraan itu hilang, dan setelah -
mengajuicar. klaim kepada Penpggugat selaku nenan{gung -
tertangral 4 September 2000 (bukti P-10)

'

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti-bukti-
bantahar yang dilakukan oleh Tergugat yakni bukti T-1
berupa Keputusan Ke tua DKFN tentang Femberiar. Izin —-
Usaha, sertangeal 2 Sentember 1990, dinvatakan bahwa-
PT.Wisma Bumiputera hidang usahanya adalah vembangun-
an dan pengusahaan #adung perkantoran, dan tidak dise
but-sebint adanya per,iusahaan jasa perparkiran, karena
sudah veiiar dan aemeatinya hahwa pengusahuan Gedung -
BtAaL muangan untukIA“*Por sudih bhararng tentu diqe“tai
dengan ~ervediaar temrat untuk pitrkir kendaraan, hal—
ini sesual pule dengarn keterdngh- kedua saksi diatas,
sebab Ssnpa menvediakin l:ﬂuni untuk parkir kendaraan-
tentu usaha gedung untuk kantor tersebut tidalk laku,
sedanpican wang sewn yang dipungut dapat dipazai untuk
pemeliharaan lahar. parkir tersebus asalkan disetujui-
oleh npenyewa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangar. seba -
gaimana terurai diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ti
daklah terdapat peralihan atau perpindahan hak (subro
gasi) yang dilakukarn oleh PT.Sukabumi terhadar Fenggu
gat untuk menuntut garti rupgi kevada Tergupgat baik ——
berdasarkan ketentuar. pasal 1400, 1401 ke-1 KUH Perda
ta, maupun pasal 2?4 KUH Dagang ;

Nerimbang, bahwa kemudian tentang adanya ﬁéclarg
tion of Hubrogation (bukti P-8), karena terbukti ti -
dak ada subrogasi, meka pernyataan tersebut juga tidak
lah sah dan mengikat

Wesambang, bahv karenws, terbukti tidak ada subro
gasi Vkil menurnt mwmeal 1400, 1401 ke=1 KUH Perdate -
maury  rasal 94 KUl Dagang, maki tidaklah terbukti -
rula tntoea Tereupatl tellah melaku'tan pelanggaran ter -
badew Lo iedak Panpeugat dea pelanggaran terhadan kewa
dloem=wawaiiban Yereneat gandiri, karena antara Peng-
sugess darnpgnn Tersuerins tertuakti tidak ada hubungan ---
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hukum yang merjurus icearah timbulnya subrogasi ;

Menimbarg, bahwe berdasarkan pertimbangan-pertim
bangan vang telah diurcikan secarn Jelas tersebut di-
atas, na't retitum gugatan butir 2 dan butir 4 tidak-
lak terbuasi secara suh, sehingga akan dinvatakan di-
tolalk

Heramhang, bahws sslanijutnva mergerii retitum —-
butir ¢ tentang pernyrataan s&r dan barharcpa semua ——-
alat milnt ovans dizdiucan Pengrugass, xarena dalam ver-
timber o0 cdiatas mobtars lain menviitakar Hahwa bukti -
P-iZ berora Leeralation of Sulrogation tilaklar sah —-
den mensiant, vary horarti tidak semua &tat bukti i
yang Gidtugan oleh Pencgugnt sah dan hernargm, maka -

petitun natir 3 aind e akar ditolak :

herimbang, bahwie Zemudian mengenai vetitum butir
5 dar. butir &, karen= vetitur butir 2 dan butir 4 ——-
akan c¢itolak, malki netitum butir 5 dan butir 6 inipun
akan dinystakan ditela< pula

DalLAV PiruvISI

Menimbang, bahw:i dalam gugatannyes I engeugat me -
ngaju«an pula tuntutar dalam provisi vangs terdiri ---
atas nits jaminan dan tantutan serts merta vang okan-—
dinertirhargkan dibawan ini

Mernimbang, bahwi mengenai sita jaminan, karena -
tuntutar dalam pokok rengketsa sebagnimari termuat da-
lar petitum butir 2 dan butir 4 dalam nokok perkara -
akan dinyvatskan ditolak, dan sejak semulza tidak dila-
kukan sita jaminan, maxa petitum tentang sita jarinan

ini Jugs axan dinvatskin ditelak

Menlmbang. bahviit selanju.tnya mengenai tuntutan -
sertm merta, larena pesitun butir 2 dan butir 4 dalam
nekok perkara akan ditolak, maka tuntutan serta merta
initnum & ditelak puin

1

Vaor mbe rg, babw warena weseluruhan petitum da -
lave g PFanppumat ocan dinyatakan ditolak, maka -
FPervequn ! avar dihuw'nyr uantuk menbiivar biaya yvangs tim-
but espoa moarkars ind 1

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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hengingat ketentuan pasal-pasal dari rerundang-
undiangan yang berkaitan dengan perkara ini serta hu-
kum yuany herlaku.-

o N G A DI LI

DALAN. SRS LPSI

- Menclak eksepsi wvang diajuikan oleh Tergugat ;

DALl FROVISI

- Menolak provisi yang diajukar oleh Pengpugat untuk
. 4

p

seluruhnya ;

DALAN 1 0UKCK PERKARA

1. henclak gugatun Pengpugat untuk seluruhnya

2. MNenghukunm Penggupe t untux membayer segala biaya -
yar, timoul dalar perkari ini, yang hingga kini -
Gituks.r gebesar Hp.119.0u0,- (seratus sembilan -
belas riou rapiah:.

Jemicianlah c¢iputuskar. dalam musyawarah Najelis
Hakim lengadilan Nepgori Jakarta Selatan pada hari
S EL oS 4, tangpal 12 Juni 2001 , oleh : HBSAU —-
PURWANTO, SH., sebagmii Hakim Ke=sua, wFFENDI, SH. dar
TJAROKO IWAN WIDI, SH., masing-masing sebagai Hakim-

Angrota, mutusan ;ni diucankan nada hari ini : KAKIS
tangpeal 14 Juni 2001 , oleh Hakim Ketua tersehut de-
‘ngan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut —-
dihantu oleh HUSMALi ¢FFENDIy; SH., Panitera Penespanti
dengan dihadiri ol¢h Kuasia Pengrzugat dan Kuasa Ter -

gugat.-
Harllh sl NG HAKIN LKBTUA MAJEITS,
B S
B T g
1. % ¥ W8N DI, 4. R -~
Y - Bz
I. M\ | ""“(‘“‘"’,’"_','.'.".f“'“'— < A
e Td it LlAN "4'!1]);., SH. -
{ HEBHU PURWANTO, SH.
Biaya-biaya -
- F.ANIT,%L PENGGANTT,
Feterai ..... oo G.000,- i\
Redaksi «e«os Hoe 3.000,- \5"4 .

Panggilan .... kp.110.000,-- Jifﬂusmahjkfﬁﬁini, SH.

Jumlah ...... SBLAéﬁégggﬁﬁungawabm,HenW&FHUL2012



PUTUSAN o
Nn. 16/Pdt/G/2005,/ PN, Tkt . Ut,

DEMI_KBADITAN RFRDASARKAN KWULEANAN YANG MAHA ESA !

Pengadilan Negeri Jakarta Utera vang wmemeriksa dan menga.

ﬁfﬁgiil parkara-perk-ra Perdata peadn Peradilan tingkst perbama akan

“wenjatuhkan putusan sebapai bavikut dalam perkars antara :

Nvanwn T IMELDA WIJAVA, bevtemnatl tineem) di Jnlan Pele-
pah Bawa WI 1/20, Xelapagnding Jakarta
Utmra, dalam nal inf diwakili nleh kuasa-
et JEMMY KA LTIMANG, 41 dan NAVANS™AH ST-

RYQAR S, rgraeara dann Venasthot Hukcam
bevkantae di Kanter lHukum JEMMY & NAVAN-
AR berkedudukan d1 Jalan Penjernihan °
T/%7 Pe jammarean, Jakarta Pusat, berda -
anrkan Surat Kuana Khosun tanggal 25 nk-
Laber 2002, selaniutnwn disebut gebnoy |
cerrerrtrsiietevaicseyrunaness PRNGGIGAT
Iin waoan ¢

DJNLANUGR YNA KAWYA, beralamat di Jalan Pluit Timur

RBlnk L Nn.d Jakarta Utara, ﬁeln.nju'tmva

dicebab mebamit, oo, SIVRGUGAT 3

Parprad Elon Newoped Lopaoiagl o

t

Sotelah moewbhnen puealb=gnrodl perkarn 5

Sotelah mondernar kedua bo ol pihaic yomm beepockara 3

'&{"N'_I'LLNI‘ |;III.‘IIKN"!\ NIRARA &

— Srng— D e e

Menimbane, bahwa Tenepurat dalom surat gupatannva tang-
mal 21 Januard 200% sane telah didaftarkan di Knmnitur )ian Pe-
rsad L Negrort Jokarba Ubara o | bow, A Repiater Per krlr'.a Nn, 16/

PAG/GL200% /v K, L Laneenl 20 Tanouaert 20098 Lolak mensemulc: kan

gebara L e vikut

L. hanwa madn Eansral) G Tnli 200y Ponrmupat, selaku }ansﬁmen Le=
Tab memaridrkan kendarann milsknen berupa mabil c1ausuy Pr;\?lthﬂr
L3 25 Lobun 2000 wnena i ha=abo mebnd VK denmun Newar Pal tud He
B928-TH (nodan julnee dinebut MABIL)

di areal parkip wang dike -
inla aleh Tevpined, aolakp *

elaku Usabn vank terletak dau setlem-
Pt dikenn) denran nasar Mand Led v Mal Kelapamdine, Jakarta

Analisis tanggungjawab..., Henry, FH&JI 2012
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Utara., Hal tercebut sebagaimany dibuktikae dengan Kartu/struk
Tanda Pa tkir PMOO2/DWR/Mabil/Casual Nn, 59936 (P-1) atas
m~bil Penggugat dengan tanggal masuk 1% Juli 2002 jam 7.41-05
WIB., Lebih lanjut, Penggugat telah mengunci mnbilnva dalam
keadeen baik sehinaga, mnbil Penggugat ditinggalkan dalam kea
dasan baik den terkuuci.

.1l.,bahwa setelanh kemhali Lerbelanja, Penseugat mendapati mabilnw

f' telah hilane. Karenanwa, Pencgugat segers melavoarkan hal ter-
= setut kepada Tareupat sehagnimana Surat Tanda Penerimaan Ila-
- : paran Ne 9/ LK/KoM/VTT/2002 tonepal 15 Jeld 2002 tanpgal 1% Ju
— 11 2002 (v=2), Ternvata, mabil milik Pengpugat telah dibawa
A~ pergi keluar darl areal varkir nleh ararng lain tonpa mencguna
- kan Kartu/struk Tanda Parkir P-1 melainkan dergan kertu tand
- Penduduk atas nama Saudara Gunawan (P=3) Hal tersebut merupa-
L kan Keos lnkorn Toraneat, nelnln pemgeldala paprkie karena Knrtu
_ Tanda Parkir dalam hal ini Kartu Tandn ParkireR-l aerupakan

: gatu-sa tunwvs akees wang svah untuk masvk dan keluar kendaraa
N dari aveal parkir Terguznrt. Lebih lanjut, Kartu Tanda Parki
r =1 wvange merupakan deweto Cada porkle v Lereabnt ntan mn
“1 bi) Tenemaga don Wl aant Ind Eae by faods Paekie P=1 beva
”‘ do pran Penvgurat, Denran kabs lain, Peurgugat tidak perng
- men7gunakan Kartu Tanda Pearkir P-1 untuk membawa kwluar mabil
— v dard o arvenl o poekie Yerpugat, Sehlaepe, Aelnn dén nvatn per
- buntan Toreipeat sane menplilnkan arane tadm thapn Kavtu Tandn
- Varkrw V=1 membovi pergd o mab bl LR Penepeapals be lune dar
s areal norkier merapakan buk bl wine cukuep ates pvrﬁﬁﬁLnn mes Lawp
o= . hukum Tergugal

— 2.Z2.bohwn merujuk pada Masal 4 Undang=Undang Na.& Tahun 1999 +en-
-~ tane fe rlindun-an Ke~nsumen, nerbustan Terpgugat vang telal
— menimbulkan kerupgian hilonznvn mabil milik Peuwgpueat, jelas
-~ " dan nwata telah meiangear hak Penmmpsat aelaku Knnsvmen seba-
| vaimana diatur dalam pagal 4 tmruf a dan d Undnng-Undang Na
i 8/1995 wang berhinvi ‘sebagai verikut

e "Hakn ¥oansnwen adalah :

- rohak atan kenwamoenan, keaminon, dan keselamatan dalam
Lo meslersiuma L hoe e da/aban Jann,

o~ b.hak untuk mendapatkan knnnensagi, ganti rugi den/ata
— veurgantian, avabila baran g/dan atau jasa vang dite
- » rima tidak sesusi denmgan perjanjisn ntan tidak sebag
L imana meabinuatt;

~ 2.%.Lebin daniut, vertuatan meliawan hukum Terzuget selasku Pelakn

LA R I I I R R R O N I T I T R Y
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Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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Nanha wanr ae lakulkan kenalahan denran aeopi jinkan pihak lain

wang bukan pemegane Kartu Tands Parkir =1 wmembawa pergli mn=-

mil Tengrurst menezakibatkan kerupian bagl Penﬁgugat wvaitu

hilangnwva mahil Penrpugat. Satu dan lain hal, m~bil tersebut
d ipunakan Penrgusnt sebapsi sarans transpertasi untuk menja -
lanksn usahanwva waae berads dilnar knta, ~leh “arenanva, Peng
gugat menuntut nencgantian ates kenilaneun mnbiluva tersebu
sebamimana Sucat No. 098/IN/VII/2002 tangpal 25 Juli 2002

(P=4) dnn Na, ONG/ZINVTIT/2002 tanrgal D9 Apustus 2002 (P-5),

namun Tersug b Ligak motalukan noneganb isn rugd o woner dideriin
Penpruuat, Walsvoun, sequal Undanp-Undang perlindunean K~nge=-
men distur bahwa pengreantian kereupinn wong diderita Penrpueat
ao Lokt Kanattmen aeerapalion baneosung, ,'j:nwnh Terruerat selnka Teln
ku Usana sebagaimana diatur dalsm Pasal 19 zvat 1 UU Na, 8/

196¢, -rakuni

.

"Pelaku uszhs berteanroung jawab wmemberikan ganti jpugil
At kernakoan, pencemaran, Jdan/obou kerupglan kanauw -
men ekibat mengkAnsumsi barsme dag/atau Jasa vang di-
hasilkan atzu diperdsegrugkan®,

Z2.4.7eh Kavenanva, Klaasula baku wang dicantunkan ~leh Terguga

dalsm Kavtu Psvkir P-1 wany menvatakan Terpugat tidak ber -
tange ung Jawab atas Kenilansan Kendzrnaan jelas dan nvata me-
ruvakna tindaksn vang wenralikken tanpeung jawad Tergugat wa-

tv memberikan ganti rugi kepada Penegugatl sebagaimana diatur
dalam Pasnl 19 awat L UD N~,8/19G9, 3enin~ca, patul dan wan -
tas klausula baku 4alam Kartu Fackir P-1 hsru- dinvataksan
batal demi hukum sebmgaimans diatur ¢alaw Pasal 18 avat 1 hu-
ruf a UU Na,8/1295, waitu : :

HPalaku nsaha dalam menawarkan barsus dan/atau jnga
vang ditulukan untuk dinerdaganecien dilarang menbuat
atan mencantunken Klausula baku vada setviap dakumen
dzn/atau nerjenjisn apshila :

c.menvaiakon nenraliban taneprung jawab pelaku usaha'.

dan Paanl 18 aenb 9 00 Na, 81999, waitn ¢

"Setinp klausula baku wanpg telah ditetapkan nleh pela-
ku usaha vedn d-~kumen atav perjanjian vang memenuhi
ietentvan sebassimana dimaksud pads ewat (1) da¥t avat
(2) dinvatakan bdatal demi hukum",

Sehingpa patut d=n pantns Penvadilan Neperi Jakarta Utara
meavatakan hatak demi hukum Klouguls wnr menwe takan Tergugsat

Fldak bertoncpane Hawab ating kwh11nnnnn mnbil ml)1k Penpgpunnt

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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sebaga imana tevcantum dalam Xavtu Tanda Papkir ' P-1,

3 hahwa akibat nrrbustan mel-war huknn Terpugat tersebut dan me-

rujuk keosda Pranl 19 UU NA~.8/1999, Penpeupat telah menealami
kerugian baik meateriil mauvoun immateriil seiunlah Rp.725. 000-
000,~ (tujub eatus dua vpuluh lim~ juta rupiah) dengan vperinci-
2n 3e¢bagal berikat

g} a. Keruzian materiil

- Kerueiun akibat kehilnnnaﬁJl (satu) urit kendarran mabil
Tauzu Panther 1,5 0% tahun 2000 warna abu=abu mgynlik deng:
NamAr Palisi B-8528-1"H atas nama Penrrguzat sebesar Rp.145-
000,000,~ (seratus emvat onluh lima juta rupiah),

~ Rinwa tyanapnrtnsi wane dikeluarkan ~leh Penrgueat selama
kehl Lanean mah il aebhonne Bp, H50.000,000,- () tein puluh ju-
Eao rupdan) densan perdretan ol berlkut o
~nrkag Taxl torhituny gelak tanrgal 1% Juli 2002 hinﬁgé.
19 Jult 2002 sejumlah Rp,500,000,- (1imv ratus ribu ruoi -
ah)Y,

Bivwen gewn mabil bovikul iante ge)nk tangrpal 20 Jull 2008
hingra 20 Sklabop 2002 3

G0 hard X Rp."0,000,= = Rp,45.000,000,~ (Bupst puluh lim:
Juta rupinnj, '

- Keruginn akibnt kebilanman bavanpg-baranrs dan deakumen=dnku-
men vone horada didalam wabll tersebut sebesar Rp.3%0.000 -
CO0, = (M pmlnh juta runinh}.

b.Keruglan immateriil

- Kerugian berupa kehilangaa dan terganggunva knnéentrasi
serta kegintan bisnlia Peurgugnt vang 2pabila dleKuivalen-
kan denran vane senilai IHeS00,000,- (Yima ratus juta ru-
viah).

4.bahwa ada xekhaweaiiran Penggugat, Tergugat akan mengalihkan

2tav wenjauhkan harts milikanva dannuntuk menghindari'kerugian
vane lebin besar lami kepada Penrpupat dan nihak lainnva serts
naar vutusan dalem parkara fal Hidok sin-gia dan dapat dijalm
kan mara, oabab o dan panbay Poenpad Llan Neserd Jnkmrfa Utnra me-
letrkkan Sitz Taminzn (Canservatair Besing) atas harta kekawva-
an Teceugat, waitu 3

n.3eYidung Lanan dan honrunan vine boredirvl dintoranwy begerta
isinva wang te: letak don setemsat dikennl denran 9alan Pluid
Timur Blak L Na,4, Jakarta Utsrs, Yakarta Utara.,

b.HHPtﬁ Kekawv .an anqugnt ]njﬂnun wnnr Hkﬂh d{r1ﬂci kﬁmudimn.

Debohwso aleh Korenn wupaban ngua prorknen abidergsarkan atap bBualkti-

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
= hikti ,
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bukti wang cukup veng tidsak dapat disanekal kebenar=nnva, maks
' patut dan vantes Pengadilan Negeri Jakarta Utaramenuwataken pu-

tusan aqus perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski -

nun ada upava hukum banding, kasasi atsu upava hukum lainnva
(Uitvnerb ar Bij Vaavrasad),

Berdasarksn uraian tersehut diatns, Penrgugat wahan kepada Pe-
ngadilan Neveri Jakarts Utara untuk memutuakan sebagai berikut
) 1.Mengabulkan mupatan Pencmizat untuk seluruhnva,

2 Menvatalkan Terpupat teluh melakukan perbuatan Meleswan Hukum,

JeMenatakan aali dan berhaepa sita jamiaan,

4 .Menvatakan secara hukum klsusula baku wvang menvatakan P,T.Anu-
gerah Bina Karwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan ken-
darasu milik Ssudari T. Tmelda Wijava sebaguiuana tercantum

- 1alam Kartu/3h%ruk Manda Parkipe PMOOZ/DWR/MabiLl/Casual Nn.0599-
i : 36 denran tanvgel masuk 1% Juli 2002 jaw 7.41,05 WIR atss ' ma-
- hil denFar namav Fapisi B-8328~TH adalah batal demi hukum,

. ' .
S.Menrhukom Tevpuert untok membawar kerupian materiil den immate

- PEEL g o pden b Pereareat e i lah I, ‘I."a,{)(?l).(}'ll),- (l-ll."l'.l?‘-
- r=tus aua puluh ljg~ juta runiah)'denqan perincian sebagai
R berivat

A.Rerugzisan Material

— = Kerugian akihat kehilanean 1 (s~tu)

unit kendaraan mabil
ITsuzu Thather

T3 25 tahun 2000 warnen abu-nbu metnlik de-
ngan Nemnr Palisi B-8%28-TH atas’ nama Penegugat. seharga

] Pp. 145,000,000, (seratus emnat ouluh lima juta
= Binwa transoactasi weng dlkeluackan’
kendlanman mabil setesar Rn, 50,0

rupiah),
~len Penpgugat selama

00.000,- (lima puluh ju -
ta vuniah) denvan werineisn se@bamai berikut

.
L]

r~ "kag taxi verhitung sejak tanpgal 13 Juli 2002 ninpga
= 19 Jnli 2002 g0 jumlah Rn.500.000,~ (lima ratus ribu runiah
—_ Kinwa sewn w-hil bherjkgt Aande aofuk tanegnl 20 Julj 2002
i Iinapa D0 akktalhop 2009 00 hned x R0 500000, - = Rp,45-
o HUU,UDO,H (ol nuinh [ Juty tnpiah),

;r = Kueraecdan aljhol, kwhllnnwnn'hurﬂnp~hur.ng dan dakumin.«laky-
- WA enne hersda g fda Lo wabi L tepraeint daebeunr Rp, %0,000-
L NOG s Ltiw pylub Juts runinh), &

— b.¥erupion igﬂ:&bviil ’

= ~ Keraplan hoerang Wilanernes oy LorEinerun e, knnhontrnui ner
” oo Rerhakun bl i Pernmpeal wipyge mpeh) in ek lynlenkan

. denmny wange cenl g H;;;'}nt},th)i},(N)(),v- (Lims patun Jutn rue
_ plan), '

isi . jawab..., Henry, FHUI, 2012
. Analisis tanggungjaw ry, It Menvatakan,......... L
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G.Menvaﬂaknn putusan aqun perkars dapet dijslankan terlebih
dahulu meskivur 2da Uvnva banding, kasaei, atau upava hukum
lainnva (Nitveerbrar Bij Vamrrvasd),
Atau 1 ,
Apébila Penradil-n Negeri Jokarta Utara berpendepat lain,
mahinn putusan weng sead il-adilnwa (Ix Acun Et Bana),

Meniopamer, bahwa paas hori porsidaneran wang Lo lah
f) Lo abusen i o Penepupgat hoad e Jnssmanee Leracbul dlialae,
3./Qudﬁnw nniuk Terpurat hodie Kuaganes 00T HDRlWATV,,SH Penga—
cars Peraktek borkantar di Kaninr Hulkum MARBUN & TAWNS, ber-

dagrolean Sneet Koesa khusua tanseal 1D ebruari 2003

Men bmbeor,  bichwe ﬂwﬁriih Lelah Lerupawa mendamaikan
kedu= belah pihak, akan tetapi tidak berhesil, lalu dipulai
Lan pemervikanan porkara denean membacakan Surat guqntan ter -
sebul dianloe webelamnes donenn :furwwﬁ, Pendraeat tertancpal 14
Marct 200% Ledah mendana b operbalkan, dan aboy prrbenvaan Ke-

tua Majolig Penepusat menwataknn bertatap pada gugatannva

Menimbane, bhehwa Lerhadap popalan Tenspugat ternehut,

Terpu pabt Lelah member ien Jawaban sehmia !l berikut

TeDATSM KONiN | e

DALAM PAKNK PRRKAKA

/
l.bahwa Tergugat men~lak dengan ker»s seluruh dalil-dalil
Penggugat, kecuali wang gudah diakui kebenarsnnwva,

2.Mengenni dalil butir na,l

bahwa benar Penegueat telah memarkir mabil lsuzu Panther
LS 25 tahun 2000 Na, Pnl, B-8328-TH di areal parkir wing
dikelnla Terguwat di Pasar Mandiri Mal “elapagading, Ja~-
karta Utaras, nada tanpggal 1% Juli 2002, Jjam 7.41.,05 WIB.,

3.Mengenai d211il) butir wn.2,% s/d 2.4

bahwa kives-kirs jam 8,00 WIT mehil Penegugat keluar dari
lakanl parkie, akun Letand pengemned \nva Lidalk dapat” nenun
Jukltan Jearto tanda parkir, karenanen stafe Targugat me =
minta Loanda bukb b kepewml T n kendnreasn boeupn SINK (Su -
eral Panda Neinnit Kondaronn) untuk dipwranen kebenarannwva,
Lesnenta benar aomar pallat wabil pongirugnat sama denpgan

untmnr Palini vana tectera dalam TUNK tersebut.
Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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e Akan tetapil st~ ff Tergnupat tidak sert~s merrte mempercavai pe-
r~ nzemudi ter=ebut, sebelum meneijinken mahil tersebut, sebelum
L menzijinken mabil tersebut keluar tetav berusaha melakukan pe-
: meriksaan terhadan nenremudi tersehnt, nomun kKarena alasan

ingin cenat-cepat nergi ke dakter snkit gigl bernbat, dengan
' meningmalkan Kartu Tanda Yendudukava (KT®) sebagai Jaminan,
Karenanva denpan terpaksa mengijinkan Pengemudi membawa mabil
keluar dari lakasa p«rkir} hingga kemulian Penpgugat melapar -
an kehilaugan mnbil kenada statff Tergugat wanz bertugns waktu

itu, lalu membantu Penmpugat melanarkan kehiilangan mnbil ke
Pnlisi setempat,

Bahwa karenanwa tergugat membentsh densan keras dalil Penggu -

- gat wanm menvatslcan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

e hukum, Tergugst sudah berugnha mrksimal melaksenakan tugng

e ) dan toanegune Jawabr mewcer ik penremudf don Surat Tanda Nema:

b Kendarasn (3TNK) mabil untuk wenghinduri .adanwva vencurian, se-

. bagaimana standar pemeriksaan wang dilakukan renzelnla parkir
pada umummva, snabila penremndi tidak bisa,menunjukkan  tanda

- parkir,

s 4.Mongenat dalil belir nn, 2,0

e - — —

- bahwa Tergumatl mennlak denean Keras dalil-dnlll tersebut, kare-
— na peneranan ketentuan Undang-Undanpg Na.8 tahnn 1999 dalam per-
; kKara ini kurang tep=t, ~leh karens hilsnenwa mrdil milik Penegl
- gat diluer kehendak Tergugat, karens staff Tergugat sudah beru-
sabha menahan dan mencegah mabll dibawa nrene vang tidak ber -
- hak, -
_ Akan tetspi sebaezimana Terguxrt telah dhlilkan diatas, penge=-
. mudi madil danat menunjulkan $PYK den berhasil mendesak serta

mevgkinkan g9tsfr Tergugat dengan meminggslkan Kartu Tanda Pen -
dudukrnwa, agar diijinksn keluar dengan alasen ingin cepat-cepat

_ berahat,
|- Banwa et b owa fad U pepragpr inwnh q“‘PHllmTVb, Cergugnl Lolab me-
. merintakiltan ata 0F beveugnt membonby menoaed mahl L Penirguunl,

berdessvkan ideatites Kartu Pande Penduduk (KTP) wvang ditinggal
“an pruremudi dan mencari serta menelusuri alamat véng diberi-

fies kan Pensgugat, Kesediaun Tergugat membawar biswe pengurusan

- asuransl, bilamant mebil Penerupat dinsurangikan, vang tmrnwa-
= ta kemudian Penreuzat Lelsh mensmurus senliri klaim asuransi
Lo dan telsh menerima kl#im asurenei deri P,?.Asuransi Central
- 49ia eebesar Rp, 120,600,000,- (seratus doa puluh juta enam
L. ratus ribu runizh),

Analisis fanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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5.Mengenai dslil butir Nn,3

bahwa tidak beaar d21il Penrgugat tersehvt, nleh karens kla
asurensl Penoguzat telah dibawar aleh P,T.,Asuransi Central

Asia vad» tanszal 18 September 2007 sebesar Rp.120,600.000,
(seratus dua puluh juta enam vatus ribu rupiah), karenanva
tidak beralasan menurut hukum apabila Penrgugat masih harus
menunlul gant | roml kepads Persugst, termasuk kecaglan biav
tromanartagd ), anrkaa taxi dan biawn sews mnhi]‘bﬂrikut anpi
wvane dipeepuncoksn gondiri ateh Penrrugat ntas kehendak Penp

rapal, Korens Torvenpal aomd bictoun Lo lab menpge lunrkan banvak

binw aperantiona ! anbae menegare !l dan wenc oot keberadnan
mab b Yenrpvaonl oL ida opah Lempad, Lineesa ]l pogromud | aegin |
KTP=nwn, don di wilavah Yakarts Selat.m dan Paneperang sesu
Intarmasi alamat wane diborikan Penrpugat mengenai kebegadp
an mobhil tercchal, korens peneromnd U bteraebut telhh menghubu
wrd Denererupgal o vic Lolepan memdnts nanp tobunan sebesar Rp-
2,000,000 - {dua Jubs runtan ), kemod ian berubah menjndi se
honor Rpe 4,008,000, < (cepsl gula runiah)

banhwa Termupat curigs penremudi vane monrbawa mabil  terseln
tel-h diken:l Penvgugat gebelunnwa, Korenns noanva  merinta
very Webusan seredar Rn, 2,000,000, (dus juta ruviah) dar
atou aeheger i(tn,4,000,600,« (emoat Juta raniah), padahal oy
bila nmabil terscbut dijual dinasar geiap, munskin akan men-
dau»tkan uani —»an: lebih bessr,

6 .Mengenai dalil butir nn,4

v S bahwa Tereug=at men~rlak dencan keras dnlil-dalil Pencgugat
tersebut, karen2 tidak terbukti Tereugat me 1akukan perbuate
melawzn hukum, karensnwa tidak beralasan pula’ menurut hukun
harta milik Terpugat dilet-kkan sita jaminan, dan aleh kare
na Penepugat telah menerima klaim asuransi atas kehilangan
mabil terachut,

T.Mengenai dalit butiv an.5

batwir Termurnt menaink dewean kerqn dolbl-daltl teesebut,
karenn Lidale culop bukbd wone menonbakan Lergupat telnh  me
lakukan perbuitan we lawan hukum, kareranva tidak beralasan
menurut hukum putugsn dnalam perknra ini denat dilmksqgakan
terlebih dahwia walaupun ada upave hukum bantahan, banding
maupun knanat (Uitvaerbaar bij vanreand).

TT.DATAM !'f"’-K"‘N"F-f.'-i'_‘.'_]_

Lebnhwa hal=hal wang audnh d faohutkan dalem knnponai adalat

merunaban balan vane tidak $erplaalikan denman gugnt Reknan-

penai Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012 _
= T.bohwi. ... ... DA
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2.bahwe Penagupat wekenpensi telah berusahe gemaksimal mungki
aniuk mewujudkan tanegpung jawab dan itikad baiknva aelaku

- - . wen gelala pavkir atss nilanmwva mnbdid Tevgugat Reknanpensi
- dari lakasi parkir Pasar Mendiri Mall Kelapacrding, 9akarta

Utara vang dikelsla Fenrguent rekenvensi,

5.bahws Penrrurat vekanpnensi t2lal melnkukan upawa pencarian
untnuli menprtahiul keberadaan_mnbil miiik Tergugat Rekmnpensl
berdssarkan identitas pencemudi vane ade2 dalsm Kartu Tanda
Peududuk (XTP) w=ne ditingpalkan pada staff Penzgugat Reknn
pensi, dencan menrhubun~i RT, RW, Palisi dan penduduk setem

patb c¢imana KTT Lerzebul tercotzt, maunue berdasarkan infar=-
masi lakoai wmabil wmue diberikan Termupat rekanpensi denean
menreluarksn binwn apepaislenal wvane tiduak sedikit,

4 ohbabva Leitnva b naahia dan apaoen Nerpgpal, :u_'ninl"i—n Lah l'.i(l#\l( d
harveat Terpuicr b velconnpenal Juabew acbhatiknwn Lerug mene o
gelo oo meguntol Penreraen L rekonpenal unbek membavar kerupla
Tervugst veltannenai adalah merunakan nngbuntnu me lawan hu-
kuin, kavens klnim nsuranai telab diterima Tecpupat reknanpen
sl dnri PLP.Aauranni Ceonteal Asia pado tnnwanl'lBISentemher
2002 gcbeanr Ko, 120,000,000, - (teratag dun cpulub Juin enam
rabng eibu rupiah), sedanpkan kerugian lalnove waltu biaw
naik taxi, aewn mabil den. sapic adalah tenepaun jawab Tergu

= pal eokenpena! nend bed owome Lidak geharoapen d fbabankan ke-

— pndn Penceurl rokanpeni,

Gohahwe aklbol Lindakan don perbusntan Terpgugnt rekanpenel Ler
aohul, Penereupal vekennenad menes lom) kevopsdian materiil mou
pun tmmaler it aehapeal bertkul '

Keruginn maberi]

e
L . bahwa Penirenmat rekanponsi Hidak dannti kangentrorsi didalam

e menjnlankan unahanwea o laka penrmanha,  s#ebngrl akibat tin-
L ' daknn dan perbustaon Tormpat rolannennt weng pasih berumaha
: menunbab o panbt o rupl v Lidale oale, hiinees Ponerrognt rekan

a5 pennd leh) laneor ponphast ton seblap bulanpya nobeanr n. 5=
B D00.000, = (Ltw: tutn ruplal) teendtun ge \nk bulan Jull -
F 2007 pampad denean Maret 2009 dikall 9 hulon, qéiubuhhvm qe
N pesar Ko, 44%,000,000,« (empal suluh Lima jutn rupiah),

r- . =

b Kevugdun lomoteriil

- brhwee akfbat peebun ton Tevmpal rokanpensi menuntul pembawa
L ran st o ma bt Mereupn borelanpena b owang dudah 04 ban
- Wlodm avnae s bnea, nea o= lal Poncrum b pokenpengd beys o

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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- telah melakukan oerbuatan wmelawan hukum mewbuat Pengrugat re=-
m k~npenai m2lu dan stress terhadan rekanan bisnis wang mengeta:
— . hui hal tersebut, wrag tidak ternilai harganva, akan ‘tetapi
- setara dengan usns sebesac Ro. 500,000,000, - (1ima ratus juta
L rupiahy,
- 6.bahwa karena gugatan Pencgugat rek~npengi berdasarkan hukum
L dan didukune aleh bukti=bukti wang ~tentik, karenanva sanpgat
i beralansan menurut hukum guratan Pensoupat rekonpensi dikabul
- kan seluruhnen,
- Tohohwa Temmonen b releanpen: i It!rlwul.ﬁ' Meviteenen d, r‘t'*knm'mn!!?l nkan
— mengal thkon hoknes nerupn Lanah/banoanarn rumnh berikut iainwa
~ terletak A1 Jalan Pelepah Rava Wl 1/20, Kelanagnding, Yakarta
o Utara, agar diletskkan sita jaminan, untuk meughindari gugata
_ Penrgupgat rekanpensi knsang dikemudian hari, .
i PERMAISNAN 3 '
- derdaoarknn hal=<hal Leraehal d§ oaban, mahen diputus gebanpgan [ bhe=
- rikut @ !
cTRTMER ¢
e L. DALAM KONDENYY
- Menalnk puirbon Denoergra g kannenat pe lurruhnen,
| L DALAM REKANDERG] 3
o ) L Movpabmikon graeol, Pepeopuapeal o lyrahnen
- deMenvalakon ke Jamfoan sah dan bvrh@rﬂa.
f‘ YoMeneatinkon Toerpymt eolianpenal telahnme lakcukan perbuatan me
= Livwan hakum. .
-
- 4 Menphdonn Tormiet rokanpenat memboavar ganti cud mnteril
. gebasnr p. 45,000,000,~« (~mpst puluh 1lma juta rupiah) dan
! ranbi et fiarecbepd ! .‘-.I|-.|I'|f':l."a|' . Hi0, 000,900, - (]_[;_n,-. rabusg
- Juta runinh),
; S Menvatalan eepaga o rekanpenal Yo lab mene L panti rupl
: (kloim aguransi) stan kehilanean mebi! Isuzu Panther LS 25
-
tahun 2000 Mo, 1al, B=8408=1H dael P,T,Asavansi Yentral Asia
acheany Jp, 170,600,000, (geentos dua puluh juta enam ra-
~ : : ! e
| tus ribu runiah).
N €. Monvatakan Terrupat rekanpensi tidak beralngan menurut hukur,
L meanniut ﬂt‘mh'?l"f"r"m manti rurl wane kendiua knlinan kepnda
Pecrgumat rekanrengd atag kehilonwnn wabil dimakeud,
s
L T.Menphukum Torrumt rokennensi wembavar bhlave perkara,

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2'951“2;" 1R
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Ex aaoun et'bnnn, anabila Pengadilan bermnend=2vat lain mahan

= . . putuean seadil-adilnva,

Mevimbang, hahwa untuk memnerteprsas dalil-dalil gugatan-

\ Penrgugat telah menverahkan Replik tert=anpgal 18 Maret 2003,
dan untulk mempectergan dalil nanekalannva | 'Cecpu gat telah

nver akkan Laplikpnwn tertonreal 25 Marel 200% woug Kesemuanva

terlaupir dalam Berita Acara Persidenegan dan dintuk singkatnwe

ddanipan termaanke dalan pulusan 1nd

Mondting, tohwa aoniuk wenbulcblkean daLlil-dalll pupgatan-
avi Penepugat el meoverahkan bukll qurat berupa @ -

1. Xartu/Struk Tands parkir PMON2/TWR/Mabil/Casual Nn 059936 tgl
~ 13 Juli 2002, dibovrl tunda bukti ( P=1 ),

JoSural thadh pener bmenn Laparan Na 9/ UK/ KoM/ ViT/0002 tanpp=l -
- Ly duld 2000, dabers Loando bukchy (b= ),

S.Pnta canv Karlu tonda penduduk ates noma Saudara Gunqwan, di-
= beri tanda bukti ( P=3 ),

4.Fatn canv Surat na, 0N8/IN/VII/2002 tanmgal 25 Juli 2002, di-
b eri tanda bukti ( P-4 ).

5.Fatna capv Surat nn,009/TN/VIII/2002 tanzgal 0Q Agustus 2002
diberi tanda bukti ( P-5 ),

K 6.Fntn cnpv surat Tanda Namar Kendaraan ﬁermntnr N~ .0628628/MJ/
001, diberi tanda bukti ( P-6 ),

. ‘ ToFatn capv BPKB R/B246030/1/2001/DITTLPMAY, dibderi tanda bukti
o ( P"? )o

B.Fata capv Putunin Penpndilon Negerd Joknrta Pasat Na.551/Pdt/
- 2000/TNJK?, PSP,  ta nzeal 18 Juni 2001, diberi tanda bukti
3 . ( p-8).

JeFotn cnpv Kwitanai biava sewa mabil, cdiberi tanda bukti ( P-9

10.Fata canv Bukti nembelian mebil Tauzn Panther L3 25 tahun 200
T diberd tanda buktt ( p-d0 ),
1 e
11, ¥ata cavw Perincinn penreluaran biava taxi den barang-barang

gerta dolkumen vang herada di dalam mohil ketika hiloungz, diber:
tonda buktd ( »- -11 )

o 17, Patn canv %ur"t Tondn penervimamn Loparan No,6P/K/VIT/02/5=0a <
iz, dlbert Lands bukut ( 1=1% ),

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012 _
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Menimbane, bahwa menmenai fats capv gurat-surat terse-~
but telsh diberi meterai secukupnva, dan telah dicncnkkan dan
ternvata P-1, P-2, P-4, P-5, P-4, P-10, P~ll sesuei dengan as -

linwa ~leh karenanwva secasr2 farmal dapat ditervrima sebagail alat

ukti wang sah dalam perkara inl, sedanz svrat-surat selebihnwa

an ditbergal sebamai petunjuk semata ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pembuktiannva
q}.
\‘
iiﬂi»’//Punupunut telnh menenjukan 2 (dua) aeonp anksl burnamn t HTNDRA
HTROWR, dan RESSA ¢

Menimbanz, bahwa karenn kedua arane tersebut masih mem=-
npunvail hubungan darah deangan Penﬁgugaf, maka keteraﬁgannva Eg-
lah didengar gebapail snksi dibawah gumpat meleinkan didengar
ackedar menpetbavnd dudule achontrnva dart perknra ini, masing -
mogineg memborikan ketoranpan sebaral berikul s

J.Saksi ¢ HENDRA WIRWN

bahwa gakai adalah asehamai gapir Tsuzu Ponther vang bilang,

=~ batwa beroe mabll diparkie diavenl parkir pnsal Mall Kelapaga-
ding Jekurta Ut ra,

f

batwa adapun wnabil dinarkir dala m kedd-an terkanei, lelu di-
iinegal berbelanja,

|

batwa mabil meok dengea tendn kaveds abrmnbip,

bahwa setelah berbelsnja ¥ 10 menit mabil tidak ada lagi ditem-
prt parkir,

bahwa IINK mAbil dnan Struk pvarkir ada ditsnean sapir,

?2.97kal @ HRSSA

bahwa benar s=ka] adal~h enak Penu&ugat {Imelda),

o hahwn Ankainikub berbelanjn dengan ibu 41 Phsar Mall Kelapaga=-
dine Tokpvrta Utarn,

L
1

bahwa galivl tnhu bl telah diavsuranpilun,

- * " x $
~ babwa mabil telan dipantl assuransi sebesar Rp.120.000,000,-

t

bahwa benar mabil telah halang 4 bulsn van g lalu,

B = bahwa seteleh mabil hilaap, memakai mabil dari rental vang di-
B paltal blends kelune keatn denenn aawa ﬂn.lﬁ.ﬂﬂo.boo,, perbulan,s

= MonLabABR, .o covosvevesy s
Analisis tanggungjawab..., Henry, F U , 2 12 B _ 2
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Menimbaneg, bahwa untuk membuktikan dalil sangke lannva
- Tergugat telah menwerahkan surat-surat berupa 3

- - 1,Patn capv Surat ACA Asuransi Reg, Na, 21-86-02-002876 tangga
= 18 Seyptember 2002, diberi tanda bukti ( T-1 ),

2.Fntn canv Surat pernvataan Tan Ipelda Wijavwa, tertanggal 07-
Napember 2002, diberi tanda bukti ( 7-2 ).

3+Fntn cnpv Surat Tandm Bukti Pemblakiran tenrtanggal 31 Juli -
2002 dari Direktrrat “alu Lintas Palda Metrs Java dan sekitas
nwa, diberi tandaa bukti ( 7=3 ),

4 ,ntn canw Surat “eterangan Lehilangan Kendarsan Bermatsr Na-
Pnl,Sket/2909/VITT/2002, tancmal 06 Agustus 2002, diberi tan-
da bukti ( T-4 ).

Selata cnpv Surat Mindn Penertmonn Yapsran Nn, 9/TX/KaM/VIZ/20(
terbaumegal 1% Juli 2002, dib r1 btandn bukti { T=5 ).

B boFatn capv Surat Pands Penerimuan Lavaran Na,P-1 68/X/VII/0:
/8.8ading, tertanigal 1% Tnli 2002, dibeei tanda bukti ( T-6

- T.®at~ capw Surat Laparan Kecelakasn Kendedaan Bermatar Palisi
B No, 21-86-00~0012T77 Klalm Na, Lanaran 15/07-02 Na, 2114 dari
@ ACA Aguranal tertaargal 24 Juld 2002, diberi tends bukti ( T-

T 3%
;_ - oFota capr HINK Kendarann bermator Na, Pal, B-8520~TE milik
2 Penagugat, diberi tands. bukti ( -8 ),
~ - 9.Fatn capv invnice Na,010000% duri P,1',Pantia Matar, diberi ta
- dn huktl (=0 ),.

/
10,ifntn cnpw Swrhifikub Namare ldentifikosl Kendarsaan Bermater
< Tt (RTK) Nn. 5027:00/AB/PM.NIK, tevbansual 0% Desember 2000 dar
' 3 P.T.Pantja Mater, diber) taunda bukti ( T<10 ),

11.Fate capv surat iktisar pertanngunran terianpgal 22 Desember
2000, dibori tonds buktt (=12 ).

. Menimbane, bahwn nerennp nhaba capw ﬂurht tersebut te-

lan dibeed meterai secukupava dan telah dicacakkan dimana T}

™ T=25 DTy Pwll, T-lé sevual derpan aslinva nleh karenanva se-
: card farmal dovnt diterima Achagni alat bukti vang ssh «dalam
o perksea Anl, vedang suent=purat pelebilnva akan digunakan ge-
ri | ' bagail petunjuk semata 3 -

:E-_ Menimbang, bahwa Tergupgnt tidak mengijuken saksi dalsn
L; perknrn  Apalisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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Menjmbanpg, bwhwa akhirnwa kedua helah pihak telah weng:
jukanrKegimoulsn masing-mz2sine tertanugsl 2> Juni 2003 Kesemu:
- ‘ ava terlampir dalam berkas perkara d~n dianggap merupskan ba-
- qién wang tidak terpisahkan daril Putusan ini ;

Menimbine, bahwa kedvn belah pihak tidak mengajukan ap:

ava Jogi doan mennn putvean j

TENDANG PPRTIMBANGAN HUKIM s

’ b DATAM KANPTNST :

Meaimbaryr, babwa makaud pupatan Panepugnt adalah seper

&

E1 verarad df ntan g

. Menimbana, bahwa kavens Tergugat menwangknl dnlil—&ali
A Penmaegat, maka untuk membnktikan dnllil rugﬁtannva Penrzupgatl
telah menpajokan buhti sueat diberl $anda M1 a/d P-12, dan

menea inkan 2 (aua) arane ankal wange tidak disuinpah H

- Mertmbaner, bahwan unlbuk membukbikon dalil sangka lannva
Tergupnt telah menmadukan buktl nurat dibert toanda =1 s/d T-
12 |
) lenlmbune, bahwa dari dalll-dalil kedua beléh pihak
*; vanm herporkn e dihqhnnnknn denpan huktj-ﬁukti nurat me apun .
dari keteranrnn Hmkni-ﬁnkﬂi dipecaleh fakba nebagad berikut
l.bahwa benar padn tanegal 1% Jull 2002 jam 7 : 41 : 05 WIB Pen
-~ - ' gugat telah memsvkirkan mabil milikuva wmerk Isuzﬁ Panther 1S
- 25 tahun 2000 worna abu=abu metrlik denian Na. DPal, B=8%28=TH
di areal pavkic wane dikolala Tergopet wine terletek di Pagar
Mandiri, Mal Kelamagadiog dakorta Utara, dan untuk itu Tevgug
} telah menverabksn kartu/Struk Tanda Parkir kepada Pen: sgugat
y (p-1).

.

i 2obnhwn benar pade glruk ¥ands FParkidr tersehut asda clnuaula bah

4 wa nlhnk Terpuoat tidalk bertan -pons jawad atas kehilannan ba~-

rang ntau m~bil tersebut,

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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3 bohwn benpar mahil berisi sucat penting tersedbut telah hi-l
lang dari tempat parkir ( P~2 w T=4 = T=5 = T=6 ),

4.balwa mabil tereedbut telah kelusr dari tewpat parkir dengan
meuvTjukkan jamioan KTP atas nama Guaawan kepada Tergugat,

.batiwa TPenrpuyat t2lah menprima'gﬁntt ketrugian ates hilang -
ava mnbil tersebut dari P.T.Asuransi Central Asia sebesar
Rp, 120.600,0N0,- ( Seratus dua puluh juta ebam ratus ribu
runtah ). puda tanmreal 07 Napembor 2002,

Montmbane . hahws weeoer menjnd b nermanslahan pakak bo-
el kedun beloh pihak wane berperkara ndalah menwangkut : ap
kah Tergugat seloku Pengelnls Parkir dapnt dipertanegunn ja

wabkan gecara hnkum aten hilanmva mabil milik  Penrgugat

dari areal Parkir tersehut ?

L}

Menimbane, bahwa Fencmurgst telah wendalilkan  bahwa
Tergugat telan melakukan Perbuatnn melawan hukum atas hilan
nva mabil milik Ponperupad denman alegan
1l,bahwa Terpguxit telah membiarkan nraay lain membawa keluar

mebdl wiiik Penmpugat, vedang k~nci, struk tanda  Pavkir
SINK masih ada pada Penpeugnt,

Menimbang, bahwa Tergurat mendallikan bahwa iz  tida

malekukan norbustan Melawan Hukum dengan alapgan fergugat ta
1ah makaimn) mencegnh hilonpnwa mnbil tevsebut mencacakkan
STNK mabll don memintn dnn mendkan KPP pombawa mabil sebuga

Jaminnn

Menimbane, bahwa davi dalil alasan kedua belah pihak
‘tersebut dintna nda perbednan pendanst menvanekut STNK,
Mabil vanz hilong wnitu ¢ Penmpgugat mendalilkan STHK masih
berndn pndanva, sedunr Toerpupgst mendalilkan telah mencmgak=

ke SUNK mabil Lersehut sewakbu ke luar vavkire !

) ]
Menimbans:, bahwa untuk menpmetahui duduk verkara vang

sehenprTnya kwhonnrqn kedun dalil daci kedns belah pihak hari
dibuktikan lebinh dahulu H

TArHAII4id tahgguib)aWwab. | Hehry) RHUL 2012 vindtu SINK mabil van

hilang menurui koteranean Penmpupnt aglinwn ada di-  PBalisi
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dihubungksn denszan bukiti 1'=-6 waitu surat Tanda “enerimaan Is
prran tangzal 13 Juli 2002 dari Sekter “ep~lisian Sektar Met
T pealitan Kelnnnqﬁdinﬁ, STNK dan kenci Knntak diamankan se
bapal bukti di Kantar Palisl, hal ini bersesusian pela dene
petunjuk dari keteranzan saksi “endrs Wibewn vang menevangka
bahws Tevguamtltrlnh mendalilkan STNK denman mabil vang ke
luar, tidak cukup beralasan, denman demik ian dipernleh fak-
ta hukum bahwa mabil t=lah keluar dari tempat parkir tanpa

atrak parkir, Lanpn SPNKE dan Lanpa kenel 3

Menimbane, bahwn apnlknh denman fakta hukum-diatns Ter
gugat ada atau tidak melaknkan Perbuntne Melawan Hukum, Maje
lis Hekim akan mempertimbanvkennwa sesuai. dengan ketentvan

v amy herlaku %

Menimbns, bahwn pasal 1365 KU4 Perdata menentukan
bahwa tiap perhuntan melansgar hokum menvebabkar Arang vang
me lakukan perbvatan itu Jika %arenn kesalahamnva telah ditim

bulkan kerugian, untuk membavar kervegian itu ;

Menimbanys, bahwa pemahaman mélanqgar nukum -/ melawan
hukum dalam ketentvan ini, tidak saje perbuatannva vang Ime-
lanegar hukum atou hak ~ranps laln, tetapi juga perbuatan vaﬁ
verlawanaw denzan kepatutan wane h-rus diindahkan dalam per-

grulon manvarakat teechadan peribadi ataa banda n~rang lain ;

Mentmbons, hohen dart ketonluan dan pemahinman A4 atns
4202t diketahul sesearane melakukan verbuatan welawan hukum

apabils ditentnkan ad= unuwur-unsur
1l.nda perbuatoan bhaik aktit maupure pansif,
Aol ke obiong, boil sengn o alan 1ning,

5onla Keoumlon,

deada hubunean nebabh dan akihat,

Menimbaryr, bahwa doril fakia vane terunelkap dipersida~
nraT, wa iNnalisis tanbglriglawakt.. Henryl FHULI2092c0 4 denran ketera -

nran Y4nkst Mendey kapeawan Toergnmt gelaky neLugng Durkir
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telah memberikar izin kenadz arane lain untuk membawa keluar
mabil milik Penrguest hanwa denran mengrunakan XTP vang ter=-
nvata palsu, senarusnva Karwawan Tergugzat herus mensxvakan

stfuk tanda parkir dan krlau tidak ada winimal, melihat STNK
mintak mencncnkkannwva, sehinnge kesemuanwa itu telah memenuhi

unsur adanva verbusntan dan kalalaian

Menimbaner, bahwa dari fakta waue terunnkap dipersida-
ngan nvata-nvata Pennmpugat telan kehilangan sebuah mnbil se-
hingga menpgalami kerugisn dan ﬁésemunnva itu sebagal akibat
koolaladon korvawan Tergn gnt, denean demlkinn kedua  unsur

wany, terakhic ininun teryponuni ;

Menimbang, bahwa karena segenap unsur telah terpenuh:
dilakukan nleh korwvawan Tergugat mak-= mﬁnyrut ketentuan pasal
1367 KiJH Perdata Tergugat harualah dipertansguny Jawabkan
dan dinwatakan telah melakukan Perbuatan ‘elawan Hukum }
hal Ini sejalan denpan detentuan vasal 4 UU Na.8 Tahun 1999
tentang Perlindunean Konanumen denean demikion petitum  pada

butir 2 & 4 dari gugatan Pencguget dapst dikabulkan 3

Menimb~ug, bahwa kareuna Tevrgugat telsh dinvwatzkan mels
kukan Perbuatan Melawan Fukum maka menprut ketentuan 1365

KUH Perdata, kewyjlbun Tergugat untuk membowar ganti rugi ;

Menlmbsnz, bahwa dari bukti T-1l, T-2 dihubungkan denes
keternngan saksi-3aksl wvang diajukan Peneguget, dimana Penggt

gt telab meneriwe agsuransi ganti kerupgian sebesar Rn, 120-

600.000,= dary 2,1, Aguransi Yentral Agie

Menimbano, Yrhwa zedalsan denran Surat Pernvataan Peng-
gugst dalom bukti T=2, denean telh diterimanwa gautl rugi
tersebut, cepnls hnk wang dineraleh twfhadap ﬁihak kgiiga
gsehubuneen denenn kerupian terashut selsniutnwa menjadi hak
milik milik V.7F, Asuransi Centiral Arla, denman demikian Peng-

rugat tidnk herndk Lagd wenuntub gant| rugi atny m~bil terpe-
Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
11 5 P
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terzebut kevada Tergugst ;

Menimbanps, banwa terhadav kerugian atzs biava transg-~
n ~rtasl ven& dilakukan Penrcugat selams + bulan menurut
hemat Majelis, adalah lozim untuk eews aejenis mnabil Phanter
milik Pewmgurat adalah sehesar Rp, 6.000,000,=- perbulan se=-
hingga ganti rumi terhadap tronspartasi selams tiga bulan

adalah Ryp. 18,000,000,-

Mentmbane, babwa Lerhodap kehd lanean haeane milik Veng
grel Made e okt banvn akon memrsbnd kan pantl rugl atas
data=-date wans reallstie vaitn berupa dnmpet, beserta isihva
Us & 800, 2 P, 2 Credit Card BCA, 2 Uredit Cardt Livpn, me-
Ain Nemoavreabar PG, Danpkrak buoen Runrf=kunci, SIM g, Sim C

untuk dus arore svinr keaomusnen borjumlah Rp.U.150,000, -

Meninbine, bahwn terhadan kevusian immaterinl senilai
¥2,500,000,00C, ~ alel karens hidak diajukan secara terperinci

maka parusg dinw:takan tidak dapst ditevima H

Menimbanr, bahwa denran demikinn ganti rugl vang ha-
rus dibavarkan Torgummt kenada renerugnt ndalah sebesar Rp-
18,000,000, = + fip, B,150.000,~ = Rp. 26,150.000,~ denran den

kian petitum nalS dapnt dilabulkan unthk seb:pisn ;

Menimbang, bahwa Xavena bukti-bukti warng diajikan Peng
gugat belum memenuhd pasal 180 HIR, maka petitum nn,6 atas

putusan sertn merta tidak danﬁt dilkabulkan ¢

Menimb:nz, babws %acena dalam neckara ini tidak pernnh
diletakkan sita Jaminan, maka petitum nn.4 dari gugatan harus

dinvatakan tidak dapat dikabulkan

Menimbanm, bahwa karena gugatan'Penqgugat dikabulkan
] “
untuk sebngian mnka. biaws perkara akan dihebankan kepada Ter-

rugat pebamai nihak wane kalah wane besaenva akanp diberitahu~-

kan dolom ome puluinng inl,

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
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.
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DALAM ®EKANPWMNSI

DALAM WKSRPST ¢

Menimbana, heahwa naksud gugatan Rek~npensi adalsh seper

ti tersebul diatess H

Menimbi'ni, bahwa Tevgugat “eknﬂUnnsi/Penqnugat Kanpensi

Lolnh meongs Jukan Blewp perthal goupsdan Xnbur (abpouur 1ibel )

Menlmbnnmr, bohwa Kapena Rkuenst Tergugat Hoknnpenqi/PEn

Zugat Kenoensi bukan nenv1nvkut magalah Kewenangan make menucu

ketenbunn 146 TR haruslah dipultua boraawn-gnna denrau putuaa)

akhir 3

Menimbane, bahwa Peneoupnt Reknnpensi mendalilkan telah
menun jukkan 1itikad baik, melakukan pencarian terhadap mabil

5
v hilang, akan tetapi justeu digugat ~leh Terpugat Rekanpen-

3l denpan menunlut panti kerurian sehinmpa hal ini dianggup me-

ruvalan perbustan melawan hulkvm H

Menimbang, bahwa terhadap alasan wang dikemukakan ~leh

Tergugat Reknnpensi bahwa menuntut seaknrang dalam me2lakukan

perbuatan melawan hukum bukanlah verbuaten melawan hukum dan

menuntut ganti rugi dari searang k~nsumen terhadap pihak vang

dianfgap bertangnung Jawab adalah hal

Undang

wang dijamin dalam Undang
Nn, 8 tahun 1999 tentang Perlindunzar Kensumen :

Ylenimbang, btanhwa setelsh mencermati gugetan Penggugat

Relt~nnensi dihadapkan denwan alagan Teryugat Yeknnpeusi Majelis

beenrndipat hahwa adnlnt, Lognl dun nak netiap areang untuk menga

Juken gugatan menakala ia merasa dirugiken, Sehinusga  bentuk

gugatan Penegunst Reknnpeasi wang demiklan adalah Tergn

pAda gugatan wang k

long
abur (nhscuur libell) dan demikian
eksensi Tergugnt Rek~npensi dapat diterlina

pula

DATAM PAROK Datkana

—— e —

Me riirggrllsrljsr vandduﬁﬂfav%b' ' THenky FHUI, 120%2 g4, liekanpean

= dunat

""'Olloaocao.-u-...



dapat diterima makn gugats,n Penrgugat Rekenpensi harus dinva-

takan tidak dannt diterlima ;

Menimbare, bahwa kerena gu gatan Reksnpensi telah di-
nvatalken tidak dan=t diterima maka blava perkara dibebankan
kepada Penﬁgngat.Kekunpensi-vnﬂﬁ gsampal szat ini ditaksir ni-

hil

HemrevhnLikan Undang=ldane vang herasangkutan,

MENGADITTI

DATA KONPREN'']

an

oMenpnbanl ban oo oo unbole sebopian

¢ Menwndakan Tersus:i trlah melakukan Perbuntsan Melawan Fukum ;

5.M envatalkan secnra hukum, klausula bahwa vang menvatakan P.7T,
Anugrah Bina Xorwa tidak bertaner~uve jawab atas kehilangan ken.
dara2on milik Wvenwa T,.Imelda Wijinva sebapaimana tercantum dalar
Kactu/Strak Toandn vackde UMOO2/DNR/Mabil/Ghraual Na,0.%599%6 deo-
ngen tanpgnl masck 13 Juli 2002 jam 7,41.05 WIB atas mabil de-

nran namar Palisi K-8328-IH adalal batal dewi hukum ;

4 Menghukam Terpupit untuk membavar kerugisn materill vang dide-
rita Pengprugat sebesar Rp. 26,150,000,~- ( Dua puluh enam juta

geraine lima ruluh ribu runiah )
5. MeughitkumaTergugst untuk membavar rMEKnS, perkara sebesar Rp.

238.000,~ ( Dus watus tiga puluh sembilan ribu rupiah ).

6.Men~lak guzatan untuk selain dan selebihnwa.

DATAM RPKANPENAT

DATAM RKOTTST o

Menerimn Bkoepnd davl Peppn b Rewanponal B

DALAM POKAK PERKARA_ 3

Menvataksn gugatan Reknnpensi darci Pengugat Reknmpensi

tidnk dapat ditorim

.
Meaghukun Penpmapnt Hekaipensi untuk membavar ntkam pe

kara watie gampal kilnd ditaksir nihil,

Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
gotingl ARy (T T S
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Dewilkianlah divutuslkan dalam permusvawaratan Maijelis
Hakim pada hari, S W N I N tanepal 21 J UL T 2003, nleh kami
R.HWNRY SILABN, 4.0', sebagai Hak im ketun, Ne, K RS WIDAVATI,
dan NRCAOWMUS, S0, moslam=nasiner nebarail Hakim Anrenta, putu
33 mana diucapkan dalam sisang weng terbuks untuk umum, »leh
Magelis Bakim tersehut, donean dibantu ~leh A, R A M B B, se-
v Faudtora nenepantd y domean dihodiri sieh Konsa Perirmuant

don K oo, -

HAKIM=HAZTN avenay, HAKIM KiTUA tsb,
ttd o "
Ll
1o Nv KAT'g WInsv: o7 o i,
Ced R, HYN2Y aTie 4, o,
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Panitors pon-eanti,

wa, |
| v
we e oL

oL

A« BAMBE,

Catatan : Putuscn belum mempunwal kekuaton hukum wange
tetapp karena k ussa Tergugat menvatak-n Band ing

rdr tmrgal 30 Juli 2003, -
Jofearty, 06 A
Paniter-

2003,
Sekreftnrig

Setinan resml penatapanial divegjuan I KETUT PAYNI ADNV NA
_ ,umukdlnaluvlffﬂ"h““'“W Nip.fowo\%ae{.
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iengan surat togl :
Pengadilan Negesi Jakarta Utars
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PUTUSAN
Nomor : 421/PDT.G/2003/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana
diuraikan di bawah ini dalam perkara antara :

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, yang dalam hal ini diwakili oleh SHAKTT
AGUSTONO RAHARDIJO, Direktur Utama PT. ASURANSI TAKAFUL
UMUM ; yang berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup
bertanggal Jakarta, 19 Mei 2003 telah memberikan kuasa kepada :

WARSITO SANYOTO, SH dan ZULKIFLI DANIEL; SH. Pengacara, Konsultan
Hukum pada Kantor WARSITO SANYOTO, SH & Partner, Jalan Cempaka Putih
laya Nomor 21 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ~---—-

Melawan:

PT. SECURINDO PACTAMA INDONESIA (SECURE PARKING),
berkedudukan di Komplek Mangga Dua Mas Nomor 11-12 Blok A, Jalan Mangga

Dua Abdab Nomor 14, Jakarta Pusat 10730, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya yang dibuat dan

ditandatangani oleh kuasanya bertanggal Jakarta 30 September 2003, didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2003 di bawah
nomor register : 421/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan asuransi dimana telah diasuransikan 1
(satu) unit mobil Toyota Land Cruiser VXR, pembuatan tahun 2000, nomor rangka MHF
11TJ8008004307, nomor mesin 1HD-0191474, dengan nomor polisi B 8840 ME

berdasarkan polis No. 302.01.1230.200, atas nama tertanggung Mori Hanafi,
SE.M.Comm (Bukti P-1). .

2. Bahwa mobil dengan No. Pol.B 8840 ME pada tanggal 30 Januari 2002, pukul 12:26:17
WIB telah diparkirkan oleh Drs. H. Marwan Saridjo di

Area parkir dalam kawasan
Glodok Plaza, yang dikelola oleh Tergugat dan telah menerima karty parkir dari petugas -
parkir (Bukti P-2).

3. Bahwa sewaktu Drs., H. . qu)hqq\q#y PHBNRZOdan hendak mengendarai
mobilnya, ternyata mo’?‘:’iﬁ'&%ﬁ%ﬁ #g ari area parkir yang dikelofa oleh Tergugat.




. Bahwa atas hilangnya mobil dengan No. Pol. B 8840 ME tersebut, Drs. HAI Marwan

Saridjo telah melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersaira-
sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di Polszk
Metro Taman Sari, Jakarta Barat (Bukti P-3). -

Bahwa dalam pemeriksaan dihadapan petugas Polsek Metro Taman Sari, Jakarta
Barat, petugas parkir atau karyawan Tergugat yang berjaga di pintu keluar
menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu -
mengizinkan kendaraan keluar dari area parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih
dahuiu yang telah diberikan kepada pemilik mobil pada saat mobil No. Pol. B 8840 ME
masuk pada areal parkir Tergugat, padahal karcis parkir tersebut masih berada di
tangan Drs. H. Marwan Saridjo.

ahwa atas kehilangan tersebut, pemilik mobil, Mori Hanafi SE, M.Comm telah
mengajukan klaim kerugian kepada Penggugat, dan yang atas klaim tersebut
Penggugat pada tanggal 8 April 2003 telah membayar sebesar Rp. 582.300.000,- (iima
ratus depalan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) (Bukti P-4). '

Bahwa setelah dibavarnya klaim pembayaran kerugian atas hilangnya mobil No. Pol. B
8840 ME oleh Penggugat kepada pemilik mobil secara penuh, maka atas hilangnya
kendaraan bermotor/mobil No. Pol. B 8840 ME tersebut yang diparkir di areal parkir
Tergugat, serta dijaga oleh para petugas Tergugat, maka hak-hak Mori Hanafi, SE, MM,
sebagal pihak yang telah menerima klaim asuransi dialihkan (subrogasi) kepada
Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD yang menyatakan :

Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan,
memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga
herkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertenggung jawab untuk: sefiap
parhuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.

Bahwa karena kelalaian dari petugas parkir yang bekerja sebagai karyawan Tergugat,
maka Tergugat tidak dapat melepas tanggung jawab secara hukum dan wajib
mempertanggung jawabkannya pula secara hukum pula. Hal ini sesuai denagn
ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 1566 KUH Perdata :

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya oleh kerugian yang disebabkan
perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian
atau kesembronoannya.

Pasal 1367 alinea ke-3 KUH Perdata :

Wiajikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka,
bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka
dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang itu.

. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menolak kompensasi penggantian atas

hilangnya mobil Toyota Land Cruiser No. Pol B 8840 ME tersebut karena Tergugat
hanya sebagai pengelola jasa perpakiran yang bertugas sebagai pengelota parkir saja
dan bukan penjamin yang bersandarkan kepada pasal 36 ayat 2 Perda DKI| No. 5
Tahun 1999 tentang perpakiran yang berunyi sebagai berikut :

“ Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam

kendaraan atau rugalfaya Kk a3 elm,b jFetak Parkir, merupakan
tanggung jawab pemakai tel%%%ié,gark?:'”. e F 4



10.Bahwa alasan Tergugat tersebut secara hukum tidak benar, karena ketentuan yang
tercantum di dalam Peraturan Daerah tidak dapat mengkesampingkan ketentuan yang

ada di dalam Undang-Undang, khususnya ketentuan pasal 1366 dan 1367 KUH
Perdata.

11 Bahwa berdasarkan Surat Subrogasi tersebut Penggugat telah mengajukan tuntutan
penggantian secara damai kepada Tergugat, namun sampai perkara ini diajukan ke
persidangan, Tergugat tidak beritikad baik secara membayar ganti rugi kepada

Penggugat atas kelalaian yang telah dilakukannya dan dengan berbagai dalil mengelak
dari tanggung jawab hukum.

12.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan
perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan hukuri
sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang herbunyi :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut. ”

13 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya mobil No. Pol B
8540 ME adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1385, 1366 dan 1367
KUH Perdata jo UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha pengasuransian dan teiah
menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus

delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar 2% per
bulan.

14 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewajiban Tergugat kepada
Penggugat sebagaimana maksud butir 12 diatas, cukup beralasan bagi Penggugat
untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu
meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat guna
menghindarkan Tergugat mengalihkan hak kepada pihak lain dan atau untuk menjamin -
pelaksanaan putusan pengadilan pihak lain dan atau untuk menjamin pelaksanaan
putusan pengadilan dikemudian hari berupa sebidang tanah dan bangunan kantor milix
Tergugat berikut segala sesuatu yang melekat yang terletak di Komplek Mangga Dua
Mas No. 11 — 12 Blok A, JI. Mangga Dua Abdab No. 14 Jakarta Pusat. !

15 Bahwa sanksi hukum perdata yang ditentukan di dalam pasal 1365, 1366 dan 1387
\(UH Perdata perlu dijatuhkan terhadap Tergugat, guna menjamin agar Tergugat benar-
benar mengawasi para pegawainya, sehingga para pegawai (petugas parkir) tersebut
tidak pernah akan melakukan kelalaian/kesembronoan yang mengakibatkan terjadinya
kerugian pada orang atau pihak lain.

16.Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkuat menurut ketentuan Pasal
180 HR, karenanya layak dan pantas bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakaria

Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah d%‘ﬂa‘ﬂ@@éﬁ%ﬁ ina n takkan dalam perkara ini,
yaitu berupa sebidang tana Qﬁ‘a an'ﬁuﬁan?ykqa:@j’h%ﬁ Tergugat berikut segala



sesuatu yang melekat yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas No. 11-12 Blok A, Jl.
Mangga Dua Abdab No. 14, Jakarta Pusat;

3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum  yang
- diiakuka_n oleh karyawannya;

4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas mobil B 8840 ME yang hilang di

.~ komplek parkir yang dikelola Tergugat.

- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa uai"lg tunai
i dan seketika sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus
ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar 2 % per bulan terhitung sejak tanggal

gugatan ini sampai dengan adanya pembayaran lunas kepada Penggugai.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan,
banding maupun kasasi.

— 7. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara :

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat
yang datang menghadap ke muka persidangan adalah kuasanya bermnama ZULKIFLI
~ DANIEL, SH, tersebut, sedangkan untuk Tergugat yang datang menghadap ke muka
— persidangan adalah kuasanya HASUDUNGAN MANURUNG, SH, Pengacara dan
—. Konsultan Hukum pada LAW Firm FIFI LETY INDRA & Partners, berkedudukan di
- Jalan Proklamasi Nomor 61 DD Jakarta Pusat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus
bermaterai cukup, bertanggal 29 Oktober 2003 s

e

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak-

~ pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dimulai
dengan membacakan surat gugat Penggugat tersebut, yang atas materi gugatannya

"~ tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

-

- Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat
~ menanggapinya dengan mengajukan jawaban secara tertulis pada hari persidangan
tanggal 19 Nopember 2003 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

—~ DALAM EKSEPSI:

Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untulk bertindak sebagai pihak
- dalam perkara ini {exceptio non legitima personae studi in judicio):

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku mempunyai kewenangan hukum untuk
mengajukan gugatan terhadap Tergugat hanya berdasarkan Surat Kuasa Subrogasi dari
Mori Hanafi, SE, M.Comm tertanggal 10 Maret 2003 (Bukti T-1).

T 2. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, gugatan yang diajukan ke pengadilan
— * harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, yang mencantumkan secara tegas dan
terperinci tentang pihak-pihak yang bersengketa serta menyebutkan secara konkret
mengenai pokok perselisihan atau pokok sengketa diantara pihak-pihak tersebut.

3. Bahwa keharusan menggunakan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 123

ayat (1) HIR tersebut telah menjadi kebiasaan dalam praktek beracara di pengadilan.
— Keharusan tersebut misalnya nampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 296
= K/Sip/1970 tanggal 9 Apstiers ksrighingjawens. [ridemyaBkin, 2012
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“Menurut Pasal 123 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalou dikehendaki, bokeh dibantu

atau diwakiii oleh seorang kuasa, yang untuk maksud itu, harus dikuasakan dengan surat
kuasa khusus/istimewa."”

Bahwa betapa pentingnya keharusan penggunaan Surat Kuasa Khusus dalam berpekara
di pengadilan, nampak jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA KUMDIL
288.X/K/1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan
Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negata,
Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara di seluruh Indonesia, yang menegaskan sebagai berikut ;

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus
vang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan
ini diberikan petunjuk sebagai berikut : Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut
undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu' hanya
dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan
jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam
erkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”.

Bahwa terbukti Penggugat menggugat Tergugat hanya berdasarkan surat kuasa
subograsi dari Mori Hanafi, SE, M.Comm., yang sifatnya umum, dan tidak berdasarkan
surat kuasa khusus. Dengan demikian, maka secara yuridis, Penggugat tidak mempunyai

kapasitas hukum untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini (noon legitima personae
standi in judicio).

Bahwa berdasarkan beberapa fakta yuridis yang telah dikemukakan di atas, Tergugat
dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan
menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat, sebagaimana tercantum dalam surat
luasa subrograsi (Vide Bukti T-1), adalah berdasarkan ketentuan Pasal V ayat 4 Syarat-
Syarat Umum Polis, padahal Tergugat bukanlah pihak dalam Polis tersebut, dan tidak
tarkait sedikit pun dengan salah satu pihak yang terikat dalam Polis tersebut. ltu berarti
secara hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak-pihak dalam
Polis tersebut, termasuk dengan Penggugat.

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka
Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat. Sebab, menurut
Hukum Acara Perdata, gugatan hanya dapat diajukan oleh phak-pihak yang mempunyal
hubungan hukum satu sama lain.

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung Rl dalam Putusannya No
294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum®.

Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai
Penggugat maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga

gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima. Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012 _
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Pendirian ini sesuai dengan pénegasan Mahmakah Agung RI dalam putusannya No.
2662 K/Pdt 11993 tertanggal 28 Mei 1998, yang berbunyi

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, qugatan
harus diajukan oleh phak yang memiliki kapasitas pertindak sebagai Penggugat. Menurut
Hukum Acara Perdata, orang yand memiliki_kapsitas mengajukan gugatan dalam suatu
perkara_perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan
dengan apa yand disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak
mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan
mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat error in person dalam bentuk

- dan kualifikasi inparson”.

Bahwa dengan fidak terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
dalam perkara ini, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankefijke
verklaard).

Gugatan Pengguigat Kurang Pihak

. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah perbuatan

melanggar atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Penggugat seharusnya
menggugat setiap orang atau setiap pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan
yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, terkait dengan hilangny2 sebuah
kendaraan milik Mori Hanafi, SE, M.Comm. Tidak hanya menggugat Tergugat.

Bahwa jika kehilangan kendaraan tersebut dianggap telah menimbulkan kerugian
terhadap Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat Saputra
Halim yang mengendarai kendaraan tersebut sebab kehilangan mobil tersebut justru
terjadi pada saat mobil tersebut berada di bawah penguasaan dan pengawasan Saputra
Halim.

Bahwa keberadaan Saputra Halim sebagai pihak yang menguasai kendaraan atau mebil
tersebut sebelum kendaraan atau mobil tersebut hilang, nampak dalam Laporan Polisi
No. Pol. K/X1/2002/Tmn.S. tanggal 10 Januari 2002 (Bukti T-2). Sebagai pengendara
atau pengguna mobil tersebut pada saat tersebut, Saputra Halim seharusnya
bertanggung jawan penuh atas keamanan mobil tersebut.

Bahwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa Penggugat justru tidak
mengikutsertakan Saputra Salim sebagai pihak dalam perkara ini. Maka gugatan
Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak. Dalam
praktek beracara di pengadilan, gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap
dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agungd Rl dalam putusannya No. 78
K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ngatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan
tidak dapat diterima". -

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni
19786, Mahkamah Agung RI menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan :‘r::rrlnnr
mengenai pihak yaAgalielaseauIATASIZHRIRY FRIOP 2072 digugat”.
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Bahwa berdasarkan beberap
Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang me

menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugd
tidaknya dinyataka

a-fakta yuridis yang telah dikemukakan di atas, maka
meriksa perkara ini berkenan

atan ini ditolak atau setidak-
n tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verkiaard).

Gugatan Penggugat Prematur

5. Pada butir 3 dalil gugatannya. penggugat mengakui

bahwa mobil tersebut telah hilang

— " dan pada butir 4 dan 5 dalil gugatannya itu pula Penggugat mengakui telah metaporkan

.. kehilangan. mebil terse
terbukti dari Surat Tanda Penerimaa

but kepada Polsek Taman Sari, Jakarta Barat sebagaimana
n Laporan/Pengaduan No.Pol K/X1/2002/Tmn.S.

tanggal 10 Januari 2002 (Vide Bukti T-2)

=l

— -

48 Bahwa berdasarkan laporan terse
e sedang mencari pihak lain yang
melawan hukum untuk dimintakan pertanggu
pihak kepolisian dalam perkara ini merupakan

Bahwa dengan mengungkapka
Penggugat mengakui bahwa mo

n beberapa fakta tersebut diatas maka hal ftu berarti
bil tersebut tidak berada di bawah penguasaan Tergugat.

kan tetapi berada di bawah penguasaan pihak lain secara melawan hukum.

but di atas pula, dapat diketahui bahwa Kini piiist
mengambil dan menguasai mobil tersebut . secara
ngiawabnnya secara hukum. Ketetlibatan
bukti juga bahwa ada unsur pidana dalam

R perkara ini.

19 Bahwa seusal asas hukum jika sua
maka gugatan perdata baru dapat

20

215

tu perkara terkait aspek pidana dan perdata sekaligus,
diajukan ke pengaditan untuik menuntut ganti kerugian

apabila sudah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van
gewjjsde).

Hal ini sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1918 KUHPerdata

oleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang

ahatan maupun pelanggaran. di dalam suaid
tentang perbuatan yang telah

“Suatu putusan hakim yang telah memper
telan diiatuhkan hukuman karena suatu kei
parkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti
diiakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”.

dalam Pasal 22 ayat (7) Surat Keputusan

Penegasan serupa juga dapat ditemukan
| 4 Agustus 1977 yang

Menteri KKehakiman Republik Indonesia No.J.S.1/7/5 tangga
menyatakan |
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

“outusan Hakim Pidana
ali jika dapat diajukan

merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, kecu

puldi perlawanan (tegenbewiis)".

Pahwa sampai saat ini tidak terbukti perdasarkan putusan pidana yang berkekuatan
atan atau pelanggaran terkait

hukum tetap bahwa Tergugat telah melakukan kejah
hilangnya mobil tersebut. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sebenamya belum

waktunya untuk diajukan ke pengadilan (prematur).

kti prematur; maka dengan ini Tergugat
i agar berkenan menolak
an Penggugat tidak dapat

Pahwa berhubung gugatan Penggugat terbu
mohon kepada Majeiis Hakim yang memeriksa perkara in
gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugat

diterima (niet ontvahnaligistangglamgjdvab..., Henry, FHUI, 2012
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Gugatan Penggugat Tidak Didukung Bukti-bukti :

. Bahwa Penggugat dalam gugatannya fidak dapat _membuktikan adanya kejahatan

ataupun kelalaian Tergugat yang menyebabkan hilangnya mobil tersebut, karena
Pengggat tidak dapat membuktikan bahwa pencuri mobil atau penyebab kehilangan
mobil tersebut adalah Tergugat.

Bahwa suatu gugatan harus didasarkan pada bukti-bukii_vang kuat. Sedangkan
kenyataannya bahwa gugatan Penggugat justru tidak didasarkan pada bukti-buldi yang
kuat. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada
Tergugat dalam perkara ini pun seharusnya ditolak.

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana ditegaskan dalam
Putusan Mahkamah Agung RI No. K/Sip/1883 tanggal 28 Mei 1978 yang menyatakan :

" “Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-buidi harus

ditolak”.

Berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan
Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvakelijk verklaard)

Gugatan Pengaugat Salah Alamat :

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan terungkap bahwa
mobiil tersebut hilang karena pencurian dengan pemberatan dan pencurinya kini sedang
dalam penyelidikan (Vide Bukti T-2), atas dasar Bukti T-2 ini Penggugat sendiri yang
telah membuktikan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk mengganti
kerugian kepada Penggugat adalah orang atau pihak yang telah melakukan perbuatan
yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Vide ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata),
dalam hal ini si pencuri mobil tersebut).

Bahwa dengan adanya kenyataan Penggugat justru menggugat Tergugat yang notabene
sampai saat ini tidak terbukti atau sefidak-tidaknya belum terbukti berdasarkan suatu
putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap telah melakukan kejahatan ataupun
kelalaian yang menyebabkan hilangnya mobil tersebut, maka telah terbukti dengan san
dan menyakinkan bahwa Penggugat telah salah menggugat orang atau pihak daiam
perkara ini, sebab seharusnya yang digugat dalam perkara ini adalah pencuri mobil yang
hilang tersebut, bukan Tergugat;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietr ontvakelijk verklaard).

Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur) :

Bahwa dalam dalil butir 12 gugatan Penggugat tercantum Tergugat dan Turut Tergugat.
Ini berarti ada dua tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat dan Turut Tergugat. Namun,
pada bagian identitas pihak-pihak, tidak dijelaskan siapa yang dimaksudkan dengan
Turut Tergugat tersehiyt. ikian pula pada petitum, tidak ada satu pun tuntutan
(petitum) yang ditujukaﬁ%g;?% ‘R‘la rgu gnry EHL; 2012



Jadi, terbukti sekali dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten antara posita
(fundamentum petendi) dengan petitum. Fakta ini mengakibatkan gugatan Penggugat
menjadi kabur, tidak jelas atau obscuur libel.

Ada keharusan bahwa posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum,

nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.87 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975
yang menegaskan sebagai berikut : ‘

‘Bahwa karena pefitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita). maka
permohonan kasasi_diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
dibataikan”. '

Jedi, Kkalaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu
gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan
dalil-daill gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan
xasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No.28
K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975, sebagai berikut;

"Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”.

Bahwa perdasarkan uraian di atas, maka terbuli dengan sah dan menyakinkan bahwa
gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscuur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon
Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan
Penggugat atu setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
{niet ontvankelijk verkiaard). ' ’

DALAN POKOK PERKARA :

Dalam Kenvensi ¢

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalii-dalil yang

diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di aias mohon

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam
poxok perkara.

Tangaapan terhadap dalil 1 qugatan “

Bahwa Tergugat menolak dalil butir 1 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat
tidak relevan tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini, Dima Tergugat tidak
mempunyai hubungan hukum, baik dengan Penggugat (PT. Asuransi Takaful Umum)
maupun dengan Mori Hanafi, SE, M.Comm.

Qleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan untuk menolak dalil butir 1 gugatan Penggugat tersebut.

Tanggapan terhadap dalil 2 dan 3 gugatan :

Bahwa Tergugat menolak dalil butir 2 dan 3 gugatan Penggugat karena dalil-dalil tersebut
idak benar, hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Se_bab,
sesuai dengan Bukti T-2 tersebut di atas, yang mengendarai mobil dan memarkirkan

mobil serta melaporkg%h%igﬂgg@glﬁgggﬁq%#ﬁl9|§251Eaman Sari adalah Saputra

Halim, dan bukan Drs. arw



Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan untuk menolak dalil butir 2 dan 3 gugatan Penggugat tersebut.

Tanguapan terhadap dalil 4 qugatan :

'0)

Bahwa Tergugat menolak dalil butir 4 gugatan Penggugat karena dalil tersebut juga tidak
benar, hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Sebab, Penggugat mendalilkan bahwa Drs. H. Marwan Saridjo telah melaporkan
‘kehilangan mobil tersebut kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama
mereka meiaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di Polsek Metro
taman Sari, sedangkan fakta hukum yang sebenarnya, terbulti dari Surat tanda
Penerimaan Laporan / pengaduan yang diterbitkan oleh Polsek Metro Taman Sari tidak

sercantum nama Drs. H. Marwan Saridio sebagai pelapor sebagaimana didalilkan olsh
Panggugat.

e karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa ﬁerkara ini
erkenan untuk menolak dalil butir 4 gugatan Penggugat tersebut.

O
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anagapan terhadap dalil 5 gugatan :

S5, Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 5 gugatan Penggugat karena dalil
tersebut lidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana daiam Surat Tanda
Fenerimaan Laporan/Pengaduan diterbitkn oleh Polsek Metro Taman Sari tidak
wwrcantum pengakuan karyawan tergugat akan kelalaiannya dalam menjalankan tugas
y&hg menyebabkan mobil tersebut hilang.

Clen karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan untuk menolak dalil butir 5 gugatan Penggugat tersebut.

Tanguapan terhadap dalil 6 qugatan

1))
[

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 6 gugatan Penggugat sebab dalil
Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Dalam butir 6
gugatannya tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar sebesar
Rp. ©82.300.000,- (limaratus delapanpuluh duajuta tigaratus ribu rupiah) kepada Mori
Hanafi, SE, M.Comm, dengan menunjukkan Bukti P-4. Namun dalam Bukti P-4 tersebut,
renerima uang sebesar Rp. 582.300.000,- (limaratus delapanpuluh duajuta tigaratus ribu
rupiah) adalah PT. Catur Mitrajaya Wisata, dan bukan Mori Hanafi, SE. M.Comm.

37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 7 gugatan Penggugat. Sebab, tidak
terbuiti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yang memungkinkan
Penggugat untuk menuntut pemenuhan suatu hak terhadap Tergugat. Adapun hak yang
didalilkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD adalah hak yang
belum jelas, belum nyata, belim konkret. dan masih harus dibuktikan. Hal itu nampak
jelas dari kata-kata ; “...... semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertangqung terhadap
pohak ketiga...."”.

Cleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
verkenan untuk menolak dalil butir 7 gugatan Penggugat tersebut.

Teragugat terhadap dalil 8 qugatan :

38. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 8 gugatan Penggugat. Sebab, tidak
terbukti atau belum terbukti adanya kelalaian karyawan tergugat yang menyebabkan

nilangnya mobil tersalydlisfstamygtiHafanas. atALn arHisiapg fokelalaian dimaksud sedang
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43.

dalam penyelidikan polisi sebagaimana terbukti dari Surat Tanda Penerimaan
Laporan/Pengaduan yang diterbitkan Polsek Metro Taman Sari tersebut diatas (Vide
Bukti T-2).

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
herkenan untuk menolak dalil butir 8 gugatan Penggugat tersebut.

Tangazpan terhadap dalil 9 gugatan :

Bahwa benar Tergugat menolak untuk memberikan kompensasi penggantian aias
hilangnya mobil tersebut, karena hilangnya mobil tersebut bukan disebabkan oleh
kelalaizn Tergugat. Bukan pula karena kelalaian karyawan Tergugat.

Sahwa penyebab hilangnya mobil justru karena pencurian dengan pemberaian
ssbagaimana diakui oleh Saputra Halim yang mengendarai dan memarkirkan mobi
tersebut. Pengakuan demikian disampaikan sexaralangsung oleh Saputra Halim i
hadapan Polsek Metro Taman Sari sebagaimana terbukii dari Surat Tanda Penerimaan
japoran / Pengaduan yang diterbitkan Polsek Metro Taman Sari tersebut di atas (Vide
Bukti T-2). Dengan dmeikian, pencuri yang kini sedang daiam penyeiidikan polisi itulah
yang seharusnya bertanggung jawab bukan Tergugat.

Sahwa sejak semula sebenarnya Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa
Tergugat tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan. Begitu pun kalau ternyata
rusaknya kendaraan tersebut selama berada di petak parkir, bukan merupakan tanggund
jawab Tergugat.

Sebab, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah DKI
Jakarta No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi sebagai berikut :

“Atas hilangnya kendarsan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan
atau rusaknya kendaraan selama berada di Petak Parkir, merupakan tanggung jawab
pemakal tempat parkir'.

Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, ditegaskan pula pada Karcis Parkir
(Tiket Parkir) maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir,
yang berbunyi sebagai berikut .

“Pihak pangelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kenusakan,
kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam
kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihek
pengelola (parkir)”.

Rahwa tindakan pengendara mobil dalam perkara ini yang tetap mermarkirkan
kendaraannya di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat adalah implied consent artinya
persetujuan secara diam-diam dan merupakan bukti yang kuat bahwa pengendara mobil
tersebut telah secara diam-diam menyatakan konfirmasi persetujuannya_serta tunduk
pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam karcis parkir tersebut yand diterimanya drai
lcarvawan Tergugat. Sebab kalau benar si pengendara mobil tersebut tidak setuju dengan
ketentuan tersebut maka pengendara mobil tersebut pasti tidak akan masuk dan
memarkirkan mobilnya pada area parkir yang dikelola Tergugat tersebut.

Secara hukum, dimungkinkan bagi setiap orang atau setiap pihak untuk memberikan
konfirmasi persetujuan atas suatu ketentuan yang mengikatnya, baik secara tegas aupun

cecara diam-diam. HARAISS bah G AwEDS T HashRR BT 2% Pasal 1327 KUHPerdata,
yang berbunyi sebagai berikut : ' ’ ’
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Tertanggung.

Kewajiban Penggugat untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung tersebut
tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (misalnya kepada Tergugat) sebab Tergugat
tidak pernah ikut menikmati premi asuransi yang dibayar oleh Tertanggung. Ini

merupaxan konsekuensi hukum dari keberadaan Tergugat yang bukan merupakan pihak
dalam perjanjian Asuransi tersebut.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim vang memeriksa perkara ini
: nan untuk menolak dalil butir 11-12 gugatan Penggugat tersebut.

Derikenan

Tannganan terhadap dalil 13 gugatan :

mwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 13 gugatan Penggugat vang menuntut

ugzt mengganti kerugian sebesar Rp. 582.300.000.- (limaratus delapanpulunduz
:aratus ribu rupiah) ditambah bunga 2% per bulan. Sebab, Tergugat dan Penggugst
teriicat dalam suatu perjanjian yang memperjanjikan adanya bunga 2% per bulan
tersebut. Lagi pula, perkara ini bukan merupakan sengketa mengenai pinjam ~ maminjam

- talal
—Cit b,

Penolakan Tergugat tersebut di atas didasarkan pada pendirian Mahkamanh Agung
Mo, 3728 K/Pdy1985 tanggal 30 Juni 1987 yang menegaskan sebagai berikut :

‘Bakiwve mengenal bunga_tidak diperjanjikan dan perkara ini bukean menasnai pinjar-
meminjzm uang, yang menurut yurisprudensi, terhadap uang yang bukan merupakan

parjanjian pinjam-meminjam, tidak dapat dikenakan bunga (Putusan Mahkameh Agung
No. 939 K/Sip/1976 tertanggal 24 Februari 1976)".,

Oleh karena itu tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan untuk menolak aalil butir 13 gugatan Penggugat tersebut.

Tanoucapan terhadap dalil 14-15 qugatan :

Sehwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 14 gugatan Penggugat. Sebah
permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukurn
atau tidak beralasan sama sekali. Lagi pula, Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat
ahwa Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya apalagi mengasingkan harta
kekayaannya. Buktinya bahwa justru membalas semua surat teguran (somasi) yang
cdiadakan oleh Penggugat.

Lagi pula sesuai Yurisprudens MA RI NO.121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1872, telah
ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu : -

"Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran Tergugat
akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan".

Bahwa di samping ada bukti-bukti kuat, permohonan sita jaminan (conservatoir beslag;
juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yaitu
antara lain ;

‘Agar benda-bend ayang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan

(nitai uang yang me”ﬁ%lﬁ%ﬂ%ndﬂaﬁﬁfw Fengapoang digugat. Di samping itu,
diisyaratkan jug agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru



diteruskan ke benda-benda tetap,

Jika menurut perkiraan nilai benda-berda bergerak itu
tidak akan mencukup”.

Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran
tersebut, maka telah terbukti

dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita
. jaminan (conservatoir beslag) tersebut di atas nyata-nyata tidak memenuhi syarat sebab

a. Terbukti bahwa nilai gugatan Penggugat hanya sebesar Rp. 582.300.000 - (limaratus
_ delapanpuluhdua juta tigaratus riby rupiah), sedangkan nilai tanah dan bangunan
seria barang-barang bergerak yang terlerak di dalam tanah dna bangunan tersebut

-~

iustru jauh lebih besar dari nilai gugatan tersebut.

o

ielah terbukti dengan sah dan men
mengajukan permohonan sita jaminan
- etap (fanah dan bangunan) sebelum m
L rerhadap benda-benda bergerak.

vakinkan bahwa Penggugat justru langsung

(conservatoir beslag) terhadap benda-benda
engajukan sita jaminan (conservatoir beslag)

Olen karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim vyang memeriksa perkara ini
- berikenan untuk menolak dalil butir 14-15 gugatan Penggugat tersebut.

Tanugavan terhadap dalil 16 gugatan :

Banwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 18 gugatan Penggugat. Sebab,

meskipun seandainya pun gugatan Penggugat tidak salah alamat, permohonan putusan

- seria merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat daiam perkara ini
tidalk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

— S0. Bahwa dari segi teknis beracara, dalam suatu gugatan, Penggugat tidak dapat meminta

sekaiigus sita_jaminan (conservatoir beslag) dalan elaksanaan putusan serta merta
- (witvosrbaar bij vooraad) kecuali apabila harga barang-barang yang akan disita jauh lebih
— kecil dari nilai tuntutan Penggugat.

mial inl sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Februari 1958 yang
herblinyi sebagai berikut :

: fl-‘ \'r

Jai hakim jangan secara mudah untuk memberikan putusan pelaksanaan lebih dulu.

Jika ada (permohonan) sita conservatoir, maka pernyataan kemungkinan pelaksanaan

| putusan "uitvoerbaar bij voorraad"” hendaknya hanya diadakan, jika harga barang-barang yang

asan disita, tidalk mencukupi dan jika dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian

yang sukar diperbaiki bagi pihak terhadap siapa putusan "uitvoerbaar bij voorraad" akan

dijalankan”.
T 5i. Bahwa permintaan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diajukan
~  oleh Penggugat, juga tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantur dalam Pasal
180 HIR, vaitu :

s a. Ada akita otentik atau akta di bawah tangan yang menurut undang-undang
rmempunyai kekuatan bukti. ‘

- Falktanya : Penggugat tidak dapat menunjukkan akta otentik atau akta di bawah

L tangan yang bisa\,fgj%gi@wajab\%w.a HepigLBRUM20MAunyai kewajiban terhadap
pbenggugat dalam perkara int. -

-~ .



b. Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde)

Faktanya : Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat telah melakuan kelalaian yang merugikan
Penggugat.

c.  Ada gugatan provisional yang dikabulkan

Faktanya : Sampai saat ini belum ada putusan provisional vang dikabulkan oleh
hakim yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk
rnengajukan putusan serta merta (uitvoerbaar bif voorraad) dalam perkara ini.

~ e
(&

ermohonan putusan serta merta hanya mengenai hak Kepemilikan

“aktanya : Perkara ini tidak menyangkut hak kepemiiikan (bezitsrecht)

Zerdasarkan keempat fakta tersebut diatas, maka permohonan putusan serta meris
itvoerbaar bif voorraad] yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara terbukii tidak
nenuhi syarat-svarat dan ketentuan-ketentuan hukum vang berlaku.

Ly 163

zahwa kalaupun syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 HIR tersebut
ziah terpenuhi, Mahkamah Agung Rl melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 vang
mizmaberikan sikap yang limitif kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan
puiusan serta-merta (Uitvoerbaar bif voorraad), kecuali dalam hal-hal berikut :

a. Gugatan didasarkan atas bukti yang otentik atau surat tulisan tnagan (handchrift) yang
tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tnada tangannya, yang menurut Undnag-
Undang mempunyai kekuatan bukti.

raktanya: penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau tulisan
iangan (handschrift) yang menunukkan bahwa Tergugat mempunyai hubungan
nukum dengan Penggugat. Atau setidak-tidaknya ada bukii tertulis yang menunjukikan

vanwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Pznggugat.

o, Cugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
aktanya: Gugatan Penggugat bukan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah_

pasti dan tidak dibantah. Denagn demikian, permohonan putusan serta merta
(uitvoerbaar bif voorraad) tersebut tidak memenuhi syarat.

<)

Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumabh, gudang dan lain-lain, dimana
hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalikan
kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

Faktanya: Tidak terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah
mengenai sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain.

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah
putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap

Faktanya: Tidak terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah
mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)

D o b AR E8T2 ok vans tegee can
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~ Bahwa sj Pengendara mobi terse

- parkir maupy

jawab stas Kerusakan dan

.Bahwa oleh Karena ity

Faktanya: Tidak ada atay belum
dasar bagi Penggugat untuk

(uitvoarbaar bij vorraad) dalam perkara ini.

=h

Gugatan berdasarkan putusan yang talah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht
mpunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Faktanva: Tidak ada atay bely
tetap (in kracht van gewijsde)

m ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
diajukan olah Penggugat.

dan mempunyaj hubungan dengan pokok gugatan yang
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MOKOK sengketa mengenai bezitrecht.

€

Faitanvz: Tidak terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perk
menvangiut hak kepemilikan (bezitrecht),

raini adalan

Dengan tidak terpenuhinya ketujuh syarat tersebut dj atas, maka permoho
S-merla (uitvoerbaar bij Vorraad) yang dia

jukan oleh Penggugat dala
jelas tidak memen uhi svarat-syarat hukum,

Oleh karena telah terbukti dengan sah dan menyakinkan
seffa-meartz (Litvoerbaar bij Vorraad) tersebut tidajc memnu

Tergugat mohon agar Majelis Hakim
menolak dalil by

nan putusan
m perikara ini

tahwa permohonan putusan
hi Syarat-syarat yuridis, maka
yang memeriksa perkara ini berkenan untui
tir 16 gugatan Penggugat tersebut,

DALAM RE KONVENS|

Bahwa Tergugat KonvensiﬁPenggugat Rekonvensj
dikemukakan dalam konvensi dia

(integral) dangan dalil-dalj) yang

Bahw Penggugat Konvensi/T ergugat Reko
membuktilkan acanya kelalaian atay

yang menyebabkan hilangnya mopbil yang menjadi objek dalam perkara ini.

Dengan
demikian, orang atau pihak Yang sebenarnya telah melakukan ke_ia!aian atau
Kecerobohan yang mengakibatkan hilangnya mobil terebut adalah justru sj pengendara
mobil tersebut

standard sebagaimna yang ter,

“Pengelola parkir (haca - Tergugat Konvensf/Penggugat Rekon'.fensi) ticak beﬂanggung
kehilangan kendaraan (sepeda motor dlan mobij} yang
diparkirkan o area parkir yang dikefola of,

eh Pengelola Parkir (baca : Tergugat
Konvensmf’enggugar Rekonvansi) '

sebenarnya Penggugat Konvensi
mempunyai dasar hukum sedikitpun untuk menggugat Te

!/ Tergugat Rekonvensi tidak
Rekonvensi. Sebab, adanya bukti Pen

rgugat Konvensi / Penggugat

gendara mobil dengan tetap memarkirkan mobilnya
—di_area parkir tersebut, maka secara huky

Pengenda

m Ngendara mobil setuju, mengakui dan
___tunduk pada ketentuan barkir tersebur.

—al tersebyt sesuai pula dengan keten A fm_l_,%meﬂ)l%ﬁuran Daerah Khusus
bukota Jakarta No. 5 Tah ARSI ié’%g#g@’

erparkiran yang berbunyi sebagai berikut

[



"Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan

atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab
pemakai tempat parkir”.

—57. Bahwa ates kehilangan mobil tersebut pengendara mobil, melalui pemiliknya yang
- memiliki oolis asuransi atas kendaraan tersebut telah menerima ganti rugi dari Penggugat
i) s [ Terggugat Rekonvensi, namun malahan melemparkan tanggung jawab
n asuransi polis mobil tersebut kepada Tergugat KonvansiiPenggugat
wensi bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekenvensi justru digugat ks
"gadilan. Perbuatan Penggugat Konvensi/T ergugat Rekonvensi justru diglgat k=
adhian. Ferbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut jelas sangat
ixan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga dikategorikan sebagai
auatan melawan hukum.
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aengan  diajukanya gugatan perdata  oleh Pengcugat Konvensi/Tegrugat
sensi {erhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat
/Penggugat Rekonvensi akhirnya terpaksa mengeluarkan biaya-biaya
30 perkara guna menghadapi gugatarn Penggugat Konvensi/Tergugat
avensi tersebut, yaitusebesar RP. 100.000.000 - (seratus juta rupiah) Di samping
» materiil tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengalari

« immateril, yang memang tidak dapat dinilai karena berupa keruian immateril,
>miang tidak dapat dinilai karena berupa berupa Kerugian immateril, sehinggya
untilc i Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mengkompensasikan kerugian
wreabit di atas sebagal kerugian immateri! sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat Konvensi /

wyugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat
perkara ini diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tergligat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan atau dugaan
iasan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengaiihkan,
whikan atau mengasingkan harta kekayaannya (baik benda bergerak maupun
‘ap) guna menghindarkan diri  dari kewajibannya terhadap Tergugat
siPenggugat Rekonvensi,

#hwa LNt menjamin pelaksanaan atas putusan atas gugatan rekonvensi -dalam
“ara ini di kemudian hari, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon
agar sudi Kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meietakkan sita
pi jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak
- bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI yang letak dna jumlahnya akan diperincikan
am surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta

4t secara terpisah dari gugatan rekonvensi ini.

“Berdasarkan hal-hal alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraian di atas maka
~lengan ini. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majslis Hakim yang

nemeriksa perikara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai
“berikut

—

JAELAN SHEERS]

. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan

2. Menolak gugatan Pen @,(l%uh ﬁgglggpﬁdak-ﬁdaknya menyatakan
™~  gugatan Panggugat ti&%ﬁ%ﬂ%ﬁmmaa méf’gr%mre!ﬂk verklaard)



S T D IR MRINIAMENA

" DALAM KONVENS] :

.. 1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/T ergugat Rekonvensi secara keseluruhan atay

' setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/T ergugat Rekonvensi tidai
r~ dapat diterima {niet ontvankelijk verkiaard).

2. Menghukum Penggugat Konvensi/T. ergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya
- perkara vang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonvensi:

-1.  Menerima gu

Gatan rekonvensi dari Tergugat KonvensUPenggugat Rekonvensi secara
keseluruhan,

~2.  Menyatakan Penggugat Konvensi/T ergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan
- melawan hukum yang merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

“3.  Menghukum Penggugat Konvensi/T ergugat Rekonevensi untuk membayar ganti kerugian
- rmateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateril Rp.
1.000.000.600.- {(satu milyar rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

secara tunai dan sekaligus mengajak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
~  Mmembacakan putusan dalam perkara ini.

:,[3.[.

Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukén oleh
Tergugat i(onvensifpenggugat Rekonvensi terhadap seluruh harta benda Penggugat
Konvensiﬂfergugat Rekonvensi,

H

Rl

Menghukum Penggugat Konvenéiﬂ'ergugat Rekorivensi untuk membayar segala biays
Perkara yang timbul dajam perkara ini.
“tau, apabila Maj

elis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-
ilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam
Kekonvens; terscbut, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menangga
Fnya dengan Replik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 3 Desember 2003

L_bagaimana tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara
L -

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dalam Konvensichrgugat dalam
Rokonvensi  tersebut » Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvens;
_*hanggapinya dengan Duplik secara tertulis yang disampaikan pada hari
anggal 10 Desember 2003 sebagaimana tercatat secara lengkap dan jelas
1"ara pemeriksaan perkara ing j —-meeeeeee.

—

. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daljl gugatannya tersebut, Penggugat
lalam KonvensifTergugat dalam Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa :

—Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sBPK?%ﬁgéglaToyota Land Cruiger
~VXR No. Pol. B 8840 MPBnalisis tanggungiawah, - fenm, 04307/1HD-0191474



atas nama Drs. H. Marwan Saridjo (Bukti P-1).

2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Land Cruiser VXR No. Pol. B 8840
ME No. Rangka/Mesin MHF11TJ8009004307/1HD-0191474 atas nama Drs. H.
Marwan Sandjo (Bukti P-2). .

3.

Fotocopy Polis Asuransi Nomor 302.01.1230.2000 yang diterbitkan Penggugat dalam
konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tertanggung PT. Catur Mitra Wisata
QQ Drs. Marwan Saridjo tertanggal 6 Desember 2001, Polis ini berlaku tanggal 3
Uesember 2001 sampai dengan 3 Desember 2002 (Bukti P-3).

<. Fotccopy Surat Subrogasi tertanggal 10 Maret 2003, dari Mori Hanafi, SE.M.Comm

(Buit P4).

. Fotocopy karcis tanda masuk areal parkir di Glodol Plaza, tanggal 30 Januari 2002,
puxul 12.26.17 WIB yang dikelola Tergugat (Bulkti P-5).

. Totocopy Aplikas: transfer uang sebesar Rp. 582.300.000 (limaratus delapan puluh
dua juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 8 April 2003 dari Penggugat kepada PT.
Catur Wisata selaku Tertanggung atas klaim hilangnya mobil Toyota Land Cruiser
VXK B. 8840 ME di areal parkir Glodok Plaza yang dikelola Tergugat (Bukti P-6).

7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol. : 040/K/2002/Tmn.S,

tanggal 30 Januan 2002 yang diterbitkan oleh Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat
atas laporan Saputra Halim (Bukti P-7).

4. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No. Pol : Sket/4576/
X[2002 tanggal 19 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya atas
mobil Toyota Land Cruiser No. Pol. B 8840 ME atas nama Marwan Saridjo vang
hilang di perparkiran Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat (Bukti P-8) ; <remssmmm i

Menunbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan pula 4 (empat) orang saksi, vang
masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SARST L ZURAIDIANSYAH :

- Dahwa saks1 memberikan keterangan di luar sumpah ;

kl

- Bahwa saksi sebagal karyawan PT. Asuransi Takaful Umum, yang menangani klaim
suransi Sdr. Mori Hanafi, terkait dengan telah hilangnya sebuah mobil Land Cruiser
Nomor Polist B. 8840 ME di area parkir Glodok Plaza ; ----

- Bahwa mobil tersebut diasuransikan dengan nilai tanggungan sejumlah Rp.
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), adapun resiko yang ditanggung meliputi
kehilangan dan kerAnalisis tamggumgjawabal, Hehty;-FHUI- 2012




a4 Bahwa adapun Syarat yang harus dipenuhi pada saat mengajukan Llaim asuransi
. antara lain
- ®» Bukti pengaduan darj kepolisian,

o Bukti asuransi.
s BPKB dan STNK.
® Surat Subrogasi yang dibuat oleh Tertanggung ;

-.--.--..-.---.-m.--...........-..._-......-.--.—--—. _________

~ - DBahwa atas klaim asuransi Sdr. Mori Hana

~mun izlah membayarnya sejumlah Rp. 582.300.000,00 (ltma ratug delapan puluk
duva juia tiga ratus 1iby e sl il
- 4 seteiah dilakukan pembayaran ganti rugi maka penanggung menerima dari
~  segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga, dengan cara menyerahkan sura*
. -1 N - s e

~ - Bahwa saksi memberikan keterangan di luar sumpah ;

- Bahwa salkgi bekerja pada PT. Asurans; Takaful Umum Divis; Tehnik Kiaim, dengan

tugas menerima laporan klaim, menindak lanjuti laporan ; weeeeeee T T

Adapun pengertian menindak lanjuti adalah melakukan cek
SEDRERINTS b rcim e

— - Dahws terkait dengan Sdr. Mori Hanafi, ia mengajukan klaim kepada PT.
Takaful Umum, sehubungan dengan hilangnya sebual mobil Land Cruiser N
8840 ME di area parkir Glodok Plaza

Asuransi
0. Pol, B.

= Hal maobii Land Cruiser tersebut memang diasuransikan dengan total nijaj
~  Purtangzungan Rp, 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), untuk jenis kerugian
' mizhilangan dan kerusakan YANg MenCapai 75% ; ----ermmmsmmsmsmesiocm oo

Sabwa dalan tpaya mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Takaful

B Umum, Morj
w  Hanafi melengkapinya dengan berbagai dokumen dap kel

engkapan administras;

Balhwa daiam Klarifikasi, saksi melakukan kegiatan wawancara dengan berbagaj
pthak. termasul diantaranya dengan petugas parkir di Glodok Plaza e
= Dart hasil wawancara dengan petugas parkir, diakui bahwa pada tanggal 30 Japuar

~ 2002 telah terjadi pencurian atas sebuah mobj Land Cruiser dj perparkiran Glodok

PHzA Y —omcome i,

TAKSI L VITRA W IRADHAMA RAMLY :

= Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah § eeeeeeeee

- Bahwa Mori Hanafi telah mengajukan klaiml_%em

isi ' PBTasbesuransi atas hilangnya
~ sebuah mobil Land CruhAnalisis tﬁP@QPTﬁ?ﬁ?‘bG’Io SE/

aza, yang peristiwanya terjadi



L pada akh

————— e e

ir Januari 2002 : Saat ity mobil tengah disewa oleh Saputra Halim:

Bahwa mobil Land Cruiser tersebu

t diasuransikan
den

pada PT. Asuransi Takafu] Umum
gan nilai pertanggungan sejumlah Rp. 700.000.

000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;---

3 Bahwa pada akhirnya PT. Asuransi Takaful Um
Mori }_Ianaﬁ sejumlah Rp. 582.300.000,00

‘At 1o rupiah) ;

um membayar ganti kerugian kepada
(lima ratus delapan puluh dua juta tiga

hwa adapun vang diasuransikan atas mobil Land Cruiser dengan nomar polisi 2

) ME melipuri kehilangan dan kerusakan yang mencapai 75% ; -

34481 IV, MORI HANAFIL, SE.. M.COMM :

Sakwa saisi adalah pemilik mobi] Land Cruiser dengan nomor polisi B 8840 ME ;-

Dahwa atus mobi

1 tersebut saksi asuransikan pada PT. Asuransi Takaful Umum sejak
= tahun 2001 dengan nila pertanggungan sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta
= ripidh]) pess - - - - - e
. = DBabwa adapun jenis pertanggungannya adalah total lost only, yang melipus;
wehilangan maupun kerusakan yang mencapai 75% ; - -- o

" - wa mobil tersebut adalah milik pribadi saksi dan direntalkan, tergabung dalam PT.
- witra Jaya Wisata ; ----- e S e
. - B pada tanggal 30 Januari 20

02 mobil Land Cruiser tersebut hilang di area

perpukivan Glodok Plaza, ketika mobil tersebut tengah disewa oleh Saputra Halim

Hehwa atas hilangnya mobil tersebut

kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian
- @l dasar Laporan Kehilan

gan dari Kepolisian disertai dengan buldti-bukti yang lain

't polis asuransi dap sebagainya, salsi mengajukan klaim kepada PT. Asuransi
calul Umum sebagai penanggung ;

10k

~. Baliwa atas klaim tersebut terlanggung mengabulkannya dan saksi menperoleh total
- pcmbavaran sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga
ratus vibu rupiah) § eeeeeeee e

Baliwa seteiah memperoleh pembayaran tersebut, saksi kemudian menyerahkan hal;
— Subrogasi kepada PT. Asuransi Takatul Umum untuk melakukan penagihan terhadap
— pibak ketiga § eceeeeeeeee.

Menimbang, bahwa sementara it
Pengeugat dalam Konvensi/Tergugat dalam R
- “iberikan Tergugat dalam Konve
—rtulis sebagai berikut :

untuk mematahkan dalil-dali] gupatan
ekonvensi tersebut, pada kesempa

tan yang
nsi/Penggugat dalam Rekonvens; mengajukan alat buktj

a—

isi jawab..., Henry, FHUI, 2012 -
Fotokopi Surat Kuasa Sﬁg%sg'géla%%nﬂﬁagﬁl HANAFI, SE. M. Comm tertanggal 10

[
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g Maret 2003 (Bulaj T-1).

2. Fotoko

pi Laporan Poljg N
Saputr

0. Pol. KXXI/2002!T mn. S t
4 Halim sebagaj pela

anggal 10 Januar 2002 tertuiis
POr (Bukti T-2),

~ 3. Fotokopi Harian [J

an Umum Kompas, tanggal 20 Maret 2003 « Pencurian dj Mabes Polr,
3 seoraqg ditangkap ”; dan tanggal 13 Nopember 2003 dajam kolom Redaksi vy
“Parlir mobi] d; Plaza Bapindo™ (Bukti T-3),
= &, Fotakon Bas -dran Daerah Nomor 5 Tahun 199¢ fentang Perparkiran Khusus Ibuicota
_ YT ZT08 Peparkinan Khusus Tonio
. bahwa selanjutnya terjadilah hal-ha] sebagaimana tersebut  dajam
Ticsann perkarg iny,

sebagai bagian vang tid

ang untuk singkatnva keseluruhanpyvg diambi] aliy
b glatny 3
ak terpisahkap dari rangkaian pertimbangan putysan

------------------------------------

savmimbang, bahwa kedua belah pihal
Tal apapun lap lerkecuali pada hari
: < meigajukan Kesimpulan

0 islas

Secara tertuljg, yang
_ s dalam berita acarg pemeriksaan perkara ini,
a LTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
B \____________

kan mengajukan sesuaty,
Januari 2004, masing-
kesemuanya tercatat secarg

181

bahwa  majgyud dan  tyjyan gugatan  Penggugar dalam
sggot dalam Rekonvensi adalah sebagaimana dinraikan dj atas ; ~—mmeeeeo_.

bahwa atag gugatan Pep
crstbut,  Tergugat dalam

gugat dalam Kon‘:‘cnsiﬂ‘erou at dalan
oo =

onvcnsi/]:’enggugat dalam Rekonvens;
Juian ekseps sebagai berilkuyt -

.—-'l-‘cng:-_juga'l tidak Mempunyai kapasitas hukum untuk bertindalk sebagai pihak dalam
— perkara inj (Exeptio non legitima personae tandi in judicio).

ajukan semata-

WA gueatan ing di
I L, 8E. M. Comm, terta

i Suy mata berdasarkan Surat Kuasa Sy
TMORI JIAN AL

nggal 10 Maret 2003 :
Bahwa menurug |

Netentuan Pasg) 123 a

brogasi dar;

yat (1) HIR jo Putusan Mahkamah Agung R]
fangeul 9 Desember 1970 Nomor 296 K/Sip/1970, ditegaskan bahwa kalau
ﬁii!;chcr‘:da:’{r’, pihak-pihak yang berperkara boleh dibanty atau diwakili oleh seorang
Kuasa, vang untyl maksud itu, harys dikuasakan dengan surat ky

asa khusus yang
- rrtinva surat kuaga ity hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam
—erkara perdata haryg Jelas disebut antara A sebagaj Penggugat

Tergugu!, misalnya  dalam

dan B sebagai
Anall igrtlgﬁ&%un\gm&b.a,menrhuﬁmg, 201211,

lertentu  dan
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sebagainya:

_-_--......--.-......—._-...---..-..—-....-—-—----._--..—-.-------—..--.....—_-..-.

~ I Gugatanp

ng pihak dap prematur
Bahwa antara Penggugat dalam Konvensi/T Crgugat dalam Rekonvens; dengan
- iergugat dalam KonvensU’Penggugat dalam Rekonvens; tidak ada hubungan byl
- apapun, karena jty Sésual dengan putusan Mahkamap Agun
= Nomor 294 K/8ip/1971 Jo tanggal 28 Mej 19
werezbut tid x

» AL posita gugatannyg, Penggugat dajam Konvensi/’l"ergugat daiar
SRONvEnS] menyatakan mobi] [and Cruiser B 8840 ME tersebyt hilang sewaj.
2 WEmudikan oleh Saputra Halim, seharusnya yang bersangkutan Rirut serty diguzat
) TR Y00 et s g
- Wi lebih darg 1tu, atas kehilangan mobil [and Cruiser B'8840 ME di areq parkir
0% Plaza, telah dilaporkan kepada pihak Xepoiisian atas dasar Pencurian
— £4i1 pemberatan” Seharusnyalah perkara pidana diselesaikan terlebih dahuju,
sebagai dasar atag penyelesaian perkara Perdata (pasal 1918 KUH Perdata) . i
1L Gugatan Penggugat tidak didukung bukti-bukti, sajap alamat dap Obscuur 1jbei
- (1idak jelus dag kabur):
B 4 posita gugatannya Penggugat dalam KonvenshTergugat dalam
sama  sekali tidak dapat membulktikan tentang kesaiabam’kelalaian
E Teraugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi : dap Pula pencuri mobj
— lersebut hingga saat ini belum berhasi] ditangkap; cwooeo... T TONOU mob,
— Baliwe dalam posita gugatannya Penggugat dalam Konvcnsb’]’.‘ergugar dalam
Relionveng menyebutkan adanya Tergugat dan Turut Tergugat ; akan tetapt tidal:
T dijelaglan ¢pa dan bagaimana posisi Turut Tergugat dan

apa tuntulan terhadapnya ; -
~ Bahwa verdasarkan alasan

-alasan tersebut malky
— Pengaugat dajam Rekonven

Tergugat dalam

Konvensi/
si mohon agar kiranya Majelis Halim menyvatukan
. merolak guouian Penggugat dalam Konvensiﬁergugat dalam Rekonvens; untuk
i seluruhma atay sci'idak—tidal\'_nya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Njet
e (,?-ni‘,':tuh‘-:-:.!ij s ) e CELT TS ot diterima
— Menimbang hahwa atas mater; cksepsi Tergugat dalam Konvensi.-‘Pcuggngat
am Rekonveng; tersebut, Penggugat dalam Kom’cnsi/’i‘ergugat dalam Rekonvens;
¢ nggapin yu sebagai berikut in; -

mientang Penvoyes

at dalam Konvensi tidak mempunvaj
~2hak dalam yerkara ni :

kapasitag hukum sebagai

ahwa Surat Kua
Konvensi/
Bersifug 1

sa  Subro
Tergugat dalam R
dusus, seb

gasi yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam

ekonvensi mengajukan gugatap ini ke pengadilan telah

ab dalam surat kuasa dimal- I#HtAlan1dicantumkan pokok
Analisis tanggunglawab""]aew

—
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permasalahan obyek perkara yaitu mengajukan upaya penagihan secara subrogasi
atas hilangnya kendaraan bermotor mobil Toyota Land Cruiser VXR No. Pol. B
8840 ME di areal parkir yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi :

Tentang gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak mempunvai dasar hukum :

Dahwa MORI HANAFI, SE, M.Comm selaku pemilik dan kehilangan atas mobil
Tovows Land Cruiser VXR No. Pol. B 8840 ME, dalam keduduian selaku
fanggung atas pemegang polis asuransi pada PT. Asuransi Takaful Umum
: 302.01.1230.200 telah mengajukan klaim kepada Penggugat dalam
i'Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Penanggung. Klaim tersebut telah
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah
arzannya sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua jula
tiga ratug riou rupiah) T —

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHD. Berdasarkan ketentuan
tzrsebut maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajulkan

S B

SNTEAE it
gnaaan 1 -

menjadi tanggung jawab Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
051 LErSEDUL jmmmmmmmms e mom oo ncnm o ccma e s a B

Danwa lergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah nyata-nyata
tolar dalamm mengelola perparkiran, karena itu scpatutnya ia dimintal pertanggung
Jawaban ;§ —-wm-mnmams - - --- -

Dengan demikian, betapapun belum ada putusan hakim pidana yang menyatakan
kelalzian Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, pertanggung
jawaban tersebut dapat difuntut | —==-esemmm e -

Balvwa sewaktu mobil No. Pol. B 8840 ME memasuki areal parkir vang' dikelola
Tergugat dalam  Konvens/Penggugat dalam Rekonvensi, pengemudi mobil
meriperoleh karels parkir yang diberikan oleh petuges areal parkir Glodok Plaza

terscbut | -—-=m-m-me- -

Pubhao Lodihn pengeiiadi hendak mengnmbil mobil tersebut, ternyata sudah tidak
ada ditempatnyna, sementara karcis parkir masih berada di tangan pengemudi

SAPUTRA : i - i et sae
e Y oS TanGalNGARAB. | HeRR FHUIP 2z dasarkan Karcis paskic
selanjutnya pengemudi melapofRan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian : -----



(2=
L™ ]

Bahwa berdasarkan karcis parkir, Laporan Kepolisian dan keterangan karyawan

—~  Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, jelas gugatan ini didukung
. bukti-bukti yang cukup ;

Bahwa gugatan ini sudah tepat dan benar, tidak salah alamat. Mobil Toyota Land
~  Cruiser B. 8840 ME hilang di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat dalam
—~  Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka yang bersangkutan harus diminta

CPCETT e v e | .
L SRDENZZUNSiawapan K

Bahwa dalam surat gugat Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi
yang didudukan sebagai pihak Tergugat hanya satu pihak saja yaitu Tergugat dalam

A

— honvensiPenggugat dalam Rekonvensi, tidak ada pihak vang lainnya, baik daiam
L. DOStE maupun petitumnya |

lasan-alasan tersebut maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat

— dalam Rekonvensi mohon agar eksepsi tersebut ditolak :
—  Memmbang, bahwa apakah eksepsi yang dikaitkan dengan tanggapan atas eksepsi
lersebut pads akhirnya dapat diterima atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannva

Uing ;) --—-

Menimbang, bahwa perihal eksepsi tersebut point, pertama, yang menyatakan
nggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak. mempunyat kapasitas
wkum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (execeptio non legitima personae
s ndiin judicio), dipertimbangkan sebagai berikut ; --- -

-

-

=y

—_

o
-

r

~  Menimbang, bahwa terlepas dari pandangan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
ic.am Rekonvensi atas materi eksepsi tersebut, Majelis Halkim mengetengahkan
andanzan tersendinn sebagaimana diuraikan di bawah ini e

T Neotmbaps, bahwa  berbicara tentang pihak-pihak dalam perkara perdata,
mmanve vang mengandung sengketa, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu
ak Penggugat (eiser, plaintiff) ialah pihak yang mengajukan gugatan, dan pihak yang

hgugat (gedeagde, defendant) ; mmmmmmmmmmmeeneeee

Bahwa siapukah yang dapat tampil sebagai pihak ? Pada azasnya setiap orang yang
merase mempunyal hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan alau
- ingin membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pthak, baik selaku
Penggugat maupun selaku Tergugat (legitima persona standi in judicio) ; -==-------

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
i.jd-'_onvcnsi memiliki kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim
e_sendirian sebagai berikut ; -- - -

-~ Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang usahanya
.. bergerak di bidang perasuransian, dalam kapasitasnya sebagai Penanggung telah

1.neml_mya_r klai'm asuransi kepada pihak Tertanggung sejumlah Rp. 582.300.000,00
T: (bukti P-3) dari total HRHQBFJEEHQ&HWRD; HERR) FHON 2012 (Bukti | | L
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Bah W e gar

maka berdasarkan ketentuan Pagal

Indonesia, Bab Subrogasi (bukti P-3), ditentukan bahwa -

"Sesuai dengan Pasal 28 Kitab Undang-

vembayaran gamti FUgi atas kendaraan bermotoy dan / atau kepentingar yang
cipertanggungkan dalam polis ini, Penanggimg menggantikan T ertanggung dclaim
segala kol vang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubimgan dnegan kerugiom
rersebut. Hak Subrogasi lermaksud dalam ayat ini berlaku dengen Sendirinya fompa
memerikan -

v suat surat kuasa khusus dari T, ertanggung " ;

Undeng  Hulewum Dagang, serelai;

uuuuuuu

Bahwa menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 14 ayat (1) Polis Standar Kendaraap
Bermotor Indonesia tersebut, MORI HANATI, SE, M.Com., selaku Tertanggung
telah memberikan hak Subrogasi kepada Penggugat dalam Konvensi/T ergugat dalam
Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai Penanggung, untuk mengajukan dan atau
menvelesaikan tuntutan-tuntutan kepada pihak ketiga, berkaitan dengan telah
dibayarkannya ganti kerugian oleh Penanggung kepada Tertanggung sejumlah Rp.
582.300.000,00 atag hilangnya sebuah mobil Toyota Land Cruiser VXR tahun 2000,

nopol. B 8840 ME, No, Rangka MHF11TI8009004307, No. Mesin 1ED 0191474

(Oukti Pd) ; eeeeeee

T

Sahwa keberadaan bukti P<4 tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannva Surar

~irasa Khusus (Subrogasi) bertanggal Jakarta, 19 Mei 2003 vang ditandatangani
oleh SHAKTI AGUSTONO RAHARDIJO dalam kapasitasnya selaku Direktur
Utama PT. Asuransi Takaful Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi

kepada WARSITO SANYOTO, SH, dan ZULKIFLI DANIEL, SEH.

Neduanya Pengacara, Konsultan Hukum yang dalam hal ini sebagal Penerima
RS, untuk

SECURING fmf”ék?ﬁi “E'%Ngglﬂf@§?}{ﬁ‘*"‘*i-n'iiﬁmmu..@f&hﬂmmm&ﬂmwubw iy
SICURINGS o A =

Inhawvn monueut Sueat Kuaba Bubrogasi lerscbul, yang menjudi obyck gugatan adalah
nenagil
!

1an secara subrogasi, atas kehilangan kendaraan bermotor/mobil INO‘POI. 33
3340 MU vang terjadi di areal parkir yang berada dalam tanggung jawab PT.
SECURINDO PACTAMA INDONESIA

o i

~—

2

Bahwa berdesarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpcndagut,'Sumt Kuasa
Subrogast bertanggal Jakarta, 19 Mei 2003, yang keberadaannya dlkaltkan,dcng@
bukts P-3 dan P4 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat, (1) HIR, harkaitan

; TILET i1 i e T R LT i :
ﬂil&\%&{‘:iuﬁ"’féid'{“Bgéf&ffgggﬁ',“- aﬁ'%?ﬁgdg&ngaﬁ¥‘ orlch pthak pemberi dan peneruna

Mcnimbung, bahwa berdasarkan uraian tersebut pada gilirannya Majelis Hakim

berkesimpulan, materi eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi

srsebut point pertama tidakansal saggmmevs. by, Flebikaoena itu ditolak : — -
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_ -‘vieni'“"“-x ng, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai
materi eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut pacda

“point kedue, vang menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum,

~urang pi 3” L dan prematur ; Majelis Hakim membahasnya sebagai berikut ; =--==smrvmsnvn-

wmang benar, secara langsung antara Penggugat dalam E\omz.,nsl
’”ckomrenm pacia awalnva tidak mcmpunyal hubungan hukum dzngen

Zoonva akon tetapl, ketika pada tanggal 30 Januari 2002 pukul 12.26.17 (bukti P-3°
Land Cruiser VXR No.Pol B 8840 ME, No. Rangka/l mesiq MEF
"*J_) 0191474 milik MORI HANAFI, SE.. M.Comm. vang ketike in

o 3APUTRA HALIM dititipkan di areal parkir Glodok Plaza vany dikelola

q dulam KonvensiPenggugat dalam Rekonvensi, maka sejak saat itu dzmi

dat secara diam-diam telah terjadi hubungan antara MORI HANAFL &E
. -:lc" zan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ; =---eemeomeee-

“ahiwa dalam perjalanannya, mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME vang
_.-;.--:;-—-‘bu' ~ulang dari areal parkir Glodok Plaza. vang implikasinva MORI
&, M.Comm, mengajukan klaim kepada Pengggat dalam Konvensi Tergusat

=k \—«

_dalawm Rekony m.;xr dengan dukungan dokumen bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-5. P-7 dan -

T —————————— e S —
[ we o ates klamm  dimaksud  Penggugat dalam  Konvensi/Tergugat  dalam
weckonnesst telul membayar ganti kerugian pada MORI HANAFI, sejumlah Rp.
382.200.000,00 (bulti P-6) ; -- AT U U S RS

S ofwh karena MORI HANAFI telah memperoleh ganti kerugian (bult: P-6),
Caoiual dengen ketentuan Bab I pasal .14 ayat (1) Bab Subrogasi dalam Polis
aar: Bermotor Indonesia (bukti P-3), MORI HANAFI memberikan hak

Sethy e PT. Asuranst Takaful Umum, untuk melakukan/mengajukan wuntutan-

it fepada Pilak T (bukti P-4 = bukti T-1; :

SR

Sotunndns b

M~ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sejak diterbitkannya Surat
wubrogast te *mﬁgal Jakarta, 10 Maret 2003 terdapat hubungan hukum antara PT.
,A-m;‘;,..si Takalul Umum sebagai pihak yang telah menutup klaim asuransi, dengan PT.

T

ecurinde | -mmm Indonesia sebagai Pihak III yang bertanggungjawab atas mlangnwa
Tmohil T wota Land Cruiser B, 8840 ME tersebut j ------------- - -—-

—

e Bahwa demikian pula mengenai dalil eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat

~alam Rekonvensi yang menyatakan gugatan ini kurang pihak, dalam hal int Majelis

| Iakim sependapat dengan dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvenst,
‘}‘I"lh wa hilangnya mobil Toyota Land Cruiser B 88:40 ME sewaktu di parkir dalam areal

~arkir yaag dikelola Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, péristivva

L ersolant didad auelvpas dacl unsur kolalatan, kesalahan dan Kurang hati-hatinya karyawan

Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam  Rekonvensi ; karenanya berdasarkan

Metentnan Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, pengelola arca! sarkir harus bertanggune
»_,1,\:1*\ alas per buatan kan/\qghﬂﬁquunq|awab , Henry, FHUI, 201 % nggung




Bahwa perihal materi eksepsi berikutnya yang menyatakan gugatan ini prematur,
Majelis Hakim tidak sependapat, sebab proses penyelesaian perkara perdata tidak harus
menunggu selesainya proses perkara pidana ;

Bahwa lebih dari hal tersebut, gugatan ini diajukan bukan semata-mata telah
dicurinya mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME, melainkan karena sikap kurang hati-
hatinva pengelola areal parkir tersebut ; ——-mee -

ivienimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Halim
berpzndapat, eksepsi tersebut point kedua vang menvatakan gugatan tidak mempunvai
Gaser hukum. kurang pihak dan prematur adalah tidak beralasan menurut hukum. oleh

ar

>

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan materi elseps|
v 1

lerseout point ketiga, gugatan Penggugat tidak didukung bukti-buicti, salah alamat dan
Obscuur Libel, dibahas sebagai berikut ini ; ====s=sescsmsmmmmanmmmn-

Bahwa perihal didukung atau tidaknya dengan bukti-bukti atas materi gugatan ini.
menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara,
karena itu akan dibahas dalam pertimbangan pokok perkara ;

1['-.-.'\}
N4l

wa perihal gugatan dikatakan salah alamat : dengan dalih semestinya pencuri
obil fersebut yang digugat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pandangan
a

11

[

ersebut, karena titik persoalannya adalah adanya sikap kurang “hati-hatinva
ceryawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ketika mengelola
pevparkiran mobil di Glodok Plaza, sehingga orang yang tidak mempunyai bukti
iegitimasi (kareis) parkir dapat mengambil mobil milik orang lair, vang berakibat
merugikan pemilik mobil | =—e-cesmmecmmmmcemee e --- - s

— ey

buhwa atas dasar pertimbangan tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim,
pengeiola areal parkic di Glodok Plaza, vang dalam hal ini Tergugat dalam
Fonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi patut diminta pertanggungjawabannvya
karenanya gugatan ini tidak salah alamat ; ===-m=meemmemsemescmmccocaceeeemmmee oo

bahwa perihal materi eksepsi yang sclebihnya, gugatan dinyatakan Obscuur Libel,

Mujelis Hakim membahasnya sebagai berikut ini ; =-====memseeommmeeemcemeeceemee e

bahwa benar dahil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi vang
menyatakan dalam posita gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam

ekonvensi tersebut butir 12, tertulis kalimat............. Oleh . Tergugat dan Turut
Tergugat........dst. : -=en --- -=in
L\ﬁ

hwa namun demikian, menurut pendapat Majelis Hakim tertulisnya kata-kata
“Turut Tergugat” semata-mata kesalahan dalam pengetikan sehingga tidak -
menjadilan gugatan menjadi Obscuur Libel (kabur) ; ----

Menimbang, bah\%ahm@%jﬁm_g Hm@mlpmggmzerscbut, pada gilirannva



Majelis Hakim berpendirian mater; eksepsi point III yang menyatakan gugatan tidak

mempunyai dasar hukum, kurang pihak dan prematur, adalah tidak berdasar menurut
hukum, oleh karena itu ditolak :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dap tujuan  gugatan Penggugat dalam
konvensy'Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ; —-----reeeem--

wi R

gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, ternyatalah vang
menjadi wntutan pokok adalah sebagai berikut :

Mvienimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama marteri

w

Pertama . Tentang tuntutan agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi dinyatakan bertanggung jawab atas
perbuatan melawan hukum vang dilakukan Karyawannva,
bertalian dengan hilangnya mobil Toyota Land Cruiser B.
8840 ME yang tengah diparkir di komplek parkir vang
dikelola Tergugat dalam Konvensi/Penggugat  dalam
Rekonvensi ; - - e

Kedua : Tentang tuntutan agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi, dihukum untuk membayar ganti rugi
kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus
delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) -ditambah
bunga bank sebesar 2% per bulan terhitung sejak tanggal
gugatan ini sampai dengan adanya pembayaran lunas kepada
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi © ---

Menimbang, bahwa atas materi tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi

menolaknya, dengan alasan sebagai berikut :- e mmmmmeeens

Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, menolak seluruh
dalil qugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sebab
dianlara kedua pihak tidak pernah terjalin hubungan hukum apapun; selain dari hal
tersebut, dari Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan yang diterbitkan Polsek
Metro Tamansari, tidak tercantum pengakuan kelalaian karyawan Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam menjalankan tugas sehingga mobil

Penggugat dalam Konvensi/T ergugat dalam Rekonvensi tersebut hilang dari areal
parkir ; ssescccecamaace.

Bahwa Penggugat dalam Konvensi/T ergugat dalam Rekonvensi menyatakan telah
membayar ganti kerugian kepada MORI ANﬁbl 3645 tetapi ternyata yang
menerima ganti kerugfiPteEgPYAgIANaR - ey, itrajaya Wisata ; -emem~eeiceeee--.
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Bahwa hilangnya mobil Land Cruiser B 8840 ME tersebut bukan tanggung jawab
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebab Pasal 36 ayat (2)
Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran menegaskan “Atas
; hilangnya kendaraan atau barang-barang yang berada di dalam Kendaraan selama

. berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir; demikian
pula karcis parkir. .. ... dst”;

Selain hal tersebut, ketentuan Pasal 1171 KUH Perdata menegaskan “Mereka tidak
bertanggungjawab tentang pencurian-pencurian yang dilakukan dengan kekerasan:-

Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang pertama ; agar Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvens; dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan
meiawan hukam karyawannya, bertalian dengan telah hilangnya mobil Toyota Land
: Cruiser B 8840 ME yang diparkir di areal parkir di bawah pengelolaan Tergugat dalem
< Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
menolak tuntutan tersebut, sebab di samping tidak pernah ada hubungan hukum antara
Penggngat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam

angan mobil tersebut bukan tanggung

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, kehil
jawabnya ; ---

i
T
'
i

Menimbang, bahwa perihal penolakan Tergugat d
: Rekonvensi yang menyatakan tidak pernah ada hubungan hukum di antara kedua pihak,
- hal tersebut telah dibahas Majelis Hakim dalam eksepsi, karenanya pertimbangan
- terscbut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini :

alam Konvensi/ Penggugat dalam

Menimbang, bahwa apakah benar dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
Rekenvensi  vang  menyatakan karyawannya tidak melakukan kelalaian dalam
-~ menjalankan tugasnya, sehingga karyawannya tersebut tidak melakukan perbuatan
] melavwan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu Saputra Halim memarkir mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME
di areal parkir Glodok Plaza pada tanggal 30 Januari 2002 pukul 12.26.17, karyawan

- Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memberikan karcis (bulti
) P-5) ; weeommmemneeenen e .

& .

‘ Bahwa ketika mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME tersebut hendak diambil
= kembali, ternyata mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula, padahal
- karcis parkir (bukti P-5) tersebut masih berada di tangan Saputra Halim ; s
= Bahwa dengan demikian, karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
T Rekonvensi telah memberikan kesempatan pihak lain membawa keluar mobijl
. Toyola Land Cruiser B 8840 ME, tanpa disertai bukti tanda parkir (P-5) yang
T merupakan legitimasi formal parkir kendaraan (mobil) ; -

Bahwa apakah dengan demikian karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat

dalam Rekonvensi diknallsisltangoundialeabm eHenmcRHMR0120 0 melawan hiulum o ; -

£
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Menimbang, bahwa berbicara mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum,
maka acuannya adalah ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sejak dijatuhkan putusan dalam

perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat empat kriteria perbuatan mela
hukum, vaitu :

wan

. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
ivielanggar hak subyektif orang lain.

Melanggar kaidah tatasusila.

Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serte sikap hati-hati vang
seharusnye dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyaralat
atau terhadap harta benda orang lain ; ------ 3

L5 S 7N e

4=

Menimbang, bahwa dari empat kriteria perbuatan melaw
sifatnya tidak “kumulatif” melainkan “alternatif’, Artiny
salah satun kriteria secara alternatif, telah dipenuhinya pula
melawan hukum |

an hukum tersebut,
a, dengan telah dipenuhinya
syarat untuk suatu perbustan

ivlenimbang, bahwa dari empat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut,
menurut pandangan Majelis Hakim, kriteria tersebut angka 4, telah dipenuhi. Artinya,
karena sikap kurang teliti, kurang hati-hatinya  karyawan Tergugat dalam
ronvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME
telah hilang dari area parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
Pelionvensi berkilah, hilangnya mobil tersebut bukan merupakan tanggung jawab
pengelola perparkiran seperti yang ditegaskan dalam bukti P-5 maupun bukti T-4 -

Menimbang, bahwa atas sangkalan pertanggungjawaban tersebut Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut ini ;

Bahwa dalam hal perparkiran kendaraan/ mobil, sebenarnya pada saat seseorang
memarkir kendaraannya, ia telah menutup kontrak dengan pengelola tempat
perparkiran, hanya saja syarat-syarat kontrak itu tidak dirundingkan lagi.
Keduabelahpihak dianggap tunduk dan terikat pada syarat-syarat yang sudah
dicantumkan dalam tanda bukti parkir, sehingga pada umumnya syarat-syarat itu
ditentukan sccara sepihak saja atas dasar “take it or leave j” j==-

Bahwa kontrak demikian itu dinamakan juga sebagai “edhesie contracten” atay
kontrak standar. Ciri umum suatu kontrak standar adalah adanya klausula yang
memuat pengecualian pertanggungjawaban (exoneratie clausultes ataupun exclusion
clauses), yvang biasanya untuk keuntungan pihak pemberi jasa ataupun produsen ; ---

Bahwa yang kemudian menjadi persoalan, sejauh manakah keterikatan para pihak
terhadap klausula yangnalisisitanggengjewablia temtaiddl 201 2wvaban ity 9§ ceeeeeeeeee
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Bahwa terhadap persoalan tersebut, berkaitan dengan kedudukan hakim sebagai
pembentuk undang-undang dalam arti yang konkrit (judge made law), kiranya
sejalan dengan perkembangan di Inggris yang dituangkan dalam Unfair Contract
Terms Act 1977 yang merupakan kelanjutan dari The Sales of Goods Act dari tahun
1893, vang pada dasamya memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan
apakeh dalam suatu kontrak tertentu terdapat syarat yang memberatkan ataukah
tidalk, saria apakah syarat itu pantas atau tidak -

Sahwn dolam kaitan ity hakim, atas

permintaan pikak yang dirugiken, memiliki
fangan untuk menambah, mengurangi atau meniadakan sama sekali svarat-

rang ditentukan dalam kontrak standar tersshut, Kewenangan ini diberikan
uakim di Indonesia oleh Woekerordonnantis 1938, sebagaimana iuea
N

¢

daiam ketentuan Undang-Undang Nomor |4 Tahun 1970

r

setentuan-katentuan Pokok Kekuasaan Kenalkiman

Bohwa sebogai tolak ukur dalam menghadapi persoalan tersebut, adalah adanya
keseimbangan kedudukan para pihak, di antara dari sisi ekonomi dan sebagainya ; --

Bahwa lebih dari itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999
srilndunga

2an Konsumen, telah secara nyata melarang ketentuan

tentang
“exclusion clauses™

Habwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam kaitan perkara 1ni, pengecualian
pertangpungjawaban atas hilangnya mobil T ovota Land Cruise B 8840 ME
imana  dicantumkan dalam kareis parkir (bukti P-4) maupun Perda DKI~

warta No.o 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, harus dikesampingkan dan
dinvatakan tidak berkekuatan hukum : —un ———-

viemimbang, bahwa apakah kelalaian, kurang hati-hatinya kary

awan Tergugat
dalain Kon venst/Penggugat dalam Rekonvensi, adalah me

rupakan tanggungjawabnya 9 :-

Meninbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 dan Pasal 1367 alinea ke 3
KUl Pardata, ditegaskan bahwa “Majikan dan orang vang mengangkat orang lain untul
mawak il urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atay kerugian yang disebabkan olzh
. pelavan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan Kepada orang
11 © sehingga karenanya T ergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi harus
. berfangaungjawab atas Lilangnya mobil Land Cruiser B 8840 ME tersebut ;

Vienimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terscbut
Hakim =~ berpendirian  tuntutan  pokok vang  pertama,
Konvensi/Pengaugat dalam Rekonvensi dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan
metawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, bertalian hilangnya mobil Toyota
Land Cruiser B 8840 ME yang tengah diparkir di areal parkir Glodok Plaza dj bawah
penzelolaannya, beralasan menurut hukum karenanya patut dikabulkan

maka Majelis
agar  Tergugat dalam

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Flakim mempertimbangkan mengenai
tuntutan  pokok yang kedua, agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
Rekonvensi, dihukum thisiﬁlanﬂwmjam@hntiHM@dHl.Z@:‘ﬁé’ada Penggugat dalam
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konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 582.300.000,00 ditambah bunga
bank sebesar 2% per bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai adanya
pembayaran lunas, dipertimbangkan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat

Do

dalam Rekonvensi menolaknya, dengan dalih menurut bukti P-6 yang menerima ganti

kerugian sejumlah Rp. 582.300.000,00 dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi adaleh PT. Catur Mitrajaya Wisata, bukan MORI HANAFT | ~es-seemeeememaen-

tientmbang, bahwa bila menelaah bukti P-6, memang benar dalil Tergugat daiam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut. Namun demikian, bila mencermati
bukti P-4 wvang adalah identik sama dengan bukti T-1, ternyatalah ganti kerugian
sejumiah Rp. 3582.300.000,00 tersebut benar-benar felah diterima oleh MORI
AMAFI dalam kapasitasnya sebagai pihak Tertanggung pemegang Polis Asuransi daris
", Asuransi Takaful Umum sebagai Penanggung ; —-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dalih Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, karena itu
dikesampingkan kepadanya dibebankan membayar ganti kerugian sejumish Rp.
582.300.000,00 sesuai dengan apa yang telah dibayarkan Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sesuai dengan tanggungjawabnya menurut Pasal
1366 dan 1367 (3) KUH Perdata ; -en- -

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dalam Konvensiy/Penggugat
dalam Rekonvensi dihukum pula untuk membayar bunga 2% perbulan, terhitung sejak:
didaftarkannya perkara ini, oleh karena dalam posita gugatan tidak terdapat alasan vang
cukup. atas dasar apa pembebanan bunga 2% tersebut, maka tuntutan tersebut tidak
beralasan dan harus ditolak | s=mememmeememcccmm s e -- G

Wisnimbang, bahwa mengenai tuntutan yang lain dan selebihnya agar diletaklan
siz jaminan atas kantor milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
ierletak di Komplek Mangga Dua Mas No. 11-12 Blok A JI. Mangga Dua Abdab
No. 14 Jakarta Pusat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun pihak Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan banding atau kasasi ; oleh karena
tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka

ditolai ; e e e e e e e e

yang

DALANM REWNONVINSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam
Relkonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana di uraikan di atas ; -----=-------

Menimbang, bahwa menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat dalam
Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, ternyatalah yang menjadi tuntutan pokoknya
adalah agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah.

melakukan perbuatan m&}%‘ﬁgqgltg}lrb\g\m -MB}}?}@}} "HHUH%% membayar ganti kerugian
materiil Rp. 100.000.000,00 dan ganti !ertlgian imn&:tcriil Rp. 1.000.000.000,00 ; -=------
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Menimbang, bahwa  gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam
Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menolaknya, dengan dalih bahwa Tergugat
dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan
melawan hulkum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, ~ bahwa  terlepas  dari  pandangan Tergugat  dalam
Rekonvensi/Penggugat dalam  Konvensi tersebut berikut ini Majelis - Hakim
mengetengahkan pertimbangan tersendiri sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa berangkat dari adagium “point d’interest, point d’action”
setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum vang cukup dapat mengajukan
tuatutan haknya melalui pengadilan (burgerlijk vordering), sebagaimana diisyaratkan
Mahkameh Agung dalam putusannya tanggal 17 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971,
vang mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan

hukum ; —-==mmmmmmmm-

Menimbang, bahwa ternyata gugatan pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
delam Rekonvensi, menurut pendapat Majelis Hakim, telah memenuhi kriteria tersebut,
larena itu tidak dapat dikategorikan sebagai telah melakukan “perbuatan melawan

hukum™ ; =seemmmeme=

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat
dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat dalam
Relonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
tidak beralasan menurut hukum, oleb karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan tersebut, tuntutan
pembavaran ganti kerugian materil sejumlah Rp. 100.000.000,00 dan immateriil sejumlah
Rp. 1.000.000.000,00, tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, oleh karena itu harus

PREAYL

ditolalg @ -=-==-

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

Menimbang, bahwa  oleh karena ternyata pihak  Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum

untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang bersangkutan dengan

perkara it

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM LKSEPSI : Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; :
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DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yvang

dilakukan oleh karyawannya ;
Menyatakan Tergugat bertanggungjawab atas mobil B 8840 ME yang hilang di
iomplek parkir yang dikelola Tergugat ;

L

= Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa
uang tunai dan seketika sebesar Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh

dua juta tigaratus ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ; - .

bALAN REKONVENS] :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; .

Deialn] KONVENS/REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi uniuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh

sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakaria Pusat hari : Selasa, tanggal : 3 Pebruari 2004 oleh kami, AGUS SUBROTO, SH,
M.HUM, selaku Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota ABDULLAH, SH, dan
SUDRAJAD DIMYATI, SH, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari @ Senin, tanggal : 9 Pebruari 2004 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim
Anggota tersebut diatas, dibantu Panitera Pengganti : CHRISTANTO PUDJIONO, SH,
dan dihadiri oleh Kugsa Penggugat dan Kuasa Tergugat.
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Hglam-Nakim

A

Ketua Majelis,

& a4 N METERAL
".'jJ i TEMPEL

Braya-biava :
Panggilan
NMaterat

Jumlah

%
*,r:;fmmzo/ MYATL SH

AGUS SUBROTO, SH, M.HUM

_ Panitef# Pengganti,

CHRIST O PUDJIONO, SH

..................................... Rp. 260.000,-
........................................ Rp. 6.000,-
.......................................... Rp.  3.000,-
.................................. Rp. 30.000,- +

Analisis targ@ungjanelo, - Henry, FHUI, 2012
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